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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang
melimpah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah
memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia.

Bersama ini, dengan rendah hati dan rasa hormat
yang mendalam, kami mempersembahkan kumpulan
tulisan ilmiah yang berjudul "PANCASILA:
Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi". Buku ini
merupakan hasil kolaborasi 14 akademisi terkemuka dari
berbagai lembaga perguruan tinggi dan lembaga negara di
Indonesia.

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia,
telah menjadi landasan kuat bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara selama puluhan tahun. Namun, dalam
dinamika yang terus berubah di era globalisasi ini,
pemahaman dan aplikasi Pancasila pun senantiasa
mengalami tantangan dan perubahan.

Melalui buku ini, para kontributor kami mengupas
secara mendalam berbagai aspek Pancasila, mulai dari
hakikat dan sejarahnya, hingga penerapannya dalam
berbagai bidang kehidupan. Mereka menyajikan analisis
yang kritis dan pemikiran yang inovatif, berdasarkan

penelitian dan pengalaman mereka masing-masing.
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Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi sumber
inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi para
pembaca, terutama para akademisi, praktisi, dan pembuat
kebijakan yang tertarik dalam studi mengenai Pancasila
dan ideologi negara. Semoga buku ini dapat memberikan
kontribusi yang  signifikan dalam  memperkuat
pemahaman dan implementasi Pancasila demi
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut
berkontribusi dalam pembuatan buku ini, serta kepada
penerbit yang telah memberikan kesempatan bagi kami
untuk menyampaikan gagasan dan penelitian ini kepada
publik.

Pontianak, 21 Maret 2024

Editor,

Oki Anggara, M.Si.
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BAB 1
HAKIKAT DAN SEJARAH PANCASILA

Dra. Darmawati, M.Pd.
Universitas Megarezky Makassar
E-mail: darmawatimrs@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila yang
merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
sudah lama diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Hal ini terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum
Pancasila disepakati sebagai Dasar Hukum Negara Republik
Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin pada kegiatan
adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan.

Pada abad ke-4, Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di
Indonesia sudah menampilkan nilai-nilai sosial politik dan
ketuhanan dalam bentuk kerajaan, mengadakan kenduri, dan
memberi sedekah kepada para Brahmana (Kaelan, 2018:7). Pada
abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya juga sudah mewujudkan nilai-
nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan. Kerajaan Sriwijaya
mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang
diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang ditaati oleh
rakyatnya dan pembangunan gedung-gedung serta patung-
patung suci yang diawasi oleh rohaniawan. Setelah itu, muncul
Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Dua pujangga ternama di
masa Kerajaan Majapahit melahirkan karya besar yaitu kitab
Negarakertagama oleh Mpu Prapanca dan kitab Sutasoma oleh
Mpu Tantular.

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad-16,
bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Awal
kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari tanaman



rempah-rempah untuk diperdagangkan, tetapi kemudian
berlanjut menjadi praktik-praktik menjajah. Negara-negara
Eropa yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis,
Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Belum lepas dari
penjajah Eropa, muncul Jepang dengan propaganda sebagai
negara cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Jepang juga
menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dengan
membentuk suatu organisasi/badan untuk mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia. Sebelum janji Jepang terwujud,
Indonesia  sudah  terlebih  dahulu  memproklamasikan
kemerdekaannya. Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan R,
Pancasila sebagai Dasar Negara ditetapkan oleh PPKI.

HAKIKAT PANCASILA

Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia sudah lama diamalkan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh
sebelum Pancasila disepakati sebagai Dasar Hukum Negara
Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut tercermin pada
kegiatan adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan. Nilai-nilai
luhur inilah yang digali oleh Ir. Sukarno kemudian dirumuskan
menjadi lima dasar dan diusulkan sebagai dasar negara.

Istilah Pancasila secara etimologi, berasal dari bahasa
Sansekerta yaitu “Panca” artinya lima dan “Sila” artinya alas
atau dasar. Secara harfiah kata Pancasila berarti lima dasar yang
mengandung pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang
baik dan penting untuk ditaati dan dilaksanakan. Pancasila yang
terdiri atas lima sila dijadikan dasar dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila secara historis perumusannya dimulai pada sidang
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan)
pertama pada tanggal 29 Mei - 1Juni 1945 yang dipimpin oleh
Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Tiga pembicara pada
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sidang tersebut menyampaikan pidato usulan tentang dasar

negara Indonesia, secara berturut-turut dimulai dari Muh.Yamin,

Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Soekarno mengusulkan lima

prinsip dasar yang akan menjadi dasar negara Rl diberi nama

Pancasila. Sehari setelah Indonesia memproklamasikan

kemerdekaan RI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI

mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara RI.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan simbol
Burung Garuda berwarna kuning emas, kepala menghadap ke
kanan, melambangkan kekuatan, kejayaan, dan kemuliaan.
Burung Garuda rancangan Sultan Hamid Il memiliki dua sayap
yang masing-masing sayapnya berjumlah 17 bulu, bermakna
sebagai tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Delapan bulu pada ekor melambangkan bulan kemerdekaan
Negara Republik Indonesia, bulan Agustus. Pangkal ekor atau
perisai memiliki 19 helai bulu dan bagian leher 45 helai yang
melambangkan tahun kemerdekaan 1945. Kaki burung garuda
mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal lka yang
memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bagian dada
burung garuda ada perisai dengan lima simbol sila Pancasila
yang melambangkan perjuangan serta perlindungan diri agar
bisa mencapai tujuan.

Pancasila yang telah ditetapkan dan disahkan pada tanggal
18 Agustus 1945, pada hakikatnya merupakan suatu sistem
filsafat sehingga sila-sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri,
tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, tidak
terpisahkan antara satu sila dengan sila yang lain, bersifat
hierarkis, bertingkat/berjenjang, dan berbentuk piramidal.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama
dengan lambang bintang berwarna kuning terletak di tengah
perisai burung garuda. Lambang bintang bermakna cahaya
dan sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.
Sila pertama menjadi dasar dan menjiwai empat sila
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lainnya. Keyakinan bangsa Indonesia atas adanya Tuhan
membuat negara memberikan jaminan kebebasan kepada
setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah
sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah sila
kedua dengan lambang tali rantai berbentuk lingkaran dan
persegi empat berjumlah 17 yang saling berkaitan satu sama
lain membentuk lingkaran, berlatar warna merah, terletak di
bagian kiri bawah perisai menunjukkan bahwa generasi
penerus bangsa yang turun temurun, saling terkait erat, bahu
membahu, dan saling membutuhkan. Sila kedua ini didasari
dan dijiwai oleh sila pertama serta mendasari dan menjiwai
sila ketiga, keempat, dan kelima.

Sila Persatuan Indonesia adalah sila ketiga dengan
lambang pohon beringin yang terletak di bagian kiri atas
perisai. Pohon beringin adalah pohon besar yang berakar
tunggal panjang yang tumbuh dan menjalar ke segala arah
di bawah tanah merupakan tempat yang bisa digunakan oleh
orang banyak untuk berteduh dan berlindung. Sila ketiga
merupakan persatuan seluruh bangsa Indonesia untuk
mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah
negara yang merdeka dan berdaulat. Sila ketiga ini
mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa yang didasari
dan dijiwai oleh sila pertama dan kedua serta mendasari sila
keempat dan kelima.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
adalah sila keempat dengan lambang kepala banteng
berwarna hitam. Lambang kepala banteng bermakna sering
berkumpul, bermusyawarah, dan mendiskusikan sesuatu
untuk melahirkan keputusan. Sila keempat ini didasari dan
dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga serta mendasari dan
menjiwai sila kelima.



5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
adalah sila kelima Pancasila dengan lambang padi dan
kapas. Sila kelima bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia
mendapat perlakuan yang adil dalam semua bidang, baik
bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, maupun
kebudayaan sesuai dengan UUD 1945. Sila Keadilan Sosial
merupakan tujuan dari empat sila lainnya, tujuan bangsa
Indonesia dalam bernegara untuk mencapai masyarakat adil
makmur berdasarkan Pancasila. Sila kelima didasari dan
dijiwai oleh empat sila lainnya.

SEJARAH PANCASILA

Sebagai kristalisasi dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan
nilai-nilai religius bangsa Indonesia, sudah dapat dipastikan
bahwa Pancasila tidak lahir secara mendadak dan spontan pada
tahun 1945, tetapi melalui proses yang sangat panjang dalam
sejarah  kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai adat istiadat,
kebudayaan, dan religius sudah diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat,
diolah, dibahas, dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua itu
tercatat sebagai proses sejarah dalam perjuangan bangsa
Indonesia.

Presiden Soekarno pernah mengatakan “Jangan sekali-kali
meninggalkan  sejarah”. Pernyataan Soekarno tersebut
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membangun
kehidupan bangsa. Sejarah memberikan kearifan dan bisa
menjadi guru kehidupan, oleh karena itu penting diuraikan satu
persatu sejarah Pancasila di berbagai zaman.



Prakemerdekaan
Zaman Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada abad ke-4 Masehi
(tahun 400 M) dengan ditemukannya prasasti berupa tujuh Yupa
peninggalan Kerajaan Kutai (kerajaan Hindu Tertua) di
Indonesia yang terletak di hulu sungai Mahakam, Muara
Kaman, Kalimantan Timur. Yupa atau Prasasti peninggalan
Kerajaan Kutai tersebut berupa tulisan dalam kalimat bahasa
Sansekerta dengan aksara Pallawa yang isinya berupa silsilah
Raja Mulawarman hingga kisah kebesaran sang penguasa. Pada
Zaman Kerajaan Kutai sudah diterapkan nilai-nilai sosial politik
dan keagamaan.

Zaman Kerajaan Sriwijaya

Prasasti yang ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa
Penangan, Kec. Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan prasasti
Kedukan Bukit di kaki Bukit Siguntang, dekat Palembang
menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada
abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang
sangat disegani di kawasan Asia Selatan. Kepulauan Nusantara
ramai dikunjungi oleh musafir asal Cina dan India dan lalu lintas
laut di sebelah Barat seperti Selat Sunda dan Selat Malaka
dikuasai. Kerajaan Sriwijaya menata negara dan pemerintahan
dengan baik sehingga peraturan-peraturan yang dibuat diikuti
dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam menjalankan sistem
pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya tidak lepas dari nilai-nilai
keagamaan.

Zaman Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 mencapai
puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Prabu
Hayam Wuruk dengan Mahapatin Gajah Mada. Kerajaan
Majapahit  berhasil mengintegrasikan nusantara dengan
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memanfaatkan nilai-nilai religi, sosial, dan politik pada wilayah
kekuasaannya dengan damai dan penuh toleransi antar umat
agama.

Pada masa kerajaan Majapahit, Empu Prapanca menulis
buku Negarakertagama menggunakan bahasa Jawa Kuno (Kawi)
yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapabhit,
perjalanan dan silsilah Prabu Raja Hayam Wuruk, para
pembesar negara, jalannya pemerintahan, kondisi sosial politik,
keagamaan, pemerintahan, kebudayaan dan adat istiadat. Di
dalam buku tersebut terdapat istilah Pancasila yaitu
'Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama'
artinya ‘Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, yaitu
mateni, maling, madon, madat, main’.

Pada buku Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat
seloka persatuan nasional yaitu Bhinneka Tunggal lka yang
melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari
berbagai unsur rakyat (bangsa) yang terdiri atas berbagai macam
suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama, wilayah
yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan
negara Indonesia (Kaelan, 2018: 11).

Zaman Penjajahan

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad-16,
bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia. Awal
kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah mencari tanaman
rempah-rempah untuk diperdagangkan, tetapi kemudian
berlanjut menjadi praktik-praktik menjajah. Negara-negara
Eropa yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis,
Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Belum lepas dari
penjajah Eropa, muncul Jepang dengan propaganda sebagai
negara cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Jepang juga
menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia dengan
membentuk suatu organisasi/ badan untuk mempersiapkan
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kemerdekaan Indonesia. Sebelum janji Jepang terwujud,
Indonesia  sudah  terlebih  dahulu  memproklamasikan
kemerdekaannya. Sehari sesudah Proklamasi kemerdekaan RI,
Pancasila sebagai Dasar Negara ditetapkan oleh PPKI.

Zaman Persiapan Kemerdekaan

Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda Jepang
cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia.
Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia
dengan membentuk  suatu  organisasi/ badan  untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April
1945. Badan tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu
Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan jumlah anggota 63
orang yang diketuai oleh dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.
BPUPKI bersidang dalam dua babak yaitu untuk pertama
kalinya pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan untuk kedua
kalinya pada tanggal 10-17 Juli 1945.

Sidang BPUPKI untuk pertama kalinya dilaksanakan
selama empat hari dan secara berturut-turut tiga tokoh
menyampaikan pidato tentang usulan dasar negara yaitu Mr.
Muhammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada
tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima prinsip
dasar yang akan menjadi dasar negara RI diberi nama Pancasila.
Usulan dasar negara tersebut di atas kemudian dirumuskan oleh
panitia kecil (panitia sembilan) yang diketuai oleh Soekarno.
Panitia sembilan berhasil merumuskan rancangan Mukadimah
(Pembukaan) Hukum Dasar yang dinamakan Piagam Jakarta
pada 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara tercantum dalam
alinea keempat pada rancangan mukadimah UUD 1945.

Pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI kembali bersidang
untuk kedua kalinya dan melahirkan beberapa keputusan
penting. Pada tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan
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dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) yang dalam
bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Inkai, Soekarno
sebagai Ketua dan Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua. Dengan
berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang
menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Hukum
Negara RI.

Era Kemerdekaan

Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6
Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh
Amerika dan sekutunya, kekuatan Jepang yang sudah
menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia semakin tak
berdaya hingga akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu
pada tanggal 14 Agustus 1945. Momen ini dimanfaatkan oleh
bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah teks Proklamasi
Kemerdekaan RI digagas dan ditulis oleh Dwitunggal Soekarno
Hatta. Naskah teks Proklamasi Kemerdekaan RI diketik oleh
Sayuti Melik. Adapun teks Proklamasi Kemerdekaan RI adalah
sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan
Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.1.,
diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang
sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta.



Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang
pertama dan menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu:
1. Mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945, Rumusan
Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta dikoreksi dan diperbaiki
dengan menghilangkan tujuh kata pada sila pertama. Pancasila
terdapat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 vyaitu:
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.

Era Orde Lama

Meski Indonesia sudah memproklamasikan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, roda
pemerintahan belum berjalan dengan baik. Indonesia masih
menghadapi banyak tantangan yang mengancam kemerdekaan.
Salah satu bentuk ancaman adalah Belanda dengan berbagai
cara masih tetap ingin menguasai Indonesia. Belanda melakukan
agresi di berbagai wilayah Indonesia. Belanda baru memberi
pengakuan kedaulatan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 27
Desember 1949. Setelah Belanda memberi pengakuan
kedaulatan kepada bangsa Indonesia, maka Indonesia kembali
ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan
bentuk dari negara serikat ke negara kesatuan tidak
menggunakan UUD 1945 tetapi menggunakan konstitusi baru
yaitu UUD Sementara (UUDS).

Mengacu pada UUDS tahun 1950, Indonesia melaksanakan
Pemilihan Umum yang pertama pada tahun 1955. Pemilihan
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Umum dilaksanakan dalam dua waktu yaitu pada tanggal 29
September 1955 dan 15 Desember 1955. Pemilu pertama
dilaksanakan untuk memilih anggota DPR yang akan berperan
sebagai parlemen dan Pemilu kedua dilaksanakan untuk memilih
anggota Dewan Konstituante yang akan membuat konstitusi.
Pada tahun 1956, Dewan Konstituante mulai bersidang di
Bandung. Pelaksanaan sidang tidak berjalan mulus, akan tetapi
menjadi berlarut-larut karena tidak mencapai kuorum dalam
pengambilan keputusan tentang dasar negara. Ada dua
pandangan anggota sidang terhadap dasar negara yaitu:
1. Kembali ke UUD 1945 dengan menggunakan Pancasila
sesuai rumusan Piagam Jakarta dan
2. Kembali ke UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada
tanggal 18 Agustus 1945

Kejadian tersebut sangat memprihatinkan Soekarno sebagai
Kepala Negara sehingga mengambil langkah darurat dengan
mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 shb: 1.
Pembubaran Konstituante; 2. Undang-undang Dasar 1945
kembali berlaku; 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS).

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan
pada Undang-Undang Dasar 1945, namun terjadi beberapa
penyimpangan. Soekarno diangkat sebagai presiden seumur
hidup yang ditetapkan melalui TAP No.lllI/MPRS/1963.
Kekuasaan Presiden Soekarno berada pada posisi tertinggi,
membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA. Presiden
Soekarno berkeinginan menyatukan perbedaan ideologi politik
Indonesia dengan membentuk Nasakom (Nasional, Komunis,
dan Agama). Partai Komunis punya keinginan merubah bentuk
negara RI menjadi negara komunis. Pertentangan dan
ketidakharmonisan pun terjadi khususnya antara PKI dengan
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TNI sehingga menyebabkan penculikan dan pembunuhan
beberapa perwira Angkatan Darat. Peristiwa ini dikenal dengan
Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI).

Peristiwva G30SPKI menyebabkan ketidakstabilan politik
yang pada akhirnya membuat kekuasaan Soekarno sebagai
Presiden RI beralih ke Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas
Maret (Supersemar). Supersemar berisi perintah Presiden
Soekarno kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah
pengamanan untuk menyelamatkan keadaan negara. Supersemar
yang diberikan Soekarno kepada Letjen Soeharto itu diperkuat
dengan TAP No.IX/MPRS/1966 pada tanggal 21 Juni 1966.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan
TAP No.XVIII/MPRS/1966 yang mencabut  TAP
No.llI/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai
Presiden seumur hidup.

Era Orde Baru

Orde Baru adalah masa pemerintahan yang dipimpin oleh
Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang
dipimpin oleh Presiden Soekarno. Perpindahan kursi
kepresidenan dari Ir. Soekarno ke Letjen Soeharto memperbaiki
arah pemahaman terhadap Pancasila, khususnya penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi pada zaman Orde Lama. Presiden
Soeharto berkeinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen dengan mengeluarkan Inpres No.
12 tahun 1968 tentang Penulisan dan Pembacaan Pancasila
sesuai yang tercantum pada alinea keempat UUD 1945. Inpres
tersebut adalah panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai
dasar negara RI. Panduan tersebut adalah shb:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia

12



4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Untuk lebih memberi pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan Pancasila kepada masyarakat, maka pada tanggal
22 Maret 1978 ditetapkanlah TAP MPR No.ll/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4
atau Ekaprasetya Pancakarsa). TAP ini memerintahkan supaya
Pemerintah dan DPR menyebarluaskan 36 butir nilai-nilai
Pancasila. Presiden Soeharto juga mengeluarkan Keputusan
Presiden Rl No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan
Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (BP-7) pada tanggal 27 Maret 1979. Nilai-nilai
Pancasila yang terdiri atas 36 butir, pada tahun 1994 dijabarkan
kembali menjadi 45 butir oleh BP-7 Pusat.

Untuk menciptakan stabilitas politik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, Presiden Soeharto membatasi Partai
Politik hanya tiga yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia
(PDI). Pemerintanan Orba juga mewajibkan Orsospol
menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini tertuang
dalam UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar, serta
UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas.

Pada zaman Orba, Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
marak terjadi di hampir semua lini. Terjadi kesenjangan
pembangunan di Indonesia, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir
di setiap daerah Indonesia, terjadi pembungkaman kritik, ada
pelanggaran HAM, krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998
tidak dapat diatasi, dll. Praktik pemerintah Orba oleh Presiden
Soeharto akhirnya ramai dikritik oleh masyarakat. Beberapa
kalangan  menyebut bahwa Presiden Soeharto telah
menyalahgunakan Pancasila untuk kepentingan sendiri dan
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kelompoknya. Puncaknya adalah ketika terjadi demonstrasi
besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut
menyebabkan Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya
kepada Wakil Presiden Rl BJ Habibie pada tanggal 21 Mei
1998.

Era Reformasi

Era reformasi adalah era sesudah Soeharto lengser dari kursi
Presiden. Era reformasi muncul akibat ketidakpuasan dan
kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintahan
Soeharto. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh wilayah
Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto
menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ Habibie
pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat itulah Orba berakhir dan
berganti ke era reformasi. Berakhirnya masa pemerintahan Orde
Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia,
bebas berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Presiden BJ
Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi
bidang politik dan hukum dengan mengeluarkan UU Nomor 9
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di
Muka Umum.

Penerapan Pancasila di zaman reformasi dihadapkan pada
kondisi masyarakat yang diwarnai kehidupan serba bebas.
Kebebasan bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif.
Kebebasan yang bermakna positif dapat memunculkan ide dan
kreativitas dari anak-anak bangsa, sedangkan kebebasan yang
bermakna negatif bisa menimbulkan pergaulan bebas, cara
berinteraksi/berkomunikasi yang tak beretika, penyalahgunaan
narkoba dan minuman Kkeras, anarkisme, rasa persatuan dan
kesatuan menurun, serta hal-hal lain yang dapat mengancam
keutuhan bangsa.

Meskipun banyak tantangan dalam era reformasi, akan
tetapi Pancasila tetap menjadi Dasar Negara RI. Ketetapan MPR
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Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
Dasar Negara dari NKRI harus dilaksanakan secara konsisten
dalam kehidupan bernegara. Selain Pancasila sebagai Dasar
Negara, Pancasila juga menjadi sumber hukum yang ditetapkan
dalam Ketetapan MPR No. [lI/MPR/2000 Pasal 1 ayat (3),
Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila serta UU RI
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Pasal 2, Pancasila merupakan sumber
segala sumber hukum negara. Bentuk kebijakan nasional lainnya
yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila adalah
UU No. 12 tahun 2012 Pasal 35, Kurikulum Perguruan Tinggi
wajib  memuat mata  kuliah  Agama, Pancasila,
Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk
mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara adalah secara
intensif Sekretariat Wapres Rl pada tahun 2008/2009 melakukan
diskusi-diskusi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila,
Dirjen Dikti pada tahun 2009 membentuk Tim Pengkajian
Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, beberapa Perguruan
Tinggi melakukan Kongres Pancasila di UGM, Simposium
Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di UPI, Kongres
Pancasila di Udayana. MPR RI juga melakukan kegiatan
sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan Empat
Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan
Bhinneka Tunggal Ika.

KESIMPULAN

Pancasila yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia sudah lama diamalkan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh
sebelum Pancasila disepakati sebagai Dasar Hukum Negara
Republik Indonesia. Nilai-nilai luhur yang tercermin pada
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kegiatan adat istiadat, kebudayaan, dan keagamaan dirumuskan
menjadi lima dasar dan diusulkan sebagai dasar negara oleh Ir.
Sukarno pada sidang BPUPKI. Setelah melalui proses yang
cukup panjang, Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia
dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang mulai
dari zaman dahulu, zaman Pra Kemerdekaan, zaman penjajahan
bangsa Eropa dan Jepang, zaman Persiapan Kemerdekaan,
zaman Kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru,
zaman Reformasi hingga saat sekarang ini. Oleh karena itu,
nilai-nilai Pancasila perlu dijaga dan dilestarikan.
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BAB 2
SIMBOL, NILAI DAN IMPLEMENTASI PANCASILA
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PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai falsafah dan dasar negara Republik
Indonesia, mengandung makna mendalam yang menjadi
landasan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
konteks ini, pemahaman mendalam terhadap simbol, nilai, dan
implementasi  Pancasila menjadi  kunci penting dalam
memperkuat identitas nasional, membangun karakter yang
kokoh, serta mendorong kehidupan berbangsa yang harmonis
dan berkeadilan.

Simbol-simbol yang melambangkan Pancasila, seperti
bendera Merah Putih yang berkibar megah, lambang Garuda
Pancasila yang gagah, dan lambang Pohon Beringin yang
kokoh, bukan sekadar gambaran visual, melainkan simbol-
simbol yang mengandung makna mendalam tentang kebesaran
dan keutuhan negara Indonesia. Bendera Merah Putih, dengan
warna merah yang melambangkan keberanian dan putih yang
melambangkan kesucian, menggambarkan semangat juang dan
kebersihan hati dalam berbangsa. Garuda Pancasila, burung
elang yang melambangkan kebebasan, kekuatan, dan keadilan,
menjadi representasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia.
Sementara Pohon Beringin, dengan akar yang kuat dan cabang
yang menjulang, mencerminkan kestabilan, keberagaman, dan
keadilan sosial yang menjadi pondasi negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memperkuat
jati diri bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa
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menegaskan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan sebagai
landasan spiritualitas dan moralitas. Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan martabat
manusia. Persatuan Indonesia memberikan penghargaan pada
keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan mencerminkan semangat
demokrasi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan
pentingnya pemerataan, keadilan ekonomi, dan perlindungan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari menjadi cermin dari komitmen kita sebagai warga negara
Indonesia.  Dalam  pendidikan,  nilai-nilai ~ Pancasila
diintegrasikan dalam kurikulum sebagai upaya pembentukan
karakter bangsa. Dalam kebijakan publik, nilai-nilai Pancasila
menjadi pijakan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan
sosial. Dalam kehidupan sosial, semangat gotong royong dan
persatuan menjadi landasan interaksi yang harmonis. Di bidang
hukum, penegakan hukum yang adil dan berkeadilan
mencerminkan  komitmen terhadap nilai-nilai  keadilan
Pancasila. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila
menjadi tonggak utama dalam membangun masyarakat yang
berkeadilan, beradab, dan sejahtera.

SIMBOL PANCASILA

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia,
memiliki simbol-simbol yang melambangkan nilai-nilai luhur
yang terkandung di dalamnya. Simbol-simbol tersebut bukan
hanya sekadar representasi visual, tetapi juga memuat makna
mendalam yang menggambarkan kebesaran dan keutuhan
negara Indonesia. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi
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simbol-simbol Pancasila beserta makna filosofis yang
terkandung di dalamnya.

Simbol-Simbol Pancasila dan Maknanya
Simbol-simbol Pancasila mencerminkan kearifan dan

keindahan budaya Indonesia serta nilai-nilai yang dijunjung

tinggi dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah beberapa

simbol Pancasila beserta makna filosofisnya:

1. Bendera Merah Putih
Bendera Merah Putih yang memiliki warna merah dan putih
merupakan simbol kebesaran dan keutuhan negara
Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian,
semangat juang, dan perjuangan dalam meraih
kemerdekaan. Sementara warna putih  melambangkan
kesucian, kejujuran, dan perdamaian yang dijunjung tinggi
oleh bangsa Indonesia. Maka, bendera Merah Putih bukan
hanya menjadi lambang kesatuan dan kebanggaan, tetapi
juga mengandung makna mendalam tentang semangat
persatuan dalam keberagaman.

2. Garuda Pancasila

Garuda Pancasila, burung elang yang gagah, merupakan
lambang kekuatan, kebebasan, dan keadilan. Garuda
sebagai simbol nasional Indonesia melambangkan semangat
kebebasan, kekuatan negara, dan keadilan sosial. Dengan
sayap yang terbuka lebar, Garuda Pancasila
menggambarkan semangat kebebasan dan keberanian untuk
terbang tinggi mencapai cita-cita luhur bangsa. Garuda
Pancasila juga mencerminkan keadilan sosial yang menjadi
landasan utama dalam pembangunan negara Indonesia.
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3. Pohon Beringin
Pohon  Beringin  merupakan  simbol  kestabilan,
keberagaman, dan keadilan sosial. Dengan akar yang kuat
menjangkau tanah dan cabang yang menjulang tinggi,
Pohon Beringin menggambarkan kestabilan negara
Indonesia yang berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila.
Daun-daunnya yang rindang melambangkan keberagaman
budaya dan kehidupan sosial yang kaya di Indonesia.
Sebagai simbol keadilan sosial, Pohon Beringin
mengajarkan pentingnya pemerataan dan perlindungan bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Tabel 2.1. Simbol-Simbol Pancasila dan Maknanya
No. Simbol Makna Filosofis
1 Bendera Kebesaran, keberanian, kesucian,
Merah Putih persatuan
2 Garuda Kekuatan,  kebebasan, keadilan,
Pancasila semangat juang
3 Pohon Kestabilan, keberagaman, keadilan
Beringin sosial

Sumber: Kartanegara, M (2020)

Simbol-simbol Pancasila bukan hanya sekadar gambaran

visual, tetapi juga merangkum nilai-nilai yang menjadi pondasi
bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, simbol-simbol

ini

mengingatkan kita akan makna luhur Pancasila dan

mengajak kita untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam
setiap aspek kehidupan. Simbol-simbol Pancasila adalah warisan
budaya yang memperkaya identitas bangsa Indonesia. Dengan
memahami makna filosofis di balik simbol-simbol ini, Kita dapat

22



lebih menghargai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari.

NILAI-NILAI PANCASILA

Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan moral dan etika

yang menjadi pijakan utama bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi
secara mendalam nilai-nilai luhur yang terkandung dalam
Pancasila beserta relevansinya dalam konteks kehidupan sosial,
politik, dan budaya di Indonesia.

1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, merupakan pilar utama yang menggambarkan
keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai landasan
spiritualitas dan moralitas. Konsep ini tidak hanya sekadar
menggarisbawahi kepercayaan pada keesaan Tuhan, tetapi
juga menegaskan pentingnya menghormati dan mengakui
keberadaan-Nya sebagai sumber segala kebenaran dan
keadilan yang ada di alam semesta. Ketuhanan Yang Maha
Esa memperkuat kesadaran akan eksistensi yang lebih besar
daripada diri sendiri, mengajarkan rasa hormat, dan
menegaskan ketergantungan manusia pada kekuatan ilahi
yang mengatur segala aspek kehidupan. Dengan mengakui
dan menginternalisasi nilai ini, individu diberi landasan
moral yang kuat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran
agama dan norma-norma kebaikan. Pentingnya menjunjung
tinggi kepercayaan akan Tuhan sebagai sumber kebenaran
dan keadilan juga mencerminkan nilai penghormatan,
kesetiaan, dan kewajiban terhadap prinsip-prinsip etis yang
melandasi tindakan individu dalam konteks sosial dan
spiritual.
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Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
menyoroti esensi kesetaraan, keadilan, serta martabat
manusia dalam seluruh interaksi sosial. Konsep ini tidak
hanya sekadar menekankan pentingnya aspek-aspek
tersebut, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai dasar dalam
memperlakukan sesama dengan adil, menghormati hak asasi
manusia, dan berperilaku beradab dalam segala aspek
kehidupan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
memperkuat kesadaran akan pentingnya menghargai nilai-
nilai universal yang melekat pada setiap individu, tanpa
memandang latar belakang, agama, atau status sosial. Nilai
ini menggarisbawahi pentingnya memberikan perlakuan
yang setara dan adil kepada semua orang, serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam
menjalani kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami
dan menginternalisasi nilai-nilai ini, masyarakat dapat
menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati,
dan berbudaya. Sikap adil, kesetaraan, dan beradab dalam
berinteraksi mencerminkan kedewasaan moral dan etika
yang mendorong terciptanya hubungan sosial yang
harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak.

Persatuan Indonesia

Nilai ketiga, Persatuan Indonesia, memperlihatkan urgensi
dari kesatuan dalam konteks keberagaman yang melimpah.
Konsep ini tidak hanya menyoroti pentingnya aspek
tersebut, tetapi juga menekankan semangat kebersamaan,
gotong royong, dan solidaritas sebagai landasan utama bagi
keutuhan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia menjadi
landasan yang kokoh untuk memahami bahwa dalam
perbedaan terdapat kekuatan, bahwa dalam keberagaman
terdapat kekayaan yang tak ternilai harganya. Nilai ini

24



mengajarkan arti  pentingnya memelihara semangat
kebersamaan, saling memberi dukungan dalam gotong
royong, dan menjunjung tinggi sikap solidaritas sebagai
pondasi utama bagi kelangsungan negara. Dengan
memahami nilai-nilai ini, masyarakat dapat memperkuat
jalinan persaudaraan, merawat kerukunan antarwarga, serta
memupuk rasa saling menghormati dan mendukung.
Semangat kesatuan dalam keberagaman mencerminkan
kedewasaan sosial serta toleransi yang diperlukan untuk
membangun bangsa yang kuat dan maju secara bersama-
sama. Solidaritas dan gotong royong menjadi pilar yang
mendukung keberhasilan dan keberlanjutan Indonesia
sebagai satu kesatuan yang teguh dalam perbedaan.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
menekankan esensi utama dari demokrasi, partisipasi aktif
rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dan
kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Konsep ini tidak hanya menyoroti pentingnya aspek
demokrasi dan partisipasi rakyat, tetapi juga menegaskan
kebutuhan akan kearifan dan kecerdasan dalam pengelolaan
pemerintahan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
memberikan panggung bagi rakyat untuk berpartisipasi
secara aktif dalam proses demokratis, melalui perwakilan
yang bijaksana dan berkeadilan. Nilai ini memperkuat
konsep bahwa keberhasilan suatu negara terletak pada
keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan yang
berdampak pada kehidupan bersama. Dengan memahami
dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, masyarakat
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menjadi agen perubahan yang berdaya, memiliki suara
dalam pemerintahan, dan berkontribusi dalam menciptakan
kebijakan yang adil dan berkeadilan. Kehadiran demokrasi
yang sehat, partisipasi yang aktif, serta kebijaksanaan dalam
tindakan pemerintah menciptakan sistem yang responsif,
transparan, dan akuntabel, sehingga mencerminkan
kedewasaan politik serta keadilan dalam menjalankan roda
pemerintahan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, mendemonstrasikan urgensi dari  upaya
pemerataan, keadilan ekonomi, serta perlindungan sosial
untuk seluruh warga negara Indonesia. Konsep ini tidak
hanya menyoroti kepentingan aspek-aspek tersebut,
melainkan  juga menegaskan perlunya penanganan
kesenjangan sosial dan ekonomi guna meraih kesejahteraan
yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia memperkuat kesadaran akan
pentingnya kesetaraan akses terhadap sumber daya, layanan,
dan peluang bagi setiap individu dalam masyarakat. Nilai
ini menekankan perlunya menciptakan sistem yang
memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan
perlakuan yang adil, terutama dalam hal akses terhadap
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.
Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai
ini, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi
disparitas sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan di
mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk
berkembang. Kesejahteraan yang merata menjadi tujuan
bersama yang dapat dicapai melalui upaya bersama dalam
memperjuangkan  keadilan  sosial, kesetaraan, dan
perlindungan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini
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mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat
yang adil, inklusif, dan berdaya, di mana setiap individu
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih
kesejahteraan.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila menjadi
landasan penting dalam membentuk karakter dan perilaku
masyarakat Indonesia. Pendidikan, kebijakan publik, kehidupan
sosial, hukum, dan pengembangan sumber daya manusia
merupakan beberapa bidang di mana implementasi nilai-nilai
Pancasila dapat terlihat secara nyata. Dalam bidang pendidikan,
integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan
menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang memiliki
kesadaran akan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pendidikan,
generasi muda dapat memahami dan menginternalisasi nilai-
nilai Pancasila sehingga menjadi agen perubahan yang
membawa kebaikan bagi masyarakat.

Di bidang kebijakan publik, nilai-nilai Pancasila menjadi
pijakan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada
keadilan, persatuan, dan Kkesejahteraan bersama. Dengan
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik,
pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan
memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam
kehidupan sosial, semangat persatuan, gotong royong, dan
solidaritas yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila menjadi
fondasi dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling
mendukung antarindividu dan antarkepala keluarga di
masyarakat.

Dalam bidang hukum, penegakan hukum yang berkeadilan
dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi jaminan terhadap
perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kepastian
hukum bagi seluruh warga negara. Pengembangan sumber daya
manusia yang berkarakter Pancasila, beretika, dan bertanggung
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jawab menjadi prioritas dalam upaya menciptakan masyarakat
yang berdaya saing, berbudaya, dan berkeadilan. Melalui
pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan
secara holistik dalam pembangunan manusia Indonesia.

Dengan memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat
Indonesia dapat memperkuat jati diri bangsa, membangun
solidaritas sosial, serta menciptakan masyarakat yang adil,
beradab, dan sejahtera. Dengan memperkokoh nilai-nilai
Pancasila, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang
berdaulat, adil, makmur, dan berkepribadian, sesuai dengan cita-
cita kemerdekaan dan konstitusi negara.

IMPLEMENTASI PANCASILA
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa
falsafah negara Indonesia ini tidak hanya menjadi slogan belaka,
tetapi juga menjadi landasan nyata dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi
berbagai aspek di mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan
dan bagaimana hal ini berdampak pada pembangunan sosial,
politik, dan budaya Indonesia.
1. Pendidikan Berbasis Pancasila
Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan
merupakan langkah krusial dalam membentuk karakter
generasi muda yang memiliki cinta tanah air, menghargai
keberagaman, serta teruji kesadaran moralnya. Dengan
mengadopsi  kurikulum yang berakar pada nilai-nilai
Pancasila, siswa tidak hanya diajak untuk mengenal, tetapi
juga menghayati nilai-nilai luhur seperti persatuan,
keadilan, dan gotong royong. Nilai-nilai ini bukan sekadar
teori, melainkan menjadi pondasi yang kokoh dalam
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membentuk kepribadian yang utuh, berintegritas, serta
bertanggung jawab.

Dalam proses pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-
nilai Pancasila, siswa tidak hanya diajarkan materi
akademis, tetapi juga ditanamkan dengan nilai-nilai etika,
moral, dan sosial yang bersifat inklusif. Mereka belajar
untuk menghormati perbedaan, menghargai pluralitas, serta
memupuk semangat persatuan dalam keberagaman. Melalui
pendidikan yang berbasis Pancasila, generasi muda dilatih
untuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak
positif bagi masyarakat dan bangsa.

Pendidikan yang terpatri dengan nilai-nilai Pancasila juga
membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif
bagi pertumbuhan karakter yang kuat. Siswa diajak untuk
mempraktikkan nilai-nilai seperti gotong royong dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak hanya
memahami secara intelektual, tetapi juga mengalami nilai-
nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka. Dengan
demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan
menjadi landasan yang kokoh dalam mempersiapkan
generasi penerus yang memiliki identitas nasional yang
kuat, berkepribadian, dan berdaya saing global.

Kebijakan Publik yang Berlandaskan Pancasila
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik
mengarah pada upaya menciptakan kebijakan yang
mengedepankan  keadilan  sosial,  persatuan, dan
kesejahteraan bersama. Dengan memastikan bahwa
kebijakan publik berlandaskan pada nilai-nilai luhur
Pancasila, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap
keputusan dan tindakan yang diambil menguntungkan
seluruh lapisan masyarakat.
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Kehidupan Sosial yang Harmonis

Semangat persatuan, gotong royong, dan solidaritas yang
terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi
pilar, melainkan juga tiang yang kokoh dalam membangun
hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.
Melalui prinsip-prinsip yang terpatri dalam Pancasila,
masyarakat diberi landasan yang kuat untuk menciptakan
lingkungan yang inklusif, menghargai keberagaman, serta
memberikan  dukungan secara bersama-sama  saat
dihadapkan pada beragam tantangan.

Pancasila memperkuat semangat kebersamaan di antara
individu-individu yang berbeda, merangkul keberagaman
sebagai sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dengan nilai-
nilai Pancasila sebagai panduan, masyarakat diajarkan
untuk saling menghormati, bekerja sama dalam semangat
gotong royong, dan menunjukkan solidaritas dalam situasi
sulit. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan moral yang
kuat dalam interaksi sehari-hari, menciptakan ikatan sosial
yang erat di antara anggota masyarakat.

Dalam konteks keberagaman yang kaya, Pancasila menjadi
landasan yang melintasi perbedaan dan menjadi jembatan
yang menghubungkan beragam elemen masyarakat. Dengan
menginternalisasi  nilai-nilai ~ Pancasila, = masyarakat
diberdayakan  untuk  membangun toleransi, saling
menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam
kerangka yang inklusif dan menyatukan visi bersama.
Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi
slogan, tetapi juga menjadi praktik yang mengubah perilaku
dan pola hubungan antarwaktu dalam masyarakat. Dari sini,
terbentuklah fondasi yang kuat untuk memperkokoh
keharmonisan, keberagaman, serta solidaritas dalam
membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya.
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4. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum,
nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjamin
perlindungan hak asasi manusia, keadilan bagi semua, serta
kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan
memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan
berkeadilan, negara dapat memberikan perlindungan yang
adil bagi seluruh warganya.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
Berkarakter Pancasila
Pengembangan sumber daya manusia yang berlandaskan
pada nilai-nilai Pancasila merupakan langkah penting dalam
menciptakan masyarakat yang berbudaya, beretika, dan
bertanggung jawab. Dengan memberikan pendidikan dan
pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila,
masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang membawa
kebaikan bagi bangsa dan negara.
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam
berbagai aspek kehidupan, Indonesia dapat memperkuat
fondasi moral dan etika yang menjadi pilar utama dalam
membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera.
Implementasi nilai-nilai Pancasila bukan hanya tanggung
jawab pemerintah, tetapi juga merupakan komitmen
bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga
keutuhan bangsa dan memastikan kemajuan yang
berkelanjutan.

KESIMPULAN

Simbol, nilai, dan implementasi Pancasila menjadi fondasi
utama dalam memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara di Indonesia. Melalui pemahaman mendalam
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terhadap simbol-simbol yang melambangkan kebesaran dan
keutuhan negara, nilai-nilai luhur yang menjadi pijakan moral
dan etika, serta implementasi dalam berbagai aspek kehidupan,
Pancasila membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia.
Simbol-simbol seperti bendera Merah Putih, Garuda Pancasila,
dan Pohon Beringin, bukan hanya sekadar gambaran visual,
tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam.
Mereka mencerminkan semangat persatuan, keberanian,
kebebasan, keadilan, dan kestabilan yang menjadi nilai-nilai
yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa.

Nilai-nilai Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, hingga Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi panduan dalam menjalankan
kehidupan bermasyarakat. Dengan menginternalisasi nilai-nilai
ini, masyarakat Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang
harmonis, adil, dan berkeadilan. Implementasi nilai-nilai
Pancasila dalam pendidikan, kebijakan publik, kehidupan sosial,
penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia
merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa Pancasila
bukan hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dijalankan
dalam praktik sehari-hari. Melalui implementasi yang konsisten,
Indonesia dapat memperkuat fondasi moral, etika, dan
kebhinekaan yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi
tantangan zaman.

Pancasila sebagai falsafah negara bukan hanya menjadi
simbol identitas, tetapi juga menjadi pilar kekuatan yang
mengikat seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dengan terus
memperkuat pemahaman, penghormatan, dan implementasi
nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus berkembang
sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, dan
berkepribadian sesuai dengan semangat kemerdekaan dan
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konstitusi negara. Melalui kesatuan dalam simbol, nilai, dan
implementasi Pancasila, Indonesia dapat terus melangkah maju
sebagai bangsa yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi
semangat persatuan dalam keberagaman.
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PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menjadi
kesepakatan bersama para pendiri bangsa seiring dengan
diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945, maka para pendiri bangsa menyatakan
kesepakatannya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan
gagasan dari Insinyur Soekarno yang disampaikannya melalui
orasi/pidato dihadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia yang kemudian dikenal dengan sebutan
BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 (Ayu et al., 2021).

Pada tanggal 22 Juni 1945 dalam rangka persiapan
kemerdekaan negara Republik Indonesia, BPUPKI yang sudah
berubah nama menjadi PPKI kembali menggelar sidang dalam
rangka untuk menyusun dan menetapkan Piagam Jakarta yang
berisi pokok-pokok hukum dan nilai yang menjadi dasar negara
Indonesia, yang kemudian Kita kenal dengan nama Pancasila.

Piagam Jakarta menegaskan kedaulatan rakyat, negara
hukum, serta negara demokrasi. Selain daripada itu, Piagam
Jakarta memuat beberapa prinsip dasar termasuk di dalamnya
tentang dasar negara, kekuasaan, kedaulatan dan hak asasi
manusia. Isi dari piagam Jakarta yang sangat fundamental itu,
diterima dan diakui oleh seluruh peserta sidang PPKI. Serta
mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat
Indonesia yang pada saat itu sudah sedang menghadapi
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kemerdekaannya. peristiwa Piagam Jakarta ini menjadi satu titik
balik yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam
sebuah proses pembentukan dasar negara Indonesia yang
kemudian memunculkan dasar negara yang tetap berlaku hingga
saat ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam
pembukaannya mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara bukanlah sebuah moto atau
ungkapan biasa dan juga bukan hanya sebagai lambang
kemerdekaan. Lebih jauh daripada itu Pancasila sebagai dasar
negara merupakan sebagai fondasi moral, etika dan hukum bagi
bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga kemudian
menjadi satu cita-cita yang sangat mulia bagi bangsa ini dalam
membangun dan mewujudkan masyarakat yang Pancasilais,
yaitu masyarakat yang memiliki dan mampu
mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Dalam arti sederhana, bisa juga diartikan bahwa dasar
negara merupakan landasan bagi bangsa Indonesia guna
menjalankan dan mengimplementasikan kehidupan
bermasyarakat di berbagai sektor. Dasar negara juga bisa
dimaknai sebagai pedoman dasar dan cita-cita bangsa dalam
mengatur kehidupan masyarakat dan Kketatanegaraan yang
meliputi politik, hukum dan budaya yang mencakup segala
kehidupan dalam masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang
sudah sangat lama dijajah oleh bangsa luar mulai dari Portugis,
Belanda, Inggris dan Jepang. Tidak kurang sejarah mencatat
bangsa Indonesia dijajah dalam kurun waktu 350 tahun. Hal ini
tentu bukan hal yang sangat mudah untuk lepas dari belenggu
penjajahan  tersebut namun kemudian dengan segala
keberaniannya para pendiri bangsa ini menyusun dan
menetapkan dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Hal tersebut membuktikan Indonesia termasuk ke dalam
salah satu negara yang memiliki prinsip sendiri dalam
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kehidupan berbangsa juga bernegara yang berbeda dengan
negara lainnya tanpa harus menduplikat dasar negara para
penjajah. Itu artinya, Indonesia tidak menjadi negara yang
komunis, radikal, sekuler dan tidak juga kemudian menjadi
negara yang liberal (Ningsih, n.d.)

Dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu
artinya Indonesia adalah negara yang Pancasilais yang
menjunjung lima nilai yang sudah disepakati para pendiri
bangsa ini. Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia,
sebagai jati diri, ideologis, dan sebagai asas persatuan bangsa
Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia yang
sesuai dengan kepribadian dari bangsa itu sendiri yang disebut
dengan istilah watak ketimuran, maka dirasa tepat dan perlu
menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi karena
di dalamnya terdapat lima nilai yang terkandung dalam sila ke-1
sampai ke sila ke-5 yang jika diamalkan akan membangun
karakter masyarakat Indonesia yang utuh yakni masyarakat yang
berketuhanan, masyarakat yang adil dan beradab, yang
menjunjung nilai-nilai  persatuan dan masyarakat yang
melaksanakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian
masalahnya dan kemudian menyepakati bahwa keadilan sosial
adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan Pancasila sebagai dasar negara di Republik
Indonesia itu sudah terbukti sebagai salah satu media yang
menjadi pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Selain sebagai dasar negara fungsi
daripada Pancasila juga bisa sebagai way of life bagi warga
negara Indonesia dalam menjalankan aktivitas secara pribadi,
berkeluarga dan berinteraksi dengan sama warga negara
Indonesia lainnya karena tidak bisa dipungkiri sebagai manusia
kita akan senantiasa hidup dalam lingkungan sosial yang
menuntut untuk saling menghargai perbedaan dan menjunjung
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tinggi nilai-nilai keberadaban sebagai sesama manusia yang
meyakini keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta.

Jika dilihat dari sisi nilai yang terkandung dalam Pancasila
mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
musyawarah mufakat dan keadilan. Hal itu tentu bisa dikatakan
bahwa nilai Pancasila sendiri lebih dahulu lahir dan diakui
keberadaannya sebelum secara yuridis Indonesia terbentuk
sebagai negara dan memproklamirkan kemerdekaannya pada
tanggal 17 Agustus 1945. Nilai-nilai yang terkandung pada
kelima sila dalam Pancasila menjadi satu kesatuan yang utuh
yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita melihat Pancasila itu
terbentuk berdasarkan asas religiusitasnya bangsa Indonesia,
asas kehidupan sosial budaya dan politiknya bangsa Indonesia
dan asas kemajemukan bangsa Indonesia yang tinggal dalam
wilayah dari Sabang sampai Merauke yang tidak kurang dari
17.000 pulau yang diikat dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika.
Tentu hal ini menjadikan bangsa Indonesia eksis di tengah-
tengah kehidupan dunia sebagai negara yang demokratis dengan
Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara bisa dipahami dengan
memaknai bahwa Pancasila adalah lima sila yang digunakan
sebagai landasan dan pedoman bagi negara kesatuan Republik
Indonesia dengan Burung Garuda sebagai lambang yang
mencengkram tali pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal.
Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sidang PPKI pertama membahas
tentang pengesahan UUD NRI 1945. Tepatnya ada di dalam
pembukaan UUD NRI 1945 terdapat tulisan Pancasila dalam
alinea ke 4. Berita Republik Indonesia No. 7 Tahun 1946.
Pancasila dalam UUD NRI 1945 disebutkan pada berita
Republik Indonesia tahun Il No. 7 bertanggal 15 Februari 1946
disertai batang tubuh UUD NRI 1945. Instruksi Presiden
(Inpres) No. 12 Tahun 1968. Dalam Inpres tercantum Pancasila
yang sah sesuai dengan Pancasila di alinea ke 4 pembukaan
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UUD NRI 1945. Hal ini disampaikan dalam Inpres No. 12
Tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Ketetapan MPR No.
XVIII/MPR/1998. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998
merupakan penegasan tentang kedudukan Pancasila sebagai
dasar negara Indonesia (Ayu et al., 2021)

Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap negara sudah
pasti memiliki dasar negara. karena dasar negara merupakan hal
yang sangat fundamental atau bisa kita ibaratkan seperti sebuah
pondasi dari sebuah bangunan Negara. kuatnya fundamental
yang sudah disepakati akan membuat kokohnya berdiri negara
tersebut Begitu pula dengan sebaliknya rapuhnya sebuah
pondasi akan mempermudah Hancurnya Sebuah negara.
Pancasila sebagai dasar negara juga sering disebut sebagai
falsafah negara (filosofische gronslad) dan staats fundamental
norm, weltanschauung dapat diartikan sebagai ideologi negara
(staatsidee).

Pancasila sebagai Weltanschauung Berarti bahwa setiap
nilai yang terdapat pada setiap sila-sila Pancasila ini merupakan
sesuatu yang sudah terlebih dahulu ada yang kemudian
berkembang dalam setiap aspek kehidupan masyarakat
Indonesia dan kemudian disepakati menjadi dasar negara.
Weltanschauung adalah pandangan dunia yang terdapat ajaran
mengenai makna dan tujuan hidup manusia dalam bangsa dan
Negara (Sari et al., 2022).

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia dalam
setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat
harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan kemanusiaan persatuan
kerakyatan dan juga memiliki keadilan. Serta secara etimologis
istilah dasar negara Itu bisa diartikan dengan kata lain norma
dasar. Cinta itu cinta negara dan dasar filsafat negara sedangkan
secara terminologis dasar negara dapat dipahami sebagai
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landasan dan sumber dari segala sumber hukum dalam
membentuk dan menyelenggarakan sebuah negara. Dengan
demikian dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam
penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala
sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu
negara. Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di mana hal
ini meyakini bahwa seluruh warga negara Indonesia harus
berpedoman  kepada Pancasila. Keberadaan Pancasila
berhubungan erat dengan pembukaan undang-undang Dasar
1945 bahwa pokok pikiran pembukaan dari undang-undang
Dasar 1945 merupakan sila-sila Pancasila.

PANCASILA
Ketuhanan yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Awnh e

NILAI SILA PANCASILA
Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah nilai
ketuhanan secara harfiah kita sering mengartikan bahwa yang
dimaksud ketuhanan yang maha esa adalah Tuhan yang satu
namun jika dilihat dari bahasa Sansekerta ternyata kata Maha itu
berarti Mulia Sedangkan kata Esa Yaitu berarti keberadaan yang
mutlak (Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021). Negara
Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila dan undang-undang
dasar sebagai landasan hukumnya melalui pasal 28 dan pasal 29
menyatakan menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia
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dalam memeluk agama yang dipercayainya dan melaksanakan
peribadatan Sesuai ajaran agamanya.

Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali.”

Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pada sila yang pertama ini menjadi sumber yang paling
mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan dalam berbangsa dan
bernegara bahwa segala macam aspek penyelenggaraan negara
harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Maka tidak
dibenarkan ada berbagai macam kegiatan yang diinisiasi atau
direstui oleh negara yang kemudian dalam konteks kegiatannya
atau substansi kegiatannya bertentangan dengan nilai-nilai
ketuhanan. Ini menjadi hal yang sangat krusial dan sangat
penting untuk disadari oleh setiap warga negara Republik
Indonesia dan para penegak hukum juga lembaga eksekutif
legislatif dan yudikatif dalam menjalankan mengawasi dan
menyelenggarakan berbagai kegiatan di negara kesatuan
Republik Indonesia.

Lebih daripada itu, sila pertama ini menjadi sebuah lampu
merah bagi siapa saja yang tidak mempercayai adanya Tuhan
maka tidak diperkenankan untuk tetap tinggal di bumi ini,
mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan meyakini
bahwa kehidupan ini terjadi karena hanya faktor alam ataupun
kejadian lainnya maka mereka tidak punya alasan untuk tetap
tinggal karena bertentangan dengan sila yang pertama yang
sebagai dasar negara yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang
berarti bahwa setiap warga negara Republik Indonesia harus
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mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
keyakinannya masing-masing (Wisuseno, n.d.)

Negara yang diperbolenkan warganya untuk tidak
mempercayai adanya Tuhan maka negara tersebut disebut
dengan negara sekuler atau ateis karena menjunjung paham
sekularisme dan ateisme secara umum. Pemerintahan di negara-
negara sekuler itu tidak didasarkan pada prinsip dan nilai
keagamaan dengan maksud memisahkan urusan agama dari
urusan pemerintah. Berikut akan coba penulis uraikan beberapa
kegiatan di berbagai negara yang tidak berlandaskan nilai-nilai
ketuhanan/ agama:

Sistem Pendidikan Sekuler

Sistem pendidikan di negara sekuler/ateis akan tampak
berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia yang sistem
pendidikannya berdasarkan kepada sila pertama. Sistem
pendidikan di Indonesia dengan jelas dan tegas pada Undang-
Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari
sistem pendidikan nasional adalah mencetak generasi yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sedangkan
pada sistem pendidikan di negara sekuler atau ateis mereka akan
cenderung menjalankan berbagai program pendidikan yang
bersifat netral dan tidak mendapat sentuhan nilai-nilai
keagamaan dengan mengakibatkan fokus pada sains ilmu
pengetahuan dan humaniora.

Hari Libur Nasional yang Netral

Untuk melihat sebuah negara berpaham sekuler/ateis
dengan negara yang berlandaskan Tuhan juga secara sederhana
bisa dilihat dari hari libur nasional yang ada pada negara
tersebut. Di Indonesia, setiap agama yang diakui oleh
pemerintah diberikan hari libur nasional yang bertepatan dengan
hari raya keagamaan atau upacara keagamaan, sedangkan pada
negara sekuler/ateis maka hari libur yang terdapat di negara
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tersebut hanya hari libur yang bersifat kendaraan tanpa
memperdulikan atau mengalokasikan data hari libur keagamaan.
Contoh lainnya yaitu seperti peringatan hari kemerdekaan, hari
buruh atau peristiwa sejarah nasional lainnya. Hari libur yang
ada tidak terkait secara khusus dengan perayaan keagamaan.

Pemerintahan dan Hukum Sekuler

Di negara sekuler/ateis sistem hukum dan pemerintahan
yang berbasis hukum tidak tergantung pada ajaran agama
tertentu proses penyusunan undang-undang dan kebijakan
pemerintah disusun tanpa merujuk dan memperdulikan pada
pandangan agama yang bersifat ketuhanan.

Pernikahan Sipil

Pada negara yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.
Dalam proses pernikahan maka akan melibatkan tokoh/lembaga
agamanya seperti halnya saat orang Islam menikah di Indonesia.
Melibatkan Kementerian Agama sebagai pelaksana, pencatat,
dan pengawas pada proses pernikahan. Begitu juga bagi seorang
Kristiani yang ingin melaksanakan di Indonesia, maka harus
melibatkan Kementerian Agama bidang Kristen dan melibatkan
pihak gereja. Sedangkan pada negara sekuler pelaksanaan
pernikahan hanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah saja
atau sipil tanpa ada keterlibatan Kementerian Agama atau
institusi keagamaan lainnya dan perkawinannya didasarkan
kepada undang-undang pernikahan sipil.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pancasila kedua ini terlihat jelas bahwa pengakuan yang
diberikan oleh negara terhadap hak setiap warganya untuk
menentukan maksudnya sendiri, pada sila ini juga bisa diartikan
bahwa negara tidak menghendaki warganya bersifat sewenang-
wenang terhadap warga yang sebagai manifestasi sifat bangsa
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yang berbudaya tinggi (Safitri & Dewi, 2020). Jaminan
kedudukan yang sama di mata hukum tanpa pandang bulu
hukum akan bersifat sama dan kemudian tidak menjadi sebuah
anekdot bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawabh.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang
berbudaya serta memiliki potensi pikir rasa karsa dan cipta,
inilah yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk
Tuhan yang lainnya di mana kehidupan ini bukan berdasarkan
kebutuhan semata melainkan dalam memenuhi kebutuhan hidup
manusia harus mempertimbangkan rasa dalam mengembangkan
pikir dan potensinya sehingga apa yang terjadi dan tercipta tidak
menyakiti dan melukai manusia lainnya (Sari et al., 2022).

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disebut
dengan makhluk sosial yang kemudian bisa diartikan juga
bahwa dalam setiap aspek kehidupannya akan berinteraksi,
berkomunikasi dan juga melibatkan orang lain. Menekankan
bahwa manusia harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan
yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara sebagai contohnya manusia harus berlaku adil
terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Tidak
dibenarkan warga negara Republik Indonesia yang memiliki
dasar negara Pancasila dengan sila ke-2 kemanusiaan yang adil
dan beradab menjadi warga negara yang individualis yakni
kehidupan anti sosial sehingga menumbuhkan jiwa dan karakter
egois yang tidak memperdulikan orang lain dalam memenubhi
kebutuhannya dan mencapai tujuannya.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab pada Burung
Garuda dilambangkan dengan lambang rantai berlatar merah
sesuai dengan warna pertama bendera Indonesia. Hal itu
menunjukkan bahwa warga negara Indonesia memiliki
kedudukan pada tingkat martabat yang tinggi yang menyadari
nilai-nilai dan norma. Sila kedua memiliki makna kesadaran dari
setiap warga negara Republik Indonesia yang didasarkan pada
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potensi nuraninya dalam hubungan dengan norma-norma dan
kesusilaan umumnya terhadap seluruh makhluk hidup ciptaan
Tuhan. Dengan demikian sila kedua Pancasila sebagai dasar
negara Republik Indonesia memiliki urgensi penting sebagai
pedoman dan panduan moral dan filosofis dalam membentuk
warga negara yang adil dan beradab dan menghormati hak asasi
manusia. Sila kedua ini menjadikan patokan yang kuat bagi
pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama
sebagai warga negara Republik Indonesia yakni mewujudkan
tujuan yang lebih berkeadilan dan beradab (Rosyadi, n.d.).

Berikut adalah beberapa poin yang akan coba penulis
paparkan berkenaan dengan urgensi sila kedua Pancasila yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab:
Martabat Manusia

Tindakan rasisme di negara Republik Indonesia tidak
dibenarkan yakni tindakan yang tebang pilih berdasarkan suku,
agama, ras, dan golongan tertentu karena melalui sila kedua ini
martabat manusia dan hak asasi manusia ini memiliki
kedudukan yang sama di mata hukum. sehingga semua warga
negara Republik Indonesia berhak mendapatkan perlindungan
dan jaminan atas keamanan dirinya sendiri dalam mencapai
tujuan.

Masyarakat yang Berkeadilan

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan
pada penghormatan martabat dan hak asasi manusia.
kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya mendorong
terciptanya masyarakat yang adil namun juga harus beradab. ini
menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki nilai yang
sama yang harus diperlakukan dengan penuh keadilan ini
mengajak kepada seluruh warga negara untuk mencegah atas
ketidakadilan dan penindasan terhadap golongan atau individu
yang terjadi. sila ini menjadi pondasi bahwa setiap masyarakat
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harus terlibat secara langsung Jangan berpangku tangan
menunggu pemerintah bersikap dan bertindak.

Pendidikan dan Kesadaran

Menciptakan suasana toleran dan memelihara kerukunan
antar individu maupun kelompok ini hanya bisa diciptakan
melalui pelaksanaan pendidikan inklusif dan meningkatkan
kesadaran akan hak asasi manusia.

Persatuan Indonesia

Sila ke-3 persatuan Indonesia pada Burung Garuda
Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin berwarna hijau
dengan latar warna putih, yakni warna kedua dari warna bendera
negara Republik Indonesia. Adapun makna yang terkandung
dalam sila persatuan Indonesia yakni persatuan memiliki arti
bersatunya berbagai macam dan aneka ragam yang menjadi satu
kesatuan. Bisa diartikan juga persatuan Indonesia ini mencakup
berbagai persatuan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan juga keamanan yang berada di negara
kesatuan Republik Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat dinamis
dalam kehidupan yang bermakna untuk melindungi segenap
warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta
mewujudkan perdamaian dunia. Berikut beberapa urgensi sila
ke-3 persatuan Indonesia sebagai dasar negara:

Ketahanan Nasional

Persatuan Indonesia membantu menciptakan ketahanan
nasional baik dalam menghadapi gangguan dan ancaman dari
dalam atau ancaman dari luar (Utami, n.d.). Persatuan Indonesia
menjadi modal yang sangat kuat untuk menjaga keutuhan NKRI
terlebih Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki
wilayah geografis yang sangat luas yang terbentang dari Sabang
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sampai Merauke dan dihuni oleh warga yang plural, majemuk
dari berbagai ras, suku, etnis dan stratifikasi sosial yang
berbeda-beda. Sila ke-3 persatuan Indonesia menjadi salah satu
solusi yang komplit untuk membangun perdamaian dan
harmonis di tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Keberlanjutan Pembangunan Nasional

Persatuan  Indonesia  menjadi  kunci  bagaimana
keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa persatuan upaya
pembangunan nasional akan mengalami hambatan yang dapat
merugikan berbagai masyarakat dan negara karena dengan
persatuan, masyarakat akan merasa memiliki rasa tanggung
jawab bersama dalam pembangunan negara. Kolaborasi dan
partisipasi aktif masyarakat akan menjadi lebih Itulah kenapa di
berbagai pembangunan nasional pemerintah selalu membuka
kesempatan untuk pihak swasta untuk terlibat dalam proyek
nasional.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Keputusan penting diambil oleh para pendiri bangsa dengan
menyebutkan bahwa sistem negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang
dianut dapat berupa demokrasi langsung maupun tidak
langsung, yang jelas pada sistem ini para pendiri bangsa
menempatkan posisi rakyat pada posisi tertinggi dan melibatkan
rakyat dalam menentukan siapa yang berhak memimpin bangsa.

Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat yang artinya
kelompok manusia yang bertempat tinggal dalam satu wilayah
negara tertentu. yang dimaksud dengan dipimpin oleh hikmah
dan kebijaksanaan hal itu menandakan bahwa seorang pemimpin
harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dengan
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diimbangi kecerdasan dan tahu bagaimana caranya memimpin
(Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021).

Lambang untuk sila ke-4 pada Burung Garuda ini adalah
kepala banteng berwarna hitam dengan latar warna merah
sebagai warna ke-1 pada bendera negara Republik Indonesia.
Pemilihan simbol banteng untuk mengembangkan sila ke-4 ini
adalah hasil dari musyawarah mufakat para pendiri bangsa
dengan menggabungkan nilai-nilai lokal, historis, dan filosofis
yang sesuali dengan prinsip-prinsip demokrasi yang akan
dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekurang-
kurangnya ada tujuh makna filosofis atau alasan kenapa
lambang pada sila ke-4 ini adalah banteng berikut penulis akan
coba uraikan:
simbol kekuatan dan stabilitas,
makna filosofis lokal,
pentingnya keberagaman,
kesesuaian dengan konsep permusyawaratan/perwakilan,
simbol keadilan sosial,
lambang pemerintahan yang demokratis, dan
pentingnya keseimbangan

No ok~ owdE

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ke-5 Pancasila mencerminkan komitmen para pendiri
bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur,
setara, dan berkeadilan sosial. Di mana hak dan tanggung jawab
setiap warga negara dilindungi, dijaga dan dihormati oleh
negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan
menjadi pijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
yang berkelanjutan dan inklusif dan sekurang-kurangnya ada
beberapa urgensi dari sila ke-5 sebagai dasar negara.
Pemerataan Kesejahteraan

Di negara Pancasila, tidak diinjak yang kaya makin kaya

dan yang miskin makin miskin. Maka pemerataan kesejahteraan
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di seluruh lapisan masyarakat harus berwujud, hal ini mencakup
dari distribusi kekayaan alam yang ada harus bisa dinikmati oleh
seluruh warga negara sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana
untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, memenuhi hajat
hidup, dan menjalankan tugas sebagai warga negara tanpa harus
menjadi beban negara.

Mengatasi Kesenjangan Sosial

Stigma orang kaya tinggal di kota dan orang miskin tinggal
di desa ini harus mulai menjadi wacana yang serius untuk
didapat oleh negara karena kesenjangan sosial yang terjadi di
masyarakat antara kehidupan di desa dengan kehidupan di kota
itu tidak boleh terjadi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia juga berarti bahwa tidak boleh ada kesulitan antara
masyarakat desa dan kota. Tidak boleh ada kesenjangan fasilitas
akses internet. layanan kepemerintahan, pertumbuhan ekonomi,
akses jalan, pendidikan, dan lain sebagainya seharusnya tidak
terjadi kesenjangan sosial karena komitmen keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia itu sudah final dan tidak bisa ditawar

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta kelompok
masyarakat lainnya yang mungkin lebih rentan terhadap
ketidaksejahteraan baik itu ancaman perekonomian, ancaman
sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan
lain sebagainya harus mendapatkan perhatian khusus dari negara
sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berupa perlindungan khusus dari negara melalui diterbitkannya
undang-undang yang ramah lingkungan ramah lansia, ramah
penyandang disabilitas, dan keamanan. Sehingga seluruh warga
negara Indonesia termasuk kelompok rentan di dalamnya
mendapatkan kesetaraan dalam kesejahteraan di negara
Republik Indonesia.
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Akses Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk seluruh
warga negara Indonesia harus mutlak sama. Baik itu bagi
masyarakat kaya atau miskin, baik itu masyarakat kota ataupun
masyarakat desa. Sehingga seluruh warga negara Indonesia akan
mendapatkan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan
sosial.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Setiap individu dan kelompok harus diberikan kesempatan
yang sama terhadap akses pengembangan ekonomi. Agar
keberadaanya sebagai warga negara republik Indonesia tidak
menjadi beban negara, Melainkan menjadi individu atau
kelompok yang mandiri.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan
hanya sekadar seperangkat nilai atau prinsip yang bersifat statis,
melainkan semua ini harus bersifat dinamis dan kontekstual.
Kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedalaman
filosofis dan implementasi kontekstual yang mencerminkan
evolusi sosial, politik, dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila
sebagai dasar negara untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah harga mati yang tidak bisa ditawar karena secara formal
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah tertuang dalam
pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4. Hal itulah
yang Menjadi landasan hukum yang kuat dalam
implementasinya. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam
setiap sila ke-1 sampai sila kelima harus menjadi way of life bagi
warga negara yang tinggal di Bumi Pertiwi ini dan harus
menjadi pijakan dalam pelaksanaan ketatanegaraan dan
implementasi hukum bagi pemerintah dan menjadi tanggung
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jawab bersama antara warga negara dan pemerintah untuk
menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar negara.
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PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya
menjadi konstitusi formal, melainkan juga menjadi pilar utama
yang membentuk jati diri bangsa. Konsep ini diperkenalkan oleh
Soekarno pada era kemerdekaan sebagai fondasi filsafat negara
yang menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila
adalah dasar negara Indonesia terdiri dari lima sila. Sejak itu,
Pancasila menjadi dasar untuk pembangunan nasional dan arah
kebijakan pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat
yang adil, merata, dan berkeadilan. Dengan kata lain, elemen-
elemen yang membentuk Pancasila berasal dari nilai-nilai dan
pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu,
Pancasila dianggap sebagai akar materialis yang muncul dari
realitas bahan dalam masyarakat. Para pendiri negara kemudian
mengambil dan merumuskan unsur-unsur Pancasila tersebut,
menjadikannya sebagai fondasi negara dan paham bagi bangsa
dan negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pancasila adalah
dasar negara. Oleh karena itu, dasar negara menjadi nilai
normatif yang mendasar dalam segala aspek penyelenggaraan
negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain,
Pancasila berfungsi sebagai Fondasi Filosofi Negara atau
Ideologi Negara, karena mengandung standar-standar dasar
untuk mengevaluasi dan memastikan kevalidan variasi
administrasi publik serta kebijakan-kebijakan pokok yang
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dilakukan dalam proses pengelolaan pemerintahan (Mulkan,
2022). Dasar Negara Indonesia saat ini menyiratkan bahwa
Ideologi bangsa Indonesia adalah suatu konsep, ajaran,
pandangan, dan/atau pengetahuan yang menggambarkan asa
(gagasan) bangsa nusantara yang meyakini sebagai kebenaran.
Konsep ini dirancang secara sistematis dan disertai dengan
panduan pelaksanaan yang jelas.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh rakyat ini
yaitu isu jati diri bangsa atau karakteristik kebangsaan.
Ketidakjelasan mengenai karakter bangsa menjadi dasar
pertimbangan untuk kebijakan pembangunan karakter nasional.
Tantangan ini muncul karena adanya beberapa isu di antaranya:
(1) kurangnya pemahaman dan penerimaan nilai-nilai Pancasila
sebagai dasar pemikiran dan ideologi negara, (2) keterikatan
instrumen kebijakan yang terintegrasi untuk mengaktualisasikan
nilai-nilai inti Pancasila, (3) pergeseran prinsip-prinsip moral
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) penurunan
kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman
terhadap integrasi nasional, dan (6) penurunan kemandirian
bangsa. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh
Gumilar Rusliwa Somantri, kita sedang mengalami anomie atau
"kekosongan" dalam Grundnorm yang menjadi acuan dasar bagi
negara dan sumber berbagai standar regulasi. Anomie ini
muncul karena Pancasila, yang menjadi norma dasar setelah
kemerdekaan juga ikut runtuh seiring dengan jatuhnya rezim
Orde Baru.

Sepertinya, permasalahan tersebut merupakan isu yang telah
lama ada namun belum mendapatkan solusi. Menurut
Koentjaraningrat (1974) dalam bukunya "Kebudayaan,
Mentalitet dan Pembangunan,” terdapat setidaknya lima sikap
mental negatif dalam masyarakat Indonesia: (1) meremehkan
kualitas, (2) cenderung mencari jalan pintas (misalnya:
menggunakan  jaringan, memanfaatkan orang dalam,
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mempercayai bahwa semua dapat diatur, memberikan uang
suap); (3) kurangnya rasa percaya diri; (4) kurang disiplin
(contohnya: fleksibel terhadap waktu, menentukan keputusan di
belakang layar, tidak mematuhi aturan, sering terlambat,
mengabaikan tugas-tugas tertentu, tawuran, rapat pleno di DPR
tidak pernah lengkap); dan (5) mengabaikan tanggung jawab
(seperti tidak dapat dipercaya, pengkhianatan, korupsi massal,
penyalahgunaan kekuasaan).(Koentjaraningrat, 1974).
Sementara itu, menurut Muchtar Lubis (1986), ciri negatif
manusia Indonesia melibatkan: (1) perilaku hipokrit atau
munafik; (2) enggan dan malas bertanggung jawab; (3) memiliki
jiwa feodal; (4) masih mempercayai takhayul; (5) memiliki sifat
artistik; (6) memiliki karakter yang lemah; dan (7) bukanlah
"economic animal™ yang berorientasi ekonomi (Muchtarom,
2015).

Meskipun dalam pelaksanaannya, Pancasila sebagai
ideologi terbuka menghadapi berbagai tantangan dan
permasalahan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki
kemampuan untuk menerima dan mengembangkan ide-ide baru
dari luar, berinteraksi dengan perkembangan zaman dan
lingkungannya, serta bersifat demokratis dengan membuka diri
terhadap masuknya budaya luar dan mampu menampung
pengaruh nilai-nilai dari luar untuk diterapkan guna
memperkaya berbagai bentuk dan variasi kehidupan masyarakat
Indonesia. Pancasila juga mencakup dimensi-dimensi yang
menyeluruh. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran
krusial, dan penting untuk dicatat bahwa sifatnya tidak kaku dan
tertutup; sebaliknya, Pancasila bersifat reformis, dinamis, dan
terbuka. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual,
dinamis, dan dapat mengantisipasi perkembangan zaman.
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi idealis,
dimensi realistis, dan dimensi fleksibilitas. Pancasila juga
menjadi paradigma dalam pembangunan nasional.
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Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman
mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan menyelidiki aspek kebijakan pemerintah
dan lembaga negara, penelitian ini akan menggali sejauh mana
nilai-nilai Pancasila tercermin dalam tindakan nyata pemerintah.
Melalui analisis deskriptif, penelitian ini berupaya memahami
sejauh mana konsep dan implementasi ideologi terwujud dalam
perumusan kebijakan pemerintahan. Apakah perumusan
kebijakan pemerintah di Indonesia sudah mengakomodasi dan
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Dengan memperdalam pemahaman terhadap implementasi
dan persepsi nilai-nilai Pancasila, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil
kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Hasil penelitian
dapat menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan
yang lebih efektif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

FENOMENA PRINSIP DAN PELAKSANAAN IDEOLOGI
PANCASILA

Ideologi pada hakikatnya adalah suatu konsep atau gagasan
yang memiliki dasar pemikiran (asas). Menurut Nabhani
(1953:83), ideologi merupakan suatu konsep yang menyeluruh
tentang eksistensi diri manusia, juga hubungan eksistensi
manusia sebelum dan setelah kehidupan di dunia. Karakteristik
utama dari suatu ideologi adalah keberadaan dasar berpikir
(prinsip), berpikir rasional, dan berpikir yang menghasilkan
suatu sistem sebagai pemecahan masalah yang timbul dari dasar
pemikiran.

Sedangkan Muhammad (1958:51) berpendapat bahwa
ideologi adalah landasan pemikiran yang menjadi dasar bagi
pembentukan  pemikiran-pemikiran  lainnya.  Prinsip  ini
merupakan inti terdalam dari diri manusia, yang artinya tidak

56



ada pemikiran lain yang lebih dalam atau fundamental
daripadanya. Pemikiran ini tersebut mencakup pandangan
holistik tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan. Cabang-
cabang gagasan tersebut yang kemudian dibangun di atas
landasan ideologi, berperan sebagai kaidah yang menjadi
pedoman kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya (Azikin,
2018)

Dalam rentang 73 tahun sejarah bangsa ini, yang menjadi
pertanyaan adalah konsep sistem pemerintahan manakah yang
dianggap sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Indonesia
berdasarkan ldeologi Pancasila. Apakah itu sistem demokrasi
terkelola seperti Orde Lama, model demokrasi Pancasila versi
Orde Baru, ataukah sistem Demokrasi Liberal yang diterapkan
dalam era reformasi ini? Hal ini penting karena, dalam
praktiknya, ldeologi Pancasila sebagai landasan akhirnya
berubah dalam cita-cita utopis. Lima sila Pancasila, yang
mencerminkan  prinsip  kesetaraan  dalam  ekonomi,
pemerintahan, dan keadilan sosial, nampaknya tenggelam dalam
penafsiran yang rentan terhadap nilai-nilai Sosialis, Atheis,
Kapitalis, dan Liberalisme.

Pancasila merupakan konsep ideologi Kesatuan Negara
Republik Indonesia (NKRI) dan mengedepankan nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, masyarakat yang adil dan bijaksana,
persatuan Indonesia, demokrasi melalui falsafah/pemikiran, dan
keadilan sosial. Untuk seluruh warga negara Indonesia sebagai
satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, terlihat tidak tepat,
kurang hati-hati, dan dapat menciptakan ketegangan apabila ada
ide atau gagasan yang berupaya menempatkan konsep Komunis
Ateisme atau Kapitalisme Sekuler dalam konteks Pancasila
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh
sebab itu, pandangan seperti NASAKOM atau ideologi
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Komunis Sosialis lainnya dianggap sebagai pengkhianatan
terhadap esensi makna Pancasila.

Demikian pula, pandangan-pandangan Kapitalisme Liberal
yang bersifat sekuler sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila. Ini karena Ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai
spiritual agama, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan
keadilan sosial, yang bertentangan secara mendasar dengan
ideologi Sosialis Atheis atau Kapitalisme Liberal Sekuler yang
disebutkan tadi.

Indonesia merupakan negara religius dengan jumlah umat
Islam terbesar di dunia dan menganggap agama serta nilai-nilai
agama merupakan hal yang penting dalam kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu,
nilai-nilai agama tidak mengikuti sila-sila utama Pancasila,
melainkan menunjukkan sifat manusia yang mau dan
mempunyai kewajiban dalam hidup. Di sisi lain, jalan hidup
atau kegagalan Tuhan tidak pernah ditandai sebagai
keberhasilan yang utuh dalam sejarah manusia, karena terus-
menerus diuji untuk menjawab berbagai kebutuhan dan
keinginan manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak
memahami agama berisiko terpengaruh oleh ide-ide yang
berasal dari metode retorika yang diungkapkan dalam Manifesto
Komunis Karl Marx dan Friedrich Engels, atau dalam
pandangan Adam Smith tentang liberalisme liberal. Manifesto
politik yang muncul pertama kali pada tahun 1848 ini
menganggap agama sebagai pembatasan terhadap kelompok
minoritas, bahkan karena alasan pribadi. Oleh karena itu, ada
anggapan bahwa agama hendaknya dipisahkan dari kehidupan
manusia, dari kehidupan berbangsa, dan dari kehidupan
berbangsa.

Produk kebijakan pemerintahan seharusnya menjadi tolok
ukur utama untuk menilai kesuksesan sebuah negara. Namun,
ironisnya, kebijakan pemerintahan saat ini masih jauh dari
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mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Kebijakan yang tidak mengutamakan kesejahteraan
masyarakat dan kebijakan yang tidak menjunjung tinggi
keadilan sosial dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap
kepercayaan rakyat dan melanggar prinsip Pancasila dan UUD
1945. Dengan kata lain, pemahaman terhadap esensi
pemerintahan tampaknya tidak dimengerti dengan baik oleh para
pemegang kekuasaan.

Pemerintahan seharusnya bertujuan untuk menciptakan
ketentraman di masyarakat, memberikan rasa aman, dan
membangun harga diri rakyat. Pemerintah harus bersifat tidak
diskriminatif, adil, dan inklusif terhadap semua golongan.
Seorang pemimpin diharapkan mampu mengubah lawan
menjadi sekutu, dan pemerintah sebaiknya tidak menciptakan
konflik internal, mengadu domba rakyat, atau mengizinkan
pertikaian di antara mereka. Pemimpin seharusnya menjadi
sosok yang bersatu dan mempersatukan seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 pada masa reformasi
dapat dilihat sebagai modifikasi terhadap pelaksanaan
pemerintahan sebelumnya yang dinilai kurang demokratis.
Namun ironisnya, reformasi ini justru memunculkan
otoritarianisme dan bentuk korupsi baru pasca rezim Orde Baru.
Secara umum, jelas bahwa partai berkuasa (DPR/DPRD), yang
membentuk koalisi besar, didukung partai dan simpatisan lain
yang menguasai mayoritas di parlemen, mempunyai agenda
politik dan tujuan “pamer” kekuasaan. kebijakan cabang di
parlemen.

Hal serupa juga terjadi pada kebijakan ekonomi dan
pengelolaan sumber daya alam. Hal ini seharusnya menjadi
tanggung jawab pemerintah untuk menjamin peningkatan taraf
hidup masyarakat. Misalnya saja kontrak operasi Perusahaan
Tambang Freeport yang diputus pada tahun 2021, namun
pemerintah hanya memberikan izin tambang emas terbesar di
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dunia kepada perusahaan milik asing (AS) sampai tahun 2041.
Selain itu, kebijakan pembuangan minyak dan gas Subsidi yang
membebani masyarakat miskin dan semakin banyaknya subsidi
untuk kebutuhan pokok masyarakat pasti akan mengikuti
keuntungan bagi para investor migas yang mendominasi sektor
hulu. Dengan mengambil dana tersebut, nampaknya mereka
berusaha mengatur kegiatan migas di sektor hilir sesuai dengan
prinsip pasar bebas ekonomi liberal.

Semua situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara frasa “Aku Pancasila” dengan kebijakan pemerintah saat
ini yang cukup berbahaya. Timbul pertanyaan apakah pimpinan
pemerintahan menerapkan kebijakan ekonomi Pancasila atau
membangun pemerintahan berdasarkan sistem hukum Pancasila,
sistem politik Pancasila, dan sistem sosial Pancasila. Semua itu
harus menjadi landasan bangsa, negara, dan pemerintahan Kita.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN
REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Menurut Wahyu (2015), nilai-nilai Pancasila merupakan ciri
orisinalitas, hakikat, universalitas dan tujuan. Nilai-nilai tersebut
didasarkan pada pengetahuan budaya masyarakat yang tersebar
di seluruh tanah air. Abad kedua dan sebelumnya. Orang India
mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dengan budaya lain.
Penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang dinilai
penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Implementasi Pancasila dalam Politik

Pengembangan ruang politik harus dibangun berdasarkan
prinsip kerakyatan, dengan menyadari bahwa rakyat merupakan
bagian penting dari proyek pemerintah. Oleh Kkarena itu,
tindakan politik harus dilakukan secara serius untuk
menghormati dan meningkatkan hak asasi manusia. Dalam
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proses reformasi Negara, pengembangan politik harus
didasarkan pada nilai-nilai moral, seperti yang tercermin dalam
prinsip-prinsip Pancasila yang mendasari esensi politik. Oleh
karena itu, praktik-praktik politik yang cenderung menggunakan
segala cara demi mencapai keuntungan harus segera dihentikan.
Dalam politik, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan
melalui sikap saling menghormati dan menghargai pilihan setiap
orang, serta partisipasi dalam proses pemilihan pemimpin di
tingkat lokal dan nasional. Penting juga untuk tidak
menyebarkan propaganda politik yang bertujuan merugikan
lawan politik dengan menyebarkan berita palsu atau
disinformasi.

Implementasi Pancasila dalam Ekonomi

Kebijakan perekonomian Indonesia harus berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Menurut Huriah, R (2013),
keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari sumber daya
perekonomian masyarakatnya (Rachmah, 2013) Ketuhanan
Yang Maha Esa adalah prinsip moral bagi perilaku
perekonomian masyarakat di Indonesia, dan kebijakan
pemerintah memuat asas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan
memperhatikan keadaan dan akhlak sistem moral perekonomian
yang melandasi dan menuntun perilaku perekonomian
masyarakat. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa
gagasan kuat yang mendorong berkembangnya karya tanpa
dihakimi dan seringkali mengesampingkan nilai-nilai moral
demi terwujudnya ekonomi.

Namun, dalam konteks pembangunan manusia, kebijakan
ekonomi harus fokus pada kemanusiaan dan kesejahteraan
seluruh rakyat India. Oleh karena itu, sistem perekonomian
Indonesia harus didasarkan pada konsep kekeluargaan bagi
seluruh  rakyat Indonesia.Dalam konteks perekonomian,
Pancasila dapat diimplementasikan secara sederhana dalam
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kehidupan sehari-hari, seperti berperan aktif dalam koperasi dan
mendukung serta menggunakan produk dalam negeri. Selain
pekerjaan rumah tangga, kami juga menangani ekspor dan
impor.

Implementasi Pancasila dalam Pertahanan dan Keamanan

Perlindungan dan pertahanan merupakan upaya untuk
menjaga kemerdekaan negara, keutuhan NKRI, dan keamanan
seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terhadap persatuan dan
kesatuan negara. Dalam konteks pertahanan dan keamanan
negara mengacu pada sila ketiga, yaitu nilai-nilai yang tertanam
dalam persatuan dan kesatuan Indonesia dan bekerja untuk
seluruh rakyat. Seluruh warga negara berhak untuk bertanggung
jawab berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara,
dan hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam
pertahanan negara. Prinsip pertahanan negara Indonesia
bertujuan untuk menentang segala bentuk kolonialisme dan
mengambil kebijakan politik yang moderat dan kuat. Pertahanan
negara merupakan prinsip universal yang dibangun berdasarkan
prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Implementasi Pancasila dalam Sosial Budaya

Sosial budaya adalah suatu bentuk kehidupan manusia yang
memberikan kontribusi terhadap perkembangan kebudayaan
dalam rangka kehidupan kelompok, masyarakat, bangsa, dan
suku, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia, terutama untuk memuaskan jiwa, kekayaan, dan
kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat
majemuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal lka yang
hendaknya dipahami melalui pengembangan semangat
kebangsaan yang kokoh berdasarkan toleransi terhadap
perbedaan budaya, agama, adat istiadat, ras, suku, dan bahasa.
Keberagaman tersebut tidak boleh merusak persatuan dan
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kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan ini mempengaruhi
politik, ekonomi dan keamanan nasional negara tersebut. Achi
P. M. (2012) berpendapat bahwa pembangunan sosial budaya
saat ini hendaknya menekankan pada penguatan nilai-nilai yang
dianut bangsa Indonesia sebagai landasan bangsa, yaitu nilai-
nilai Pancasila itu sendiri. (Achi Pasha Manggalawati, 2012)
Pancasila pada hakikatnya adalah pribadi dan kebudayaan.
Artinya adalah nilai-nilai yang bersumber dari hak asasi
manusia dan nilai sebagai manusia sosial. Hal ini dapat
dilakukan tidak hanya dengan mempelajari budaya lokal
Indonesia, namun dengan saling peduli dan menghormati.

Implementasi Pendidikan dalam Pendidikan

Dunia pendidikan dapat memanfaatkan nilai-nilai Pancasila
melalui kegiatan pembelajaran siswa, dengan menggunakan
sikap kebangsaan yang diungkapkan dalam pertemuan Senin.
Menghadiri acara tersebut memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Selain itu,
Pancasila juga dapat diterapkan pada beberapa acara khusus
seperti Hari Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan dan
hari-hari penting lainnya.Misalnya pada Hari Kemerdekaan,
pelajar dapat mengakses. Mengikuti kompetisi tersebut
merupakan bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang
memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa
Indonesia. Kegiatan seperti ini dapat memacu pelajar untuk
belajar, berprestasi dan menghormati negara tercinta di masa
depan. Selain itu dapat menanamkan rasa cinta tanah air dan
kebanggaan memiliki pada anak Indonesia (Putri et al., 2020).

KESIMPULAN

Pancasila yang diterima bangsa Indonesia sebagai ideologi
nasional sudah seharusnya menjadi dasar dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan berbangsa.
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Pancasila, seperti halnya filsafat-filsafat lainnya, tidak hanya
harus memuat ideologi negara, tetapi juga mempunyai ideologi
yang mengatur sistem perekonomian, sistem sosial politik,
sistem pemerintahan, sistem hukum dan sistem lainnya. Semua
itu harus dilakukan sesuai dengan falsafah Pancasila yang
berbeda dengan falsafah lainnya. Tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan
seluruh bangsa asal Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan turut serta dalam
penyelenggaraan kebudayaan global. Kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintahan yang berkuasa harus
dikaitkan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam
menjalankan kekuasaannya dan kekuasaan rakyat. Setiap sistem
pemerintahan diukur berdasarkan keadilannya, berdasarkan
nilai-nilai falsafah Pancasila dan memperhatikan kebutuhan
rakyat. Sebagai pemikiran terbuka, Pancasila menawarkan
proyek masa depan, yang mendorong negara untuk peka
terhadap situasi dunia saat ini dan masa depan, terutama di
zaman dunia dan keterbukaan terhadap dunia di mana pun.
Pancasila merupakan dasar falsafah negara dan mempunyai arti
penting dalam segala aspek kehidupan  bernegara,
bermasyarakat, dan berbangsa berdasarkan nilai-nilai kesucian,
kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan hukum. Dasar formal
status Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia tertulis berdasarkan undang-undang pada Pasal 4
UUD 1945. Pemberlakuan Pancasila sangat penting untuk
menjaga kesejahteraan bangsa Indonesia, karena merupakan
landasan bangsa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Tindakan dan perubahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila
diperlukan untuk menjaga penerimaan dan keutuhan Pancasila
di kalangan warga dan masyarakat Indonesia.
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PENDAHULUAN

Pemikiran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dapat
dilakukan dengan berpangkal dari ajaran dasar Pancasila itu
sendiri yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Pancasila
dinyatakan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia dapat
dilihat dari realita bahwa Pancasila tidak saja sebagai norma
tertulis namun merupakan gambaran dari berbagai aspek
kehidupan manusia Indonesia. Kaitannya dengan Pancasila
sebagai norma ini maka Pancasila dijadikan penuntun bagi
masyarakat Indonesia untuk melakukan hubungan interaksi baik
dengan sesama, dengan alam maupun dengan Tuhan sebagai
Pencipta. Sebagai falsafah, Pancasila tidak hanya bersifat
kerangka. Namun sebagai fondasi yang mendukung eksistensi
ketatanegaraan sekaligus sebagai pedoman dasar bagi interaksi
sosial, politik dan pembangunan nasional yang ke semuanya
didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila
Pancasila itu sendiri.

Oleh karena itu, sebelum membahas topik terkait Pancasila
sebagai sistem filsafat, akan didahulukan dengan uraian tentang
apa itu sistem? Apa itu filsafat? Bagaimana korelasinya
sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sistem
filsafat? Sistem dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang
terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama
untuk memfasilitasi aliran informasi, materi, atau energi guna
mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, istilah ‘sistem’ berasal
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dari bahasa Yunani ‘systema’ yang mempunyai makna suatu

keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian, yang juga

mencakup hubungan langsung antara satuan-satuan dan

komponen secara teratur. Emelia M. Awad memberikan definisi

sistem sebagai kumpulan komponen atau sub sistem yang

terorganisir dan saling terkait sesuai dengan rencana guna

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara

itu, Shrode dan Voich memberikan definisi sistem dengan

menghubungkan unsur-unsur penting yang terdapat dalam

sistem, termasuk Pancasila sebagai sistem filsafat (Waruwu et

al., 2023) yang meliputi:

1. Kumpulan bagian-bagian

2. Bagian-bagian itu saling berkaitan

3. Setiap bagian berfungsi secara mandiri dan bersama-sama

4. Semuanya ditunjukan pada pencapaian tujuan bersama dan
tujuan sistem

5. Terjadi di lingkungan yang rumit dan kompleks

Selanjutnya, apa itu filsafat ? Istilah filsafat berasal dari
bahasa Yunani, yakni “Philosophia” dimana “Philo” atau
“Philein” berarti cinta, dan “Sophia” berarti kebijaksanaan.
Secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada
hikmat atau kebijaksanaan (wisdom). Selain itu, filsafat juga
dapat dilihat sebagai ilmu yang merujuk pada kumpulan
pengetahuan tentang suatu objek yang telah dikumpulkan secara
sistematis dan logis oleh manusia. Yang mana pengetahuan ini
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada objek studi dengan
menunjukkan alasan yang logis. Filsafat sebagai hasil berpikir
secara sistematis dan logis diharapkan menjadi pengetahuan
yang paling bijaksana atau paling kurang mendekati
kesempurnaan. Terdapat berbagai pandangan dari definisi
filsafat yakni diantaranya (Rahayu & Sumiyati, n.d.), Pertama,
filsafat diartikan sebagai kumpulan sikap dan kepercayaan
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terhadap kehidupan dan alam yang seringkali diterima dengan
tanpa berpikir kritis. Kedua, filsafat merupakan proses kritis dan
pemikiran yang digunakan untuk mengevaluasi kepercayaan dan
sikap yang sangat dihargai. Ketiga, filsafat sebagai upaya untuk
memperoleh gambaran keseluruhan yang dibedakan dari
pendekatan filsafat kritis. Keempat, filsafat dapat diidentifikasi
sebagai analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti
kata serta konsep. Kelima, filsafat juga mencakup serangkaian
permasalahan yang menarik perhatian manusia secara langsung,
yang dicari jawabannya oleh para filsuf.

Dalam konteks praktis, filsafat mencakup konsep alam
berpikir atau alam pikiran. Namun, berfilsafat berarti berpikir
secara mendalam atau radikal, dengan kata lain filsafat
merupakan suatu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala
sesuatu untuk membuktikan kebenaran. Dengan dasar
pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat diidentifikasi
sebagai usaha berpikir yang radikal, menyeluruh dan integral.
Radikal berasal dari kata Latin “Radix” yang berarti akar. Dalam
konteks berpikir secara radikal, mengisyaratkan kepada
kemampuan untuk merenung atau berpikir sampai ke akar-
akarnya guna menemukan esensi atau hakikat sesuatu. Hakikat,
sebagaimana disebutkan dalam kamus, merujuk pada kebenaran
atau kenyataan yang sebenarnya dari suatu hal. Jadi, berpikir
secara radikal adalah suatu perenungan mendalam dan sungguh-
sungguh untuk memahami hakikat atau kebenaran yang
mendasari suatu konsep atau fenomena. Hakikat sesuatu
mengacu pada kebenaran atau kenyataan yang mendasari suatu
entitas atau konsep. Sesuatu tersebut dapat merujuk pada
berbagai hal, entitas, atau fenomena dalam konteks yang lebih
luas. Oleh karena itu, ketika bicara tentang hakikat sesuatu,
maka kita akan merujuk pada esensi atau aspek fundamental
tentang kebenaran atau kenyataan dari hal tersebut, apapun
bentuk dan jenisnya.
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Suatu sistem filsafat harus juga memenuhi kriteria objek
filsafat yaitu (Mawaddah, 2023) bersifat menyeluruh dalam
artian sistem filsafat mencakup berbagai aspek kehidupan dan
realitas secara utuh tidak pada pilihan tertentu saja. Bersifat
koheren dalam artian sebuah sistem filsafat harus kohesif,
artinya konsep-konsep yang terdapat di dalamnya mesti saling
terkait dan membentuk suatu kesatuan yang logis. Metodenya
bersifat mendasar dalam artian sistem filsafat selalu mencari
akar atau konsep yang dikemukakan dengan berpikir secara
logis, berefleksi yang mendalam dengan menggali konsep guna
memahami secara baik terhadap suatu objek dan kadar
kebenarannya bersifat spekulatif dalam artian kesimpulan dari
berpikir filsafat bukan akhir dari kajian terhadap objek yang
dibicarakan, namun jawaban dalam sistem filsafat selalu diakhiri
dengan tanda tanya.

Kriteria sistem filsafat yang diuraikan ini apabila dikaitkan
dengan Pancasila maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersifat menyeluruh, artinya Pancasila sebagai sistem
filsafat yang susunannya mencakup semua aspek kehidupan
manusia, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sesama
manusia, dan Tuhan.

2. Bersifat koheren, artinya setiap bagian dari sistem filsafat
Pancasila saling berhubungan dan tidak mengandung
pernyataan yang bertentangan.

3. Bersifat spekulatif, artinya sistem filsafat Pancasila
merupakan hasil perenungan para tokoh kenegaraan, yang
diawali dengan pemikiran awal sebagai titik awal dan
pangkal tolak pemikiran.

4. Bersifat mendasar, artinya proses penghayatan dalam
merumuskan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah
sampai pada inti tata kehidupan manusia.
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Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip
yang terkandung dalam Pancasila diakui sebagai hal-hal yang
fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai suatu sistem
filsafat, tetapi juga sebuah kerangka nilai dan pandangan hidup
yang holistik, menyeluruh, koheren, mendasar dan bersifat
spekulatif, nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek kehidupan
manusia dalam bermasyarakat dan bernegara (Azizah et al.,
2023) Dengan demikian sebagai sebuah sistem filsafat,
Pancasila adalah hasil penghayatan paling dalam dari para tokoh
kenegaraan bangsa ini dan hasil penghayatan itu kemudian
dijadikan landasan untuk merumuskan asas negara yang
merdeka, selain itu hasil penghayatan tersebut dijadikan suatu
sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri  berpikir
kefilsafatan.

Sejalan dengan ciri kefilsafatan yang diuraikan di atas
kemudian jika ditelusuri ke belakang sebenarnya Pancasila
dijadikan sistem filsafat sudah dimulai semenjak para pendiri
bangsa mulai berpikir dan meletakan dasar negara Republik
Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila
Pancasila sudah dipraktikkan jauh sebelum berdirinya bangsa
Indonesia seperti adat istiadat yang ada pada berbagai suku yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga
Merauke maupun keteladanan yang ada dalam adat istiadat
tersebut merupakan gambaran kehidupan masyarakat Indonesia
sekaligus merupakan kekuatan bagi rakyat Indonesia. Dapat
digarisbawahi bahwa Pancasila pada hakikatnya dianggap
sebagai suatu sistem pengetahuan, pedoman dan dasar hidup
bagi bangsa Indonesia. Pancasila dipandang sebagai sistem
pengetahuan karena mencakup realitas alam semesta, manusia,
masyarakat, bangsa, dan negara.

Pancasila berperan sebagai pedoman hidup bagi bangsa
Indonesia menunjukan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip
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yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai panduan

untuk bertindak serta hidup secara rukun dan damai sebagai

sebuah bangsa. Pancasila dijadikan dasar untuk penyelesaian
masalah masyarakat. Artinya, dalam menghadapi berbagai
tantangan dan permasalahan, masyarakat Indonesia menjadikan

Pancasila sebagai landasan untuk mencari solusi yang sesuai

dengan nilai-nilai dan aspirasi yang diyakini bersama. Pancasila

disebut mengandung realitas alam semesta, mencerminkan
pemahaman terhadap hakikat keberadaan dan hubungan
manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ini menampakan
kesadaran akan keterkaitan antara manusia, alam, dan seluruh
makhluk. Pancasila diakui sebagai dasar hidup yang mencakup
semua lapisan kehidupan, mulai dari tingkat individu hingga
tingkat nasional. Dengan demikian, Pancasila dijadikan sebagai
suatu landasan filosofis yang mencakup pengetahuan, pedoman
hidup, dan dasar penyelesaian masalah bagi masyarakat

Indonesia (Hendri et al., 2022).

Pancasila disebut sebagai sistem filsafat juga dapat
dicermati dari proses persiapan, perumusan hingga ditetapkan
menjadi falsafah negara dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut:

1. Penemuan nilai-nilai dari berbagai aspek kehidupan yaitu
para pendiri bangsa secara aktif terlibat dalam penggalian
nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat, budaya dan agama.
Proses ini sebagai upaya untuk merangkul keberagaman
nilai dan keyakinan yang ada di masyarakat.

2. Musyawarah guna membahas nilai-nilai yang digali untuk
dihimpun ke dalam sila Pancasila. Proses ini dilakukan
melalui rapat BPUPKI pertama.

3. Sembilan piagam Jakarta adalah hasil rapat BPUPKI
pertama yang menjadi langkah awal perumusan nilai-nilai
yang akan dijadikan dasar falsafah negara.
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Rapat Komite Pancasila, sebagai lanjutan proses dengan
membentuk komite yang mempunyai peran khusus untuk
menyusun teks akhir Pancasila dengan  merinci dan
menyempurnakan nilai-nilai yang telah disepakati.

Rapat BPUPKI kedua, yaitu pembahasan kembali nilai-nilai
yang dirumuskan oleh Komite Pancasila untuk memastikan
nilai-nilai yang akan dijadikan landasan falsafah negara
Indonesia adalah benar dan tepat.

Persetujuan oleh PPKI, persetujuan dilakukan setelah
kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus 1945.
Langkah yang terakhir ini merupakan pengakuan atas
Pancasila sebagai landasan resmi Negara Republik
Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya muncul sebagai

hasil pemikiran individu, tetapi melalui tahapan yang panjang
dan demokratis dengan melibatkan banyak pihak untuk
mencapai kesepakatan yang mewakili keragaman nilai dan
keyakinan di Indonesia (Kurniana et al., 2023). Pancasila
sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar yang kuat karena
melalui tahapan dan proses yang panjang hingga ditetapkan
menjadi falsafah negara. Hal ini dapat dipahami melalui
penjelasan yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila
yaitu:

1.

Nilai Ketuhanan mencerminkan adanya pengakuan dan
keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta
alam semesta, nilai ini menunjukan aspek spiritual dan
kepercayaan yang mendasari pandangan hidup masyarakat
Indonesia.

Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran akan sikap
dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam
hidup bersama. Penghargaan terhadap harkat dan
kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang mulia serta
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pengakuan hak asasi sebagai pemberian Tuhan Yang Maha
Esa menandakan landasan moral dan etika dalam hubungan
antar manusia.

3. Nilai Persatuan mengandung arti usaha untuk tetap menjaga
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
utuh melalui penguatan identitas nasional.

4. Nilai Kerakyatan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-
prinsip demokrasi, keikutsertaan rakyat dalam pengambilan
keputusan, dan upaya bersama untuk mencapai
kesejahteraan seluruh masyarakat.

5. Nilai Keadilan mengandung makna bahwa ketika ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban baik oleh negara
kepada warga negara maupun sebaliknya oleh warga negara
kepada negara maka kehidupan akan berimbang dan rakyat
akan menemukan yang dinamakan sejahtera lahir dan batin.

FILSAFAT PANCASILA SEBAGAI GENETIVUS
OBJECTIVUS DAN SUBJEKTIVUS
Pancasila sebagai Genitivus Objectivus

Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai objek yang
menjadi landasan filosofis dengan mana nilai-nilai Pancasila
diidentifikasi dan diartikulasikan berdasarkan sistem sistem dan
cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Ini
mencerminkan proses pencarian landasan filosofis Pancasila
dengan merujuk pada konsep-konsep yang telah ditemukan atau
dikembangkan dalam tradisi filsafat barat.

Pancasila sebagai Genetivus Subjektivus

Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai subjek yang
melakukan kritik terhadap  berbagai aliran filsafat yang
berkembang dengan makna Pancasila digunakan sebagali
kerangka kerja untuk mengkritisi dan menilai berbagai aliran
filsafat. Hal ini dapat mencakup penemuan nilai-nilai yang
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sesuai dengan Pancasila atau sebaliknya, menemukan nilai-nilai

yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pendekatan ini menyoroti

orientasi nilai dalam memahami dan mengevaluasi aliran-aliran
filsafat dengan memandangnya dari perspektif nilai-nilai

Pancasila. Kedua konsep ini pada intinya menunjukan

bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai objek pencarian

filosofis dan sebagai subjek kritik terhadap aliran-aliran filsafat
yang ada. Ini menunjukan kompleksitas peran Pancasila sebagai
suatu sistem filsafat yang dapat ditafsirkan dan diterapkan
dalam berbagai kondisi.

Sebagai Genetivus Subjectivus memerlukan landasan pijak
filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi yaitu:

Landasan Ontologis
Landasan ini menyinggung pemikiran tentang realitas atau

eksistensi. Dalam konteks  Pancasila sebagai Genetivus

Subjectivus, ontologi menjadi dasar untuk memahami eksistensi

dan kebenaran nilai-nilai moral yang terkandung dalam

Pancasila. Adapun cakupan ontologi dalam Pancasila di

antaranya:

1. Causa Material yaitu Pancasila dipandang  sebagai
kehidupan bernegara yang berakar dari adat, budaya dan
agama dengan kata lain nilai-nilai dalam Pancasila telah ada
sejak dahulu.

2. Causa Formalitas yaitu pemahaman mengenai asal mula
bentuk Pancasila yaitu tentang pembahasan Pancasila dalam
sidang BPUPKI sebagai bagian dari asal formalitasnya.

3. Causa Efisien yaitu menyangkut asal karya atau eksistensi
Pancasila sejak proses perumusan hingga pengesahan
menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

4. Causa Finalis yaitu mengenai pemahaman akan tujuan atau
finalitas dari rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
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Landasan ontologis Pancasila diartikan juga sebagai sebuah
pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'etre sila-sila
Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar yang
kuat untuk memahami eksistensi dan makna nilai-nilai tersebut.
Sastrapratedja menguraikan prinsip-prinsip dalam Pancasila
sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip ini menunjukan
pengakuan atas kebebasan  beragama, dengan saling
menghormati dan bersifat toleran terhadap perbedaan
keyakinan.

2. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, prinsip ini
mengakui bahwa setiap individu mempunyai martabat yang
sama, prinsip ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan hak
asasi manusia dengan menekankan perlakuan yang adil
diantara sesama manusia.

3. Prinsip Persatuan, prinsip ini mencakup konsep
nasionalisme politik, dimana perbedaan budaya, etnis,
bahasa dan agama tidak menjadi penghalang partisipasi
setiap warga negara.

4. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,
prinsip ini memberi pengertian bahwa sistem demokrasi
diupayakan melalui proses musyawarah untuk mencapai
mufakat.

5. Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
sebagaimana dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan
pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara
Indonesia merdeka atau dengan kata lain negara yang
rakyatnya hidup dalam kesejahteraan (welfare state).

Landasan Epistemologi
Epistemologi diambil dari bahasa Yunani yang artinya

adalah pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan logos
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mempunyai arti ilmu atau juga dapat diartikan sebagai teori.
Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu
pengetahuan atau teori kebenaran. Epistemologi dalam filsafat
merupakan suatu pembahasan yang orientasinya mengungkap
hakikat tentang sesuatu hingga sampai pada kebenarannya.
Pancasila sebagai filsafat mempunyai karakter dan kedalaman
yang mengandung pengetahuan. Artinya harus mempunyai ciri-
ciri yang membentuk pengetahuan, ciri-ciri ini harus dapat
dipertanggungjawabkan secara empiris sehingga bermanfaat
sebagai landasan teori yang dapat digunakan oleh masyarakat
Indonesia dalam pergaulan hidup sebagai bangsa yang
berbudaya.

Pancasila sebagai sistem yang teruji ciri-cirinya sebagai
ilmu pengetahuan (Hendri et al., 2022) dapat dibuktikan dengan
beberapa hal sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan milik bersama bukan milik golongan
atau kelompok tertentu.

2. Pancasila menjadi sesuatu yang selalu dibahas dan
dikembangkan sepanjang masa.

3. Pancasila selalu dipertanyakan keabsahan dan kekuatannya.

4. Pancasila memiliki nilai kebenaran yang diyakini nilainya
didapat dari nilai adat dan budaya bangsa Indonesia.

5. Pancasila disusun dengan baik secara berurutan.

6. Pancasila disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama
para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki nilai
kebenaran.

Pemahaman Pancasila sebagai landasan epistemologi yang
bersumber dari pengalaman empiris bangsa Indonesia
menggambarkan suatu pendekatan yang melibatkan pengalaman
nyata dalam tahapan pencarian pengetahuan dan nilai-nilai yang
kemudian disintesiskan  menjadi sebuah pandangan yang
komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

77



bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman
kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu hingga
sekarang.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari
pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh
penjajah selama berabad-abad.

3. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas
kesadaran bahwa pecah belahnya kelompok di masyarakat
yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui
politik Devide et Impera menimbulkan konflik antar
masyarakat Indonesia.

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan  digali dari budaya
bangsa Indonesia yang sudah dikenal secara turun temurun
yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari
prinsip-prinsip yang berkembang  dalam masyarakat
Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong.

Landasan Aksiologi

Aksiologi diambil dari kata ‘axios’ yang berarti nilai
(value). Sedangkan ‘logos’ sendiri memiliki arti teori atau ilmu.
Dengan demikian aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu atau
teori yang membahas tentang kebenaran nilai atau dapat juga
diartikan sebagai landasan teori yang menjelaskan tentang nilai
(value). Aksiologi juga sering disebut sebagai filsafat nilai, nilai
dianggap sangat penting kebenarannya. Nilai dapat diartikan
sebagai sesuatu yang dianggap bagus, baik, berkualitas, benar
dan indah. Landasan aksiologi dikaitkan dengan Pancasila maka
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dapat diartikan bahwa Pancasila mempunyai nilai yang tinggi,
berkualitas baik, memiliki estetika yang tinggi.

Landasan aksiologi Pancasila mengandung arti nilai atau
kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama
mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan dan sakral.
Sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan
dan tanggung jawab. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas
dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai
demokrasi, musyawarah, mufakat dan jiwa besar. Sila kelima
mengandung nilai kepedulian dan gotong royong (Hendri et al.,
2022).

Ruslan Abdul Gani dan Notonagoro memberikan dimensi
yang berbeda terkait dengan konsep Pancasila sebagai suatu
falsafah atau filsafat negara. Menurut Ruslan Abdul Gani,
Pancasila sebagai ideologi kolektif, yang berarti merupakan cita-
cita bersama dari seluruh masyarakat Indonesia. Ini
menggambarkan gagasan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi
pandangan individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan
hasil dari kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang
umum dan menyeluruh. Dijelaskan selanjutnya bahwa Pancasila
disajikan dalam”sistem” yang tepat. Ini bisa diartikan bahwa
Pancasila tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga diorganisir
dan diatur dalam suatu kerangka yang dapat diimplementasikan
dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan menurut
Notonagoro, filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan
pengertian ilmiah tentang hakikat Pancasila. Hal ini
menandakan bahwa filsafat Pancasila tidak hanya bersifat
normatif atau ideologis, tetapi juga memberikan landasan
pengetahuan yang lebih mendalam. Notonagoro menekankan
bahwa Pancasila sebagai objek filsafat memberikan
pengetahuan tentang hakikatnya dalam artian analisis dan
pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dijalankan
dengan cara yang sistematis dan ilmiah.
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Dari kedua pandangan ini, dapat dikatakan bahwa Pancasila
memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya sebagai ideologi
kolektif yang menggambarkan cita-cita bersama, tetapi juga
sebagai objek filsafat yang memberikan pengetahuan dan
pengertian ilmiah tentang hakikatnya. Pendekatan ini
memberikan landasan yang kokoh dan merangkum sisi normatif
dan analisis konseptual terhadap Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia (Kurniana et al., 2023).

KESIMPULAN

Pancasila dinyatakan sebagai sebuah sistem filsafat adalah
didasarkan atas beberapa alasan yaitu Pancasila lahir sebagai
hasil pemikiran mendalam akan penerapannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mana
penetapannya melalui musyawarah dan menghasilkan mufakat
para pendiri negara Republik Indonesia; Pancasila lahir dari
perenungan dan penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai
yang terdapat dalam adat istiadat, suku dan budaya masyarakat
Nusantara; Pancasila memberikan pedoman atau landasan bagi
masyarakat Indonesia untuk hidup secara beradab,
bermasyarakat dan bernegara. Pancasila menjadi suatu
kerangka etika dan moral yang dipercaya akan membimbing
individu dalam pengambilan keputusan; Hubungan yang
terkandung dalam setiap sila Pancasila merupakan hubungan
yang tidak dapat dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya
apalagi menukar posisi sila yang telah dirumuskan. Keterkaitan
sila-sila ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan
sesama, manusia dengan Tuhan sebagai Pencipta maupun
manusia dengan alam. Makna yang terkandung dalam setiap
sila ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai
bersama yaitu keadilan sosial sehingga jika diurut maka
hubungan antara sila-sila ini dapat disebut sebagai sebuah
sistem; Pancasila tidak bersifat statis tetapi dapat beradaptasi
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dengan perubahan dan tuntutan zaman, menjadikannya sebagai
kerangka filsafat yang hidup dan dinamis.
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PENDAHULUAN

Pancasila telah berkembang menjadi kesepakatan nasional
bangsa Indonesia sebagai dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia, meskipun banyak hambatan yang menghalanginya.
Semua negara memiliki dasar kebangsaan yang menjadi acuan
dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setiap basis pemerintahan
di seluruh dunia memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan identitas
negara tersebut, seperti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
dan identitas global Indonesia. Pancasila adalah dasar dari
semua undang-undang UUD 1945 (Aini & Dewi, 2022).
Pancasila sebenarnya adalah ideologi negara yang berasal dari
budaya, tradisi, dan kebiasaan leluhur Indonesia. Hal itu bukan
hanya ide dari para pendiri negara. Dengan kata lain, pancasila
berasal dari negara Indonesia sendiri dan kemudian dijadikan
pedoman hidup untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila juga
mengandung prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan untuk
menilai dan menetapkan segala jenis penyelenggaraan
pemerintahan negara dan masyarakat.

Etika adalah cabang dari kedua falsafah dan ilmu
kemanusiaan (humaniora). Dalam falsafah, etika membahas
struktur dan pemikiran mendasar tentang prinsip dan keyakinan
moral. Dalam ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa
orang mengikuti ajaran moral tertentu. Etika sosial mencakup
bidang etika yang lebih khusus, seperti etika keluarga, profesi,
bisnis, lingkungan, pendidikan, kedokteran, etika jurnalistik,
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etika seksual, dan etika politik. Pancasila adalah prinsip dasar
yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat
Indonesia. ~ Selain  itu, prinsip-prinsip  dasar tersebut
menghasilkan empat prinsip penuntun hukum, yang harus
digunakan sebagai dasar pembangunan hukum.

Tujuan undang-undang Indonesia adalah untuk mencapai
dan memastikan integrasi ideologis dan geografis bangsa.
Sebagai hukum dasar, Pancasila harus dapat menjadi acuan bagi
undang-undang lain. Pancasila sangat penting untuk
membangun sistem etika yang baik di negara ini. Tidak dapat
dipungkiri bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam
pembentukan etika bangsa ini, karena sila keduanya,
"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengamanatkan kita
untuk berperilaku secara etis kapanpun dan dimanapun Kita
berada.

NILAI DASAR PANCASILA

Filosofi Pancasila berasal dari dua kata, "panca" yang
berarti lima, dan "sila" yang berarti dasar atau peraturan untuk
berperilaku baik, penting, atau senonoh. Oleh karena itu,
Pancasila terdiri dari lima prinsip sebagai dasar untuk bertindak
dan berperilaku. Nilai dasar Pancasila adalah hakikat (sifat) dari
pelajaran Pancasila yang universal, sehingga nilai-nilai inti
tersebut meliputi nilai-nilai, tujuan, dan nilai-nilai luhur yang
sebenarnya. Pancasila terdiri dari lima dasar, atau asas, atau
prinsip. Kelima prinsip ini telah membentuk dasar kehidupan
bangsa dan negara bagi semua orang Indonesia (Akbar, 2023).
Sebagai sistem etika, Pancasila berdasarkan nilai-nilai seperti
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
untuk menentukan baik dan buruk. Kelima nilai ini membentuk
cara orang Indonesia bertindak dalam semua aspek
kehidupannya. Hasilnya adalah bagaimana Kkita berperilaku
terhadap lima etika yang ada dalam nilai-nilai Pancasila.
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Pada sidang BPUPKI, Ir. Soekarno adalah orang pertama
yang menyebut Pancasila sebagai lima pokok dasar negara pada
saat pembukaan UUD 1945, yang merupakan norma dasar yang
berfungsi sebagai sumber hukum positif. Sukarno memberikan
nama ini berdasarkan rekomendasi seorang ahli bahasa. Tujuan
utama pembangunan negara adalah dasar negara, seperti yang
ditetapkan oleh para pendiri dan pembentuknya. Pancasila
adalah dasar negara, filosofi menentukan bagaimana sebuah
negara dibangun. Kutipan, perspektif, dan tujuan adalah dasar
filosofi yang dianut oleh setiap negara. Jadi, bangsa dasar adalah
landasan filosofis bangsa. Pemahaman tentang falsafah bangsa
tertentu menghilangkan ciri-ciri dan keunikan setiap masyarakat.
Sebaliknya, itu menjadi pedoman untuk bagaimana setiap
bangsa dan rakyatnya harus bertindak di depan umum. Sulit
untuk meniru filosofi seseorang sepenuhnya karena kepribadian
dan karakter setiap negara berbeda. Ini dapat dijelaskan dengan
cara berikut:

1. Karena bangsa Indonesia bersifat materialis, nilai-nilai
Pancasila berasal dari bangsa itu sendiri. Mereka adalah
hasil dari pemikiran, analisis kritis, dan refleksi filosofis
tentang negara Indonesia.

2. Pancasila adalah falsafah (pandangan hidup) Indonesia yang
dianggap sebagai jati diri bangsa dan dianggap sebagai
sumber nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan
kebijaksanaan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Kebenaran, keadilan, dan keadilan adalah
ketujuh nilai kerohanian yang terkandung dalam Pancasila.
Selain itu, Pancasila menegaskan hak-hak individu serta
asas gotong royong dan kekeluargaan.

Pancasila, sebagai sistem etika dan cara hidup bangsa
Indonesia, memberikan panduan untuk bersikap dan berperilaku
kepada setiap orang Indonesia. Dalam bentuk sistem etika,
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Pancasila  berfungsi  sebagai pedoman moral yang
diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan
tujuan meningkatkan dimensi moralitas dalam diri setiap orang
sehingga mereka dapat menunjukkan sikap spiritualitas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya,
prinsip-prinsip Pancasila harus lebih diimplementasikan untuk
menjadi individu yang jujur, konsisten, dan berbudi luhur.

SISTEM ETIKA

Sistem nilai Pancasila adalah kesatuan nilai-nilai yang ada
dalam Pancasila yang saling berhubungan dan saling
bergantung. Sistem nilai terdiri dari komponen atau elemen yang
saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi, materi,
atau energi untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai-nilai berikut
dimaksudkan:
Nilai Ketuhanan

Nilai ini berkaitan dengan nilai yang bersifat mutlak,
sehingga dapat dianggap sebagai nilai yang tertinggi secara
hierarkis. Nilai Ketuhanan, adalah sumber semua nilai baik.
Secara empiris, perspektif ini menunjukkan bahwa konflik dan
permusuhan akan muncul dari setiap tindakan yang melanggar
nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu berkaitan dengan
hubungan kasih sayang antar sesama. Spiritualitas, ketaatan, dan
toleransi berasal dari nilai ketuhanan (Amri, 2018).

Nilai Kemanusiaan

Tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan
dianggap baik. Keadilan dan keadaban adalah nilai kemanusiaan
utama Pancasila. Keadilan membutuhkan keseimbangan antara
lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, individu
bebas, dan makhluk Tuhan yang terikat pada hukum Tuhan.
Keadaban menunjukkan bahwa manusia memiliki kualitas
superior dibandingkan dengan tumbuhan, hewan, dan makhluk
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hidup lainnya. Akibatnya, suatu perbuatan dianggap baik jika
sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang berasal dari konsep
keadilan dan kesusilaan. Nilai-nilai kesusilaan ini terdiri dari
nilai-nilai kemanusiaan, seperti tolong menolong, penghargaan,
penghormatan, kerja sama, dan sebagainya (Amri, 2018).

Nilai Persatuan

Suatu tindakan dianggap baik jika dapat meningkatkan
kesatuan dan persatuan. Sikap egois dan menang sendiri maupun
sikap yang memecah belah persatuan adalah perbuatan buruk.
Sangat mungkin bahwa seseorang bertindak atas nama agama
(sila ke-1). Namun, menurut etika Pancasila, tindakan yang
dapat memecah persatuan tidak dianggap baik. Nilai cinta tanah
air, pengorbanan, dan nilai lainnya berasal dari persatuan (Amri,
2018).

Nilai Kerakyatan

Hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan adalah nilai
penting lainnya yang berkaitan dengan kerakyatan. Kata-kata
hikmat atau kebijaksanaan berfokus pada hal-hal yang memiliki
nilai kebaikan tertinggi. Tidak ada jaminan bahwa perspektif
minoritas akan kalah dari perspektif mayoritas dalam upaya
mencari kebaikan. Fakta bahwa sila pertama Piagam Jakarta
dihapus dari tujuh kata adalah contoh pelajaran yang sangat
baik. Sebagian besar anggota PPKI setuju dengan tujuh kata
tersebut, tetapi ada sedikit orang (dari wilayah Timur) yang
dapat diterima secara argumentatif dan realistis, jadi pandangan
minoritas "dimenangkan” atas pandangan mayoritas. Tindakan
itu baik jika didasarkan pada kesepakatan yang didasarkan pada
kebijaksanaan atau hikmah. Nilai kerakyatan menciptakan nilai
yang menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain-lain (Amri,
2018).
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Nilai Keadilan

Dalam sila kedua dan kelima, kata "adil" dimaksudkan
untuk individu, tetapi dalam sila kelima, nilai keadilan lebih
berfokus pada masyarakat. Suatu perbuatan dianggap baik jika
sesuai dengan prinsip keadilan banyak orang. Keadilan adalah
kebajikan utama bagi setiap individu dan masyarakat, hal
tersebut menurut Kohlburg (1995: 37) (Amri, 2018). Keadilan
menganggap sesama manusia sebagai mitra yang memiliki
kebebasan dan derajat yang sama. Didasarkan pada prinsip ini,
diciptakan tindakan yang luhur yang menunjukkan sikap dan
suasana  yang  sesuai  dengan  kekeluargaan  dan
kegotongroyongan. Untuk itu, orang belajar bersikap adil
terhadap orang lain, menjaga hak dan kewajiban dalam
keseimbangan, dan menghormati hak orang lain. Selain itu,
nilai-nilai lain, seperti kepedulian, kesejajaran ekonomi,
kemajuan bersama, dan banyak lagi, berasal dari keadilan.
Pancasila membuatnya menjadi sistem etika yang kuat karena
nilai-nilainya tidak hanya mendasar, tetapi juga realistis dan
dapat diterapkan. Nilai-nilai ini merupakan cita-cita luhur
bangsa Indonesia yang harus diterapkan secara praktis. Sangat
mungkin untuk mengurangi tingkat korupsi jika prinsip-prinsip
Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan benar.

Jika rakyat Indonesia menyadari bahwa mereka adalah
makhluk Tuhan, tidak akan mudah untuk menghina diri mereka
sendiri dengan korupsi. Kebahagiaan spiritual yang lebih agung,
mendalam, dan bertahan lama dibandingkan dengan
kebahagiaan material dianggap segala-galanya. Karena
keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan status secara cepat,
nilai-nilai agama diabaikan. Kerelaan untuk mengikuti perintah
Allah, melakukan apa yang perintahkan-Nya, dan meninggalkan
apa yang dilarang-Nya adalah hasil dari menanam dan
menghayati nilai ketuhanan ini (Amri, 2018).
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Sudah jelas bahwa menanamkan satu nilai saja tidak cukup
atau tidak mungkin dalam konteks Pancasila, karena nilai-
nilainya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, Pancasila,
yang terdiri dari nilai-nilai seperti keadilan, ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, akan menjadi kekuatan
moral yang kuat jika digunakan sebagai landasan moral dan
diejawantahkan dalam kehidupan nasional dan bernegara,
terutama untuk memerangi korupsi. Pendidikan dan media
adalah cara paling efektif untuk menanamkan nilai di atas.
Pendidikan keluarga informal harus menjadi dasar, dan sekolah
formal dan nonformal harus mendukungnya. Media harus
memiliki visi dan misi untuk mendidik bangsa dan membangun
karakter masyarakat yang maju sambil mempertahankan
identitas Indonesia.

Etika adalah konsep tentang apa yang benar atau baik dari
tindakan sosial, berdasarkan kebiasaan yang dimiliki oleh
individu dan kelompok. Etika berasal dari filsafat dan
merupakan bagian dari filsafat. Moral adalah komponen utama
etika. Etika mengatur cara manusia bertindak, bukan fisik
mereka. Etika adalah bidang studi tentang moralitas, termasuk
hak dan kewajiban moral, serta akhlag. Etika juga mencakup
kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, serta
pandangan tentang apa yang benar dan salah yang dianut oleh
sebagian besar masyarakat. Secara umum, etika dapat
dikategorikan menjadi: Etika Umum berbicara tentang prinsip-
prinsip yang berlaku untuk semua tindakan manusia; Etika
Khusus berisi prinsip-prinsip di atas digunakan dalam berbagai
aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika
individual) maupun sebagai makhluk sosial (etika sosial).

Salah satu bidang studi yang menyelidiki moral adalah
etika. Beberapa bidang studi lain, seperti antropologi, sosiologi,
dan psikologi, juga menyelidiki moral. Mereka mempunyai cara
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berbeda dalam memahami moral. Dalam etika, studi deskriptif
moralitas adalah pendekatan yang digunakan. Fokus utamanya
adalah etika dalam tindakan sosial manusia. Tujuan etika
memiliki dua sifat: deskriptif, yang berarti bahwa etika
menyajikan pengamatan tentang karakteristik individu, dan
preskriptif, yang berarti bahwa etika bertujuan untuk
mengevaluasi tindakan manusia dan memberikan rekomendasi
atau persetujuan atas tindakan manusia tersebut. Etika lebih
dikenal di Indonesia sebagai tatakrama, yang merupakan studi
tentang segala perilaku yang baik dan dapat diterima
masyarakat. Semua orang setuju bahwa etika terdiri dari:
Kejujuran

Integritas

Komitmen

Adil

Peduli

Bertanggung jawab

Menaati apa yang telah disepakati

No oakr~owdE

Beberapa komponen membentuk Pancasila sebagai sistem

etika (Aini, Dewi & Anggraeni, 2022):

1. Sila Ketuhanan, yang menunjukkan Tuhan sebagai
penjamin prinsip moral. Perilaku warga negara didasarkan
pada prinsip moral yang berasal dari norma agama. Ketika
prinsip moral didasarkan pada norma agama, maka prinsip
tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan oleh
pengikutnya.

2. Prinsip acta humanus mengandung nilai kemanusiaan yang
mendorong sikap adil dan beradab untuk menjamin tata
pergaulan yang baik antara manusia dan makhluk lain, yang
didasarkan pada nilai kemanusiaan tertinggi, Yaitu
kebajikan dan kearifan.
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3. Sila Persatuan berarti bersedia bekerja sama untuk
kepentingan kelompok dan individu dalam kehidupan
bernegara. Untuk menghadapi ancaman pemecah belah
bangsa, landasannya adalah prinsip solidaritas dan semangat
kebersamaan.

4. Sila Kerakyatan sebagai sistem moral bergantung pada Sila
Kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep
musyawarah untuk mufakat.

5. Sila Keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika tidak
menekankan pada kewajiban saja (Deontologi) atau tujuan
saja (Teleologi). Akan tetapi lebih menonjolkan pada
kebijaksanaan (Virtue Ethics).

PANCASILA SEBAGAI DASAR ETIKA KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sila-sila Pancasila
adalah suatu sistem nilai, yang berarti bahwa setiap sila
memiliki nilai, tetapi nilai-nilai tersebut saling bergantung dan
memiliki tingkatan yang berbeda di antara mereka. Oleh karena
itu, dalam hal nilai-nilai etika yang terkandung dalam pancasila,
nilai-nilai ini terdiri dari kumpulan nilai yang berasal dari
prinsip-prinsip yang ada di masyarakat, termasuk nilai religius,
adat istiadat, kebudayaan, dan, setelah menjadi dasar negara,
nilai kenegaraan. Selain itu, sebagai pedoman hidup masyarakat
Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila
bertujuan untuk membentuk masyarakatnya menjadi pancasilais
melalui setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam
segala hal yang mereka lakukan, mereka dapat diidentifikasi
sebagai masyarakat yang menganut Pancasila. Tidak hanya
kehidupan sosial yang harus mengacu pada Pancasila, tetapi
sistem pemerintahan juga harus sesuai dengan ideologi bangsa.
aplikasi nilai-nilai Pancasila, yang merupakan etika yang
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didasarkan pada prinsip nilai dalam kehidupan (Aini & Dewi,
2022).

Menurut Soeprapto (2013), etika Pancasila adalah etika
keutamaan yang berasal dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia.
Ini mengutamakan moralitas yang ada di setiap masyarakat.
Dalam hal ini, ketulusan dan kasih adalah perilaku baik yang
paling penting. Rasa kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan adalah
yang paling penting. Menurut etika kebajikan, seseorang yang
bermoral melakukan tindakan atau mengambil pelajaran atau
pengalaman hidup yang benar (Aini & Dewi, 2022).

Etika Pancasila adalah etika teleologis yang menjadikan
Pancasila sebagai pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia
untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita. Bahkan di zaman
yang semakin sulit seperti sekarang ini Untuk memastikan
bahwa semua tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara tercapai, pemahaman yang lebih mendalam
tentang sistem nilai Pancasila diperlukan. Ini akan memastikan
bahwa setiap tindakan tidak menyimpang dari keyakinan
nasional.

Etika Pancasila adalah etika teleologis yang menjadikan
Pancasila sebagai pedoman bagi setiap masyarakat Indonesia
untuk mencapai semua tujuan dan cita-cita. Bahkan di zaman
yang semakin sulit seperti sekarang ini Untuk memastikan
bahwa semua tujuan dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara tercapai, pemahaman yang lebih mendalam
tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila disusun diperlukan.
Selain itu, nilai-nilai pancasila mencakup nilai universal seperti
keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan
karena sifatnya yang objektif dan subjektif. Oleh karena itu, hal
ini dapat diterapkan pada negara-negara lain yang mungkin
memiliki nama yang berbeda dengan Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila objektif karena: Sebagai nilai, sila-sila
itu sendiri merupakan hakikat terdalam yang menunjukkan sifat-
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sifat universal dan abstrak; dan inti dari nilai-nilai Pancasila

akan tetap ada dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin

juga di negara lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan,
kenegaraan, maupun keagamaan mereka. Menurut ahli hukum,

Pancasila yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945

berfungsi sebagai prinsip dasar negara sehingga merupakan

sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, sistem
hukum Indonesia dianggap sebagai sistem hukum tertinggi
dalam hierarki.

Sebaliknya, nilai-nilai subjektif Pancasila bergantung pada
bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini dapat dijelaskan
sebagai hal-hal berikut:

1. Indonesia adalah negara kausa materialis, nilai-nilai
pancasila berasal dari sana. Nilai-nilai ini adalah hasil dari
pemikiran kritis dan refleksi filosofis orang Indonesia.

2. Pancasila adalah filsafat (pandangan hidup) bangsa
Indonesia yang dianggap sebagai jati diri bangsa dan
dianggap sebagai sumber nilai-nilai kebenaran, kebaikan,
keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

3. Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti
kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis,
dan religius. Nilai-nilai ini berasal dari karakter bangsa
Indonesia, sehingga sesuai dengan moral bangsa.

Etika sosial dan budaya adalah bagian dari etika kehidupan
berbangsa, yang berasal dari rasa kemanusiaan yang mendalam
dan bertujuan untuk menghidupkan kembali budaya jujur,
peduli, memahami, menghargai, mencintai, dan membantu satu
sama lain. Selain itu, etika ini juga menghidupkan kembali
budaya malu, yang berarti malu untuk melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya dan moral agama.
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NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI NILAI
FUNDAMENTAL TERHADAP SISTEM ETIKA NEGARA

Negara Indonesia adalah negara persatuan, yang berarti
melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok. Sumber hukum
ditunjukkan oleh ketentuan, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
Nilai-nilai dasar hukum, yang ditetapkan sebagai cita-cita
Negara (staatsidee) dalam UUD 1945, memiliki dasar yang kuat
dan tidak dapat diubah. Selain itu, alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa dan berdasar atas kemanusiaan yang adil dan
beradab, yang berfungsi sebagai landasan moral untuk
kehidupan kenegaraan. Penyelenggaraan negara, Yyang
mencakup operasi pemerintahan, pembangunan, pertahanan-
keamanan, politik, dan pelaksanaan demokrasi, harus selalu
didasarkan pada moral kemanusiaan dan ketuhanan. Sebagai
dasar filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pancasila
memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Untuk memahami lebih lanjut tentang nilai-nilai yang
terkandung dalam setiap silanya, sila-sila berikut dapat
diuraikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menggabungkan dan
menghidupkan empat sila lainnya. Menurut sila ini, negara
didirikan untuk menunjukkan tujuan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: "Kemanusiaan"
berasal dari kata "Manusia”, yang berarti makhluk yang
berbudaya dengan kemampuan pikir, rasa, karsa, dan cipta.
Potensi ini menempatkan manusia pada martabat yang
tinggi sebagai makhluk yang menyadari nilai-nilai dan
norma-norma
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Persatuan Indonesia, Persatuan adalah gabungan dari
banyak pola yang berbeda. Menurut sila ketiga, persatuan
Indonesia adalah persatuan ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia adalah
komponen yang selalu berubah yang tersebar di seluruh
Indonesia

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/ Perwakilan; kebijaksanaan dalam
perwakilan dan permusyawaratan rakyat adalah kelompok
orang yang tinggal di satu negara tertentu. Sila ini
menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi
yang menempatkan rakyat di tingkat tertinggi dalam
struktur kekuasaan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan
yang berlaku bagi masyarakat di segala bidang kehidupan,
baik material maupun spiritual, disebut keadilan sosial.
Seluruh rakyat Indonesia berarti semua orang yang menjadi
rakyat Indonesia

URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Setiap dogma Pancasila memiliki nilai-nilai yang

dituangkan dalam aturan yang digunakan oleh generasi muda,
yang membantu mereka terus mengembangkan pemikiran
intelektualnya. Namun, saat ini ada banyak masalah yang sudah
lama ada di Indonesia, seperti:

1.

Banyak kasus penggelapan yang umum di Indonesia, yang
dapat menghancurkan mata pencaharian warga

Terjadinya aksi terorisme, atau aksi terorisme dengan
menggunakan simbol agama untuk mencegah toleransi
antar agama, budaya, dan kelompok kehidupan, yang
mengancam untuk memecah belah bangsa dan kesatuan
Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus
terjadi di seluruh bangsa
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4. Kesenjangan sosial yang terus ada di antara warga negara
Indonesia yang kaya dan miskin, yang membuat mereka
tidak memiliki hak yang sama

5. Pengadilan Indonesia masih mengalami ketidakadilan
hukum, ketidaksamaan posisi hukum, dan kadang-kadang
perselisihan antara orang kaya dan miskin.

Dengan demikian, hal-hal di atas menunjukkan betapa
pentingnya Pancasila dan posisinya sebagai sistem etika, karena
Pancasila berfungsi sebagai asas atau arah utama agar warga
negara dapat bertindak secara harmonis sesuai dengan prinsip-
prinsip Pancasila. Sangat dihargai, etika Pancasila berpedoman
pada prinsip-prinsip moral yang digunakan dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian,
diharapkan masyarakat Indonesia dapat mempertimbangkan
nilai-nilai moral secara kritis dan rasional dalam kehidupan
sehari-hari mereka, sehingga mereka tidak terjebak dalam
pandangan misterius.

KESIMPULAN

Pancasila dan etika adalah satu dan sama karena mereka
adalah sistem yang saling terkait dan berfungsi sebagai pedoman
dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah
dan masyarakat dapat menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai
sistem etika dengan mengedepankan prinsip keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Selain itu, etika yang terkandung
dalam Pancasila sangat penting dan berdampak pada
pembentukan masyarakat yang menganut Pancasila. Selama
bertahun-tahun, masalah yang muncul di Indonesia disebabkan
oleh pemahaman yang salah tentang etika Pancasila. Oleh
karena itu, pemahaman tentang sistem etika Pancasila harus
diperdalam dari generasi ke generasi.
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PENDAHULUAN

Dalam membangun suatu negara atau bangsa haruslah
mempunyai landasan atau sumber yang jelas, yang mana
landasan tersebut dijadikan sebagai sumber kekuatan hukum dan
sebagai pedoman bagi visi, misi, dan tujuan utama suatu negara.
Seperti halnya dasar negara atau ideologi Indonesia yaitu
Pancasila. Sudah tentu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan
pedoman penetapan misi dan tujuan negara Indonesia dalam
mewujudkan cita-citanya di berbagai bidang, termasuk dalam
bidang perekonomian. Dalam hal ini Karl Marx, mendefinisikan
dasar suatu negara sebagai sarana kekuatan untuk menertibkan
seluruh elemen masyarakat suatu negara. Yang mana pendapat
tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan
oleh Robert M. Mac. Iver, yang memahami dasar negara sebagai
sistem hukum yang dirancang untuk melindungi dan memelihara
ketertiban masyarakat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang kemudian ditegakkan oleh pemerintah negara
melalui sistem paksaan (Yudiyanto, 2022).

Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia sudah
mengetahui bahwa Pancasila merupakan pedoman dan landasan
utama bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan berbagai
aktivitas bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Peran utama
dari Pancasila ini yaitu sebagai landasan dan pijakan bangsa
yang kuat dengan pemikiran tersendiri sebagai landasan bangsa,
serta mengandung keinginan agar bangsa tersebut benar-benar
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kuat tanpa terpengaruh oleh negara lain. Dengan demikian
Pancasila pada dasarnya merupakan landasan terkuat sebagai
arah tujuan yang digunakan masyarakat untuk berperilaku baik
sesuai nilai agama, moral, dan budaya serta mampu mengatasi
penyimpangan dan permasalahan secara efektif.

Pancasila juga menjadi pedoman dalam menentukan misi
dan tujuan negara Indonesia dalam meraih mimpinya di
berbagai bidang, termasuk dalam sektor perekonomian.
Perekonomian merupakan sebuah proses distribusi dasar sumber
daya, barang, dan jasa suatu negara. Perekonomian Indonesia
sangat luas dan sangat beragam, oleh karena itu dalam sektor ini
pentingnya ada dukungan keseimbangan dan keselarasan antara
pemerintah pusat dan daerah. Melalui peran masing-masing
daerah di Indonesia, terutamanya penataan pada keadilan
ekonomi yang berkelanjutan akan memunculkan dampak yang
baik dengan terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
negara Indonesia. Hal tersebutlah yang bisa menjadikan
Pancasila sebagai bukti sebuah alat yang mengintegrasikan
kehidupan sosial yang ideal di Indonesia, sebagaimana tujuan
tersebut terkandung pada sila kelima yaitu tujuan bangsa dan
negara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur
(Yudiyanto, 2022).

Pancasila kini dipandang sebagai upaya mewujudkan
perekonomian berkeadilan bagi rakyat, dengan prinsip dasar
yang ditekankan sebagai aspek ketiga. Pancasila mendukung
pemerataan sumber daya dan manfaat ekonomi. mencakup
aspek-aspek berikut: Prinsip pertama Ketuhanan Yang Maha
Esa; Kami menyadari bahwa prinsip keadilan sosial merupakan
bagian integral dari falsafah hidup yang berlandaskan Tuhan
Yang Maha Esa. Sila yang kedua; Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab; Kami memastikan bahwa semua individu diperlakukan
secara adil dan memiliki hak ekonomi yang setara. Sila yang
ketiga; Persatuan Indonesia; Seluruh anggota masyarakat saling
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mendukung dan memupuk solidaritas untuk mencapai keadilan
ekonomi. Sila yang keempat; Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
Terjaminnya partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi
dan pembangunan dijamin melalui mekanisme demokratis, dan
sila kelima; Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;
Menekankan perlunya distribusi kekayaan yang adil untuk
mengatasi kesenjangan ekonomi (Pattipeilohy & Saingo, 2023).

Dengan adanya peran penting yang dimiliki oleh Pancasila
dalam sektor perekonomian negara Indonesia, dimana pada
sektor ini Pancasila dijadikan sebagai landasanya, maka hal
tersebutlah yang menjadikan sistem ekonomi yang ada di negara
Indonesia disebut Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila
merupakan sistem perekonomian negara yang landasannya
mengacu terhadap lima sila yang ada pada Pancasila. Ekonomi
Pancasila merupakan tema inti dari sistem perekonomian
Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, atau suatu sistem
perekonomian yang dibangun berdasarkan sistem nilai yang
disepakati oleh bangsa Indonesia, yang mana pada system ini
terdapat beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan, seperti
halnya prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi
ekonomi yang diungkapkan dalam ekonomi kerakyatan dan
keadilan.

PANCASILA SEBAGAI LANDASAN SISTEM EKONOMI

Ekonomi Pancasila merupakan skema dari sistem ekonomi
yang berlandaskan pada nilai dan asas yang terkandung dalam
Pancasila. Asas yang paling penting dalam membangun
ekonomi Pancasila ini yakni asas moralitas, keadilan,
kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun pada sistem ini
sepenuhnya memberikan kebebasan terhadap para pelaku
ekonomi, tetapi rambu-rambu pengawasan kepada seluruh
pelaku ekonomi ini selalu diterapkan ketika melaksanakan
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kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya (Marsudi &
Purbasari, 2022).

Apabila ditinjau dari segi sejarahnya, tentunya sistem
ekonomi Pancasila ini bukanlah hal baru baik dari segi filosofis,
konseptual, maupun implementasinya. Bahkan sistem ekonomi
Pancasila  telah  diimplementasikan  dalam  kebijakan
pembangunan ekonomi sejak awal Indonesia merdeka. Sistem
Ekonomi Pancasila merupakan bagian utama dari sistem
perekonomian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, yakni
suatu sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan nilai-
nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Asas
fundamental yang mencakup dalam penerapan ekonomi
Pancasila ini yaitu asas yang berkaitan dengan asas
kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, dan demokrasi ekonomi
yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan
(Marsudi Dedi Putra, 2021).

Pada saat maraknya doktrin pemahaman ekonomi yang
berbeda-beda, Indonesia juga mengalami hal tersebut bahkan
hampir saja terpengaruhi oleh ideologi eksternal yang sangat
berbeda dengan latar belakang dari pertumbuhan sistem
perekonomian Indonesia. Dalam pandangannya, Emir Salim
menyatakan tentang sistem perekonomian Indonesia yang
bergerak dari kiri ke arah kanan, yakni pada awalnya prinsip
yang digunakan menganut terhadap sosialis, tetapi seiring waktu
sejalan dengan berkembangnya ekonomi, pemahaman tersebut
berubah dengan lebih mengarah kepada orientasi liberal. Namun
setelah masuknya orde baru dengan segala upaya yang telah
dilakukan untuk mencapai keseimbangan, akhirnya tercapailah
titik keseimbangan yang mana lahirlah sistem ekonomi
Pancasila. Oleh karena itu, alih-alih menganut sistem ekonomi
kapitalis, sistem ekonomi terencana, atau sistem ekonomi Islam,
Indonesia bisa dikatakan telah mengadopsi berbagai sistem
ekonomi, dengan fokus pada sistem ekonomi yang terencana,
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dengan memberikan ruang lingkup yang sangat luas kepada
pemerintah (Marsudi Dedi Putra, 2021).

Sistem ekonomi Pancasila juga dilandasi oleh landasan
nilai-nilai yang dinamis dalam masyarakat Indonesia, hal
tersebut dapat timbul dari nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat
dan norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi
masyarakat. Ekonomi Pancasila sebenarnya merupakan teori
ekonomi dan sistem perekonomian yang bertujuan untuk
menggantikan perekonomian kolonial dengan perekonomian
nasional. Oleh karena itu, untuk membangun ekonomi
Pancasila, perlu dipahami hakikat ekonomi kolonial dalam
wacana ontologis.

Selain itu, tujuan dari Ekonomi Pancasila ini mengajarkan
kepada negara untuk mandiri dengan menghilangkan
ketergantungan pada negara lain. Tetapi hal tersebut tidak
menapikan terhadap negara untuk terus bisa bekerjasama dengan
negara lain, akan tetapi negara kita tidak boleh menjadi pihak
yang dirugikan oleh negara lain, maka dengan itu adanya
kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. Penjelasan
nilai-nilai Pancasila ini tentunya sudah tertera dalam konstitusi
negara yakni UUD 1945, oleh karena itu setiap ketentuan
hukum yang terkandung dalam konstitusi harus selalu dijadikan
acuan dalam setiap langkah yang diambil pemerintah. Selain
memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai acuan pelaksanaan
kebijakan di lapangan dan sebagai skala waktu pelaksanaan
kebijakan yang diberlakukan (Marsudi & Purbasari, 2022).

Kemudian dalam hal ini Mubyarto (1997) mengartikan
perekonomian Pancasila sebagai sistem perekonomian yang
mengandung ruh Pancasila, yaitu perekonomian yang dijiwai
oleh para pelaku ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan dan
gotong royong nasional. Pendapat tersebut selaras dengan
kandungan isi pada pasal 33, 34, dan 37 yang membahas tentang
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nilai kekeluargaan, kemakmuran rakyat, kesempatan Kerja,

kehidupan yang layak bagi warga negara Indonesia, serta

tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Tetapi Mengenai hal ini Mubyarto menyebutkan ada lima ciri

utama, yang mana kelima sifat tersebut sangat perlu

dikembangkan, diperluas dan diperjuangkan dalam sistem
perekonomian Indonesia. Lima ciri ekonomi Pancasila yang
beliau adopsi tersebut berdasarkan UUD 1945 dan dari seluruh

nilai Pancasila (Oktavia Safitri & Anggraeni Dewi, 2021).

Kelima ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1.) Berjalannya sistem ekonomi yang berdasarkan atas
rangsangan ekonomi, sosial dan moral.

2.) Bersifat egalitarianisme dengan mengedepankan solidaritas
dan saling mengasihi dalam pemerataan sosial dengan
menjauhi dari adanya ketimpangan ekonomi dan
kesenjangan sosial.

3.) Sistem ekonomi yang menumbuhkan jiwa nasionalisme.

4.) Mengutamakan desentralisasi dalam seluruh aktivitas
ekonomi yang diimbangi dengan persiapan yang matang
guna menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

5.) Selalu merujuk kepada sistem koperasi dalam melakukan
bentuk usaha bersama serta dijadikan sebagai sumber pokok
dari perekonomian.

Tidak hanya itu, Mubyarto juga mengemukakan pendapat
mengenai pentingnya menumbuhkan moralitas dalam ekonomi
Pancasila, dengan tujuan menghilangkan kesenjangan hubungan
yang biasa terjadi pada ekonomi dan keadilan. Moralitas dalam
Ekonomi Pancasila di sini bisa diartikan sebagai nilai atau
norma yang diterapkan untuk mengatur segala tingkah laku serta
pola berpikir dari para pelaku ekonomi saat melaksanakan
aktivitas ekonomi khususnya dalam Ekonomi Pancasila (Kian et
al., 2021). Dengan demikian, dalam upaya menumbuhkan
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moralitas ini Mubyarto akan menjelaskan tentang gambaran dari
ekonomi yang menerapkan moral Pancasila itu sebagaimana
penjelasan berikut ini:

1)

2)

3.

Selalu menerapkan prinsip asas kekeluargaan dalam setiap
usaha yang dilakukan bersama, sebagaimana poin utama
yang selalu diterapkan pada koperasi. Di Indonesia,
komitmen pemerintah terhadap pengembangan usaha
koperasi dinilai sangat tinggi.

Ekonomi Pancasila mengutamakan rangsangan moral dan
aspek sosial. Jika Landasan Ekonomi Klasik dan Landasan
Neoklasik adalah tentang insentif ekonomi yang
menggerakkan perekonomian, maka hal tersebut berbeda
dengan Ekonomi Pancasila yang selalu mempertimbangkan
aspek moral dan aspek sosial. Dalam hal ini peran agama
sangatlah penting untuk memperkuat aspek moral dan sosial
tersebut. Karena agama merupakan pelindung dan sumber
utama dari nilai-nilai moral. Oleh karena itu, nilai-nilai
tersebut harus sudah tertanam dalam setiap jiwa para pelaku
ekonomi.

Sentimen nasionalis harus tertanam kuat di hati seluruh
koperasi, pelaku ekonomi, badan usaha milik negara, dan
para pejabat yang menjalankan perusahaan. Karena sikap
nasionalisme ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan
nasional. Kemudian Identifikasi pemikiran Ekonomi
Pancasila sebagai ciri kepribadian bangsa Indonesia harus
dapat memadukan semua prinsip.

Pentingnya menumbuhkan moralitas dalam ekonomi

Pancasila ini dipertegas oleh gagasan yang disampaikan oleh
Hutabarat, yang menyatakan peran penting Pancasila sebagai
landasan moral dan sistem kesejahteraan dalam mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam hal ini Pancasila fokus memberikan landasan moral dan
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nilai-nilai yang mendukung perlindungan sosial bagi seluruh

masyarakat di Indonesia. Sistem perlindungan sosial di

Indonesia mencakup program-program  seperti  asuransi

kesehatan, program bantuan sosial, dan jaminan pensiun. Maka

dalam mewujudkannya langkah yang dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia yaitu dengan upaya memberikan perlindungan sosial

yang komprehensif dan efektif serta melindungi masyarakatnya

dari berbagai risiko sosial seperti penyakit, pengangguran, dan

kemiskinan (Pattipeilohy & Saingo, 2023).

Sehubungan dengan pentingnya landasan moral dalam
pengaplikasian Pancasila ini, khususnya dalam bidang ekonomi,
Hutabarat menyusun beberapa prinsip Pancasila yang relevan
dengan hal tersebut:

1.) Ketuhanan Yang Maha Esa: Tujuan utama dalam prinsip ini
yaitu mengimani adanya tuhan sebagai sumber nilai dan
moral dalam kehidupan. Hal tersebut dapat ditafsirkan
sebagai dasar moral yang menuju terhadap perilaku yang
baik serta selalu mengutamakan nilai etika.

2.) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Selalu menjunjung
tinggi serta menghormati harkat, martabat dan hak asasi
manusia. Dalam hal ini seluruh manusia mempunyai hak
yang sama untuk hidup dalam suatu sistem sosial.

3.) Persatuan Indonesia: Selalu menitik beratkan poin persatuan
dengan selalu menghindari kesenjangan sosial dalam
kelompok sosial, agama, dan budaya. Hal tersebut bisa
mempengaruhi terhadap keseimbangan dan ketertiban sosial
yang menyokong dalam mensejahterakan rakyat.

4.) Kerakyatan yang Dipimpin olen Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan / Perwakilan: Prinsip ini bisa
diartikan sebagai wewenang kebebasan kepada semua
warga negara untuk aktif  berpartisipasi  dalam
menyumbangkan inspirasinya pada saat proses penetapan
kebijakan yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan
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seluruh masyarakat. Kemudian demokrasi yang sehat dan
inklusif dapat mendukung distribusi sumber daya dan
layanan sosial yang lebih adil.

5.) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Memfokuskan keadilan dalam setiap pendistribusian hasil
sumber daya alam, pembangunan infrastruktur serta layanan
publik dalam semua bidang dengan secara merata kepada
seluruh warga Indonesia.

Kemudian langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia
tersebut merupakan bentuk dari realisasi sebuah negara yang
menitikberatkan sistem kesejahteraan. Oleh karena itu, jaminan
sosial merupakan faktor yang paling utama dengan berdasarkan
bahwa negara mempunyai tugas untuk menjamin kesejahteraan
seluruh warga negaranya. Di Indonesia, konsep jaminan sosial
diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bab XIV,
dengan tema Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,
yang tersusun dari dua pasal, yakni pasal 33 dan 34. Kemudian
pada pasal yang ke 33 ini lebih memfokuskan pada sistem
Ekonomi Nasional, sedangkan dalam pasal 34 lebih
memfokuskan terhadap kesejahteraan sosial (Yusuf et al., 2020).

Dari segi konstitusi hukum tentunya sudah jelas bahwa
sistem perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila,
sebagaimana hal tersebut sudah ada dalam Pasal 33 UUD 1945,
dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip perekonomian
kerakyataan lebih sesuai dengan latar dan kultur kehidupan
bangsa Indonesia (Rinawati, 2020). Dalam pasal ini ada
beberapa point yang dibahas, diantaranya:

1.) Sistem perekonomian dirangkai sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan.

2.) Seluruh sektor produksi yang sentral bagi negara dan diatur
sepenuhnya oleh pemerintah negara.
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3.) Seluruh sumber daya alam yang ada di negara Indonesia,
dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyatnya.

4.) Ekonomi kerakyatan dilaksanakan atas landasan demokrasi
ekonomi dengan mengutamakan asas kekeluargaan,
keadilan dengan selalu minjung-jung dan menjaga
keseimbangan, pertumbuhan dan kesatuan ekonomi
nasional.

Apabila kita telaah secara seksama pada Pasal 33 ayat (1),
bahwa UUD 1945 menyatakan tentang sistem ekonomi
Indonesia yang menerapkan dan minjung-jung asas
kekeluargaan. Aspek ini memiliki makna yang sangat luas,
diantaranya  meliputi;  humanisme, kemanusiaan  dan
persaudaraan. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini tidak dinilai
sebagai ekspresi dari sistem persaingan bebas, melainkan
sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dengan
mengedepankan nilai moral. Dalam hal ini Salim, A.
mengemukakan suatu pendapat tentang pentingnya menerapkan
sistem  kekeluargaan sesama pelaku ekonomi dalam
melaksanakan seluruh aktivitas ekonominya, sehingga hal
tersebut dapat menghasilkan peningkatan kualitas dan kapasitas
usaha, serta aspek-aspek yang lainnya yang ditujukan untuk
kemajuan serta perkembangan koperasi dan UMKM. Dengan
perantara aspek inilah, negara Indonesia diharapkan mampu
mengembangkan sistem perekonomiannya yang memfokuskan
terhadap pemerataan untuk seluruh subjek yang terkait serta
diharapkan mampu membantu dalam proses pertumbuhan
ekonomi nasional (Rinawati, 2020).
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PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM
EKONOMI

Demi terwujudnya keadilan ekonomi dan penerapan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat
dicapai dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal melalui dukungan sektor perekonomian
nasional, di antaranya yaitu mengembangkan kebijakan yang
mendukung usaha kecil dan redistribusi kekayaan, termasuk
pajak dan program bantuan sosial, dan peluang ekonomi yang
adil dan lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk
masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas.
Kemudian peningkatan sarana pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan  keterampilan dan kemampuan ekonomi
masyarakat (Adha & Susanto, 2020). Mengenai hal ini mubyarto
telah merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam
bidang ekonomi, sebagaimana penjelasan di bawah ini:
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Meskipun sila pertama Pancasila sudah jelas menjadi
landasan moral bagi warga negara Indonesia dalam pengelolaan
perekonomian, namun dalam hal ini pemerintah memiliki peran
yang sangat penting, terutama dalam menyampaikan isi dari sila
pertama ini kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para
pelaku ekonomi baik pada tingkat makro maupun mikro untuk
dijadikan sebagai landasan dalam seluruh aktivitas ekonominya.
Karena pada kenyataannya masih banyak pengusaha, pedagang,
konsumen, atau seluruh pelaku ekonomi lainnya yang
mengutamakan untung atau rugi pribadi, dengan memiliki
ambisi yang tinggi untuk meraih keuntungan yang tinggi dengan
menghiraukan moralitas dalam aktivitas ekonominya. Tujuan
dari penekanan pada sila pertama ini yaitu untuk menghasilkan
kegiatan ekonomi yang jujur dan bermoral, dengan tidak hanya
memikirkan kepentingan pribadi, tetapi harus melihat pelaku
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ekonomi yang lainya, agar supaya tidak ada pihak yang
dirugikan.

Nilai Kemanusaiaan yang Adil dan Beradab

Implikasi yang dapat diambil dari sila kedua ini adalah
adanya keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial
(egalitarianisme) yang sejalan dengan prinsip humanistik, tanpa
memandang latar belakang baik dari segi suku, ras, agama, atau
asal budayanya. Hal tersebut bisa menjadi benih untuk
menumbuhkan semangat nasionalis. Bisa jadi kebiasaan yang
dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa ditransformasikan
menjadi  semangat solidaritas demi kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi Indonesia. Hal ini merupakan wujud
pengamalan sila kedua Pancasila. Pengalaman menunjukkan
bahwa semangat solidaritas kuat pada saat dibutuhkan dan
dilanda kecemasan, namun cenderung melemah pada saat
sejahtera.

Persatuan Indonesia

Fokus kebijakan ekonomi ialah menciptakan perekonomian
nasional yang kuat. Artinya, sikap nasionalisme mempelopori
semua kebijakan ekonomi. Sikap ini selalu jadi modal utama
bagi masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat diminta untuk
ikut berkontribusi dalam menilai setiap kebijakan ekonomi yang
ingin diambil oleh pemerintah dan menentukan apakah
kebijakan tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap
penguatan dan ketahanan perekonomian nasional. Karena
keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari reaksi
masyarakat terhadap implementasinya setelah merasakan
dampak dari kebijakan tersebut.
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Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi yang bersifat
sosial bukanlah suatu wadah dari hasil mengumpulkan modal
para anggotanya, tetapi koperasi didirikan untuk memenuhi
kebutuhan seluruh anggotanya dengan selalu memberikan
pelayanan yang terbaik kepada para anggotanya. Di Indonesia
koperasi ini diposisikan sebagai acuan dari perekonomian.
Koperasi bisa dikatakan berhasil apabila kemanfaatan jasanya
mencukupi kepentingan seluruh anggotanya. Koperasi ini juga
selalu dijadikan sebagai inisiatif dari para pelaku ekonomi dari
beberapa klaster industri di Indonesia yang telah mengakui serta
sepakat untuk mendirikan koperasi sebagai instrumen
permodalan bagi klaster-klaster usaha yang mereka tekuni.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai dari sila ini bisa dicapai melalui penerapan kebijakan
keadilan yang dituangkan dalam seluruh aspek keadilan yakni
dari segi hukum, ekonomi politik, sosial budaya, dan moral,
yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Aspek keadilan sosial tentunya menjadi dambaan
masyarakat Indonesia khususnya di bidang pertanian dan
perdagangan. Jika seluruh sistem dan kebijakan ekonomi
dilaksanakan dengan baik dengan tepat pada sasarannya, maka
dapat dipastikan bahwa para pemilik usaha kecil dan menengah
akan lebih banyak mempunyai kesempatan, serta sekaligus
mewujudkan aspirasi masyarakat Indonesia akan keadilan
sosial-ekonomi, maka hal tersebut dapat mengurangi pandangan
negatif terhadap pemerintahan Indonesia terkait kebijakan
ekonomi yang diterapkan.
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KESIMPULAN

Ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian negara
yang landasannya mengacu terhadap lima sila yang ada pada
Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan tema inti dari sistem
perekonomian Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, atau
suatu sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan sistem
nilai yang disepakati oleh bangsa Indonesia, yang mana pada
system ini terdapat beberapa prinsip dasar yang saling berkaitan,
seperti halnya prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,
demokrasi ekonomi yang diungkapkan dalam ekonomi
kerakyatan dan keadilan. Sistem ekonomi Pancasila juga
dilandasi oleh landasan nilai-nilai yang dinamis dalam
masyarakat Indonesia, hal tersebut dapat timbul dari nilai-nilai
agama, budaya, adat istiadat dan norma-norma yang membentuk
perilaku ekonomi masyarakat. Ekonomi Pancasila sebenarnya
merupakan teori ekonomi dan sistem perekonomian yang
bertujuan untuk menggantikan perekonomian kolonial dengan
perekonomian nasional. Oleh karena itu, untuk membangun
ekonomi Pancasila, perlu dipahami hakikat ekonomi kolonial
dalam wacana ontologis.
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PENDAHULUAN

Saya memperoleh sebuah call for chapter untuk sebuah
buku yang membahas mengenai Pancasila dari beberapa
aspeknya. Topik yang dibahas oleh buku ini tentu sedemikian
signifikan dalam memperkaya khazanah Filsafat Pancasila dan
sekaligus khazanah keilmuan dalam lingkup kajian filsafat, serta
ilmu-ilmu sosial, politik, dan humaniora. Salah satu bab rencana
buku ini akan berjudul “Pancasila sebagai Paradigma
Kehidupan”. Judul tersebut menggelitik saya, untuk
berkontribusi dalam penulisan bunga rampai ini. Sengaja saya
mengusulkan perubahan judul bab tersebut menjadi “Pancasila
sebagai Pandangan Hidup (worldview) Bangsa Indonesia”, tanpa
mengurangi rasa hormat kepada editor dan tim, serta kontributor
lain yang ikut serta dalam penulisan buku yang sedemikian
penting ini. Bagian ini saya mulai dengan menjelaskan sedikit
banyak yang saya pahami, sehingga saya menyampaikan usulan
perubahan judul pada salah satu bab buku ini.

Kata ‘paradigma’ dimengerti sebagai daftar semua bentukan
sebuah kosakata yang menunjukkan konjugasi dan deklinasi
kosakata tersebut; juga sebagai model dalam teori pengetahuan
dan/atau kerangka berpikir. Thomas Kuhn (1996, him. 10-22)
mendefinisikan paradigma sebagai cara pandang arus utama
dalam ilmu pengetahuan. Adapun kata ‘worldview’ atau ‘point
of view’; dalam Bahasa Indonesia disebut pandangan hidup,
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pandangan dunia, sudut pandang, atau perspektif, terbaca lebih
tepat untuk membahas kedudukan Pancasila dengan salah satu
aspeknya; yaitu sebagai sebuah worldview atau Weltanschauung
Bangsa Indonesia. Yudi Latif (2020, him. 58-59) membahas
setidaknya lima pendapat yang mendefinisikan Weltanschauung
dalam kaitannya dengan filsafat. Secara umum, pandangan
hidup dan filsafat memiliki relasi yang tidak bisa dibalik.
Berkonotasi dengan filsafat yang merupakan hasil pemikiran
saintifik dan rasional, dengan metode validasi keilmuan,
Weltanschauung memiliki sifat-sifat kontekstual, eksistensial,
dan historis. Driyarkara (2006, hlm. 854-855) meletakkan
filsafat dalam ruang ilmu pengetahuan (theoretical sphere),
sementara pandangan hidup (worldview; Weltanschauung)
diletakkannya dalam ruang kehidupan (practical/empirical
sphere). Dari sini, saya kira cukup menerangkan alasan saya
mengubah judul bab ini, tanpa mengurangi rasa hormat pada
pihak editor dan teman-teman yang telah mengajak saya dan
kontributor lainnya untuk menulis buku ini bersama-sama.
Pandangan hidup atau Weltanschauung (worldview) dapat
disebut juga sebagai way of life; jalan hidup. Perihal pandangan
hidup ini dibahas dalam studi agama dan filsafat, serta ilmu-
ilmu sosial dan humaniora. Terdapat banyak sarjana
mempertukarkan istilah Weltanschauung (worldview;
pandangan hidup; way of life), dengan ideology (ideologi).
Terdapat perbedaan yang tipis di antara kedua konsep tersebut.
Konsep ‘ideologi’ berasal dari Bahasa Yunani (Greek), yaitu
eidos (gagasan; pandangan; gambaran) dan logos (pengetahuan;
ilmu; teori; pemahaman). ldeologi dimaknai sebagai satu sistem
pemahaman gagasan, atau satu kesatuan sistem gagasan/ide,
yang dibangun dalam satu pemahaman yang utuh. Definisi
ideologi tadi berkorespondensi dengan definisi Weltanschauung
(worldview; way of life; pandangan hidup; pandangan dunia).
Kata ‘Weltanschauung’ dalam Bahasa Jerman, diterjemahkan
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sebagai ‘worldview’ ke dalam Bahasa Inggris. Artinya adalah
pandangan dunia atau pandangan hidup (way of life).
Weltanschauung merupakan sesuatu yang bersifat fundamental
dan absolut dalam kehidupan umat manusia (Driyarkara, 2006,
him. 911-915; Kaelan, 2014, hlm. 36-41; Latif, 2020, him.
185-189).

PANDANGAN HIDUP MASYARAKAT NUSANTARA

Nama  ‘Nusantara’,  ‘Dwipantara’,  ‘Swarnadwipa’,
‘Svarnabhumi’, ‘Nanyang’, hingga ‘Jawi’, sudah lama
digunakan untuk menunjuk kawasan (region) Asia Tenggara
hari ini. Catatan sejarah menunjukkan adanya pengaruh India di
sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Sebagian kecil wilayah
ini memperoleh pengaruh dari peradaban Tiongkok. Mulai dari
pertanian, hingga sistem sosial, politik, dan pemerintahan.
Pengaruh India dan Tiongkok terutama terlihat dari pertanian,
terbentuknya pemukiman, hingga agama, sistem kepercayaan,
dan sistem sosial (Bellwood, 2008, him. 90-94; Coedeés, 1975,
him. 8-13; Miksic & Goh, 2017, hlm. 8-30). Masyarakat
nomaden, yang berburu dan berkelompok (hunter-gatherer)
perlahan berubah menjadi komunitas-komunitas petani,
peternak, dan nelayan.

Komunitas-komunitas ini menerima dan mengembangkan
berbagai sistem keyakinan (faith; religion) dan pemikiran yang
membentuk peradaban Nusantara di kemudian hari. Agama
terutama datang dari Anak Benua India, Persia, dan Timur
Tengah, dalam rentang waktu yang tak sebentar. Sistem
keyakinan dan filsafat yang hadir kemudian berasimilasi dengan
keyakinan asli masyarakat dan menginspirasi terbentuknya
entitas negara (Bellwood, 2008; Miksic & Goh, 2017; Pringle,
2010; Suryanegara, 2014; Taylor, 2008). Raja-raja mendirikan
istana dan kawasan perkotaan/ibukota yang megah, kemudian
menaklukkan banyak komunitas agrikultur (petani dan peternak)
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dan maritim (nelayan dan pelaut) yang terjangkau oleh kekuatan
militer dan/atau pengaruh politiknya.

Agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen,
Katolik, dan sebagainya tidak datang ke dalam masyarakat yang
belum memiliki sistem kepercayaan dan ritualitas sama sekali.
Agama-agama yang menjadi besar dan merupakan agama arus-
utama di Indonesia atau Nusantara datang ke tengah-tengah
masyarakat dengan sistem kepercayaan/keyakinan yang
kemudian berasimilasi dan berintegrasi dengan agama baru yang
datang kemudian. Sistem kepercayaan asli Nusantara kemudian
disebut sebagai aliran kepercayaan, atau agama asli Nusantara
(Al Qurtuby, 2019; Latif, 2020; Taylor, 2008). Pola asimilasi,
akulturasi, dan integrasi sosial-budaya ini berlanjut melintasi
zaman dan berlangsung di seluruh pelosok Nusantara. Dari
Kepulauan Filipina, Maluku, dan Nusa Tenggara; dari Papua
hingga Sumatera dan Daratan Asia Tenggara. Pola ini
menciptakan ragam pandangan dan ekspresi keberagamaan di
wilayah Asia Tenggara ini.

Setiap sistem kepercayaan memiliki pandangan hidup atau
pandangan dunia, yang berangkat dari wahyu atau ajaran yang
disampaikan secara turun temurun. Baik berupa teks tertulis,
maupun ajaran yang tidak tertulis sama sekali. Pandangan hidup
(worldview) dari berbagai agama lokal atau kepercayaan asli
Nusantara ini, menjadi saf pertama yang digali oleh Soekarno
dalam upayanya merumuskan suatu landasan kehidupan
berbangsa dan bernegara (dasar negara). Saf-saf berikutnya
merupakan kumpulan pandangan hidup dari peradaban Hindu-
Buddha, Islam, dan Eropa Kolonial (baik religius Kekristenan —
Protestantisme, Katolikisme, dsb. — maupun sekular modern —
kapitalisme, nasionalisme, komunisme, dsb.) yang tersusun
secara semi-kronologis. Para sarjana yang mempelajari
kedatangan agama-agama, hingga perkembangan pemikiran di
wilayah Nusantara, menemukan perjumpaan dan kontestasi yang
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kompleks sejak permulaan abad masehi di wilayah ini
(Aritonang, 2006; Heuken, 2008; Latif, 2012, 2020; (Panitia
Lima), 1977; Pringle, 2010; Ricklefs, 2001; Suryanegara, 2014;
(Tim Penulis), 2010a, 2010b).

Apabila kita mempelajari agama asli atau sistem
kepercayaan lokal yang ada di Nusantara, kita dapat menemukan
konsep-konsep dan nilai-nilai yang memiliki korespondensi dan
kompatibilitas satu sama lain, dengan konsep dan nilai dalam
ajaran agama-agama besar dunia (seperti Islam, Kristen, Hindu,
dan Buddha). Contoh yang cukup nyata antara lain adalah
adanya konsep relasi triadik manusia dengan Tuhan, sesamanya,
dan alam sekitarnya, dalam beberapa agama atau sistem
kepercayaan. Konsep relasi triadik ini tidak hanya dikenal dalam
ajaran Islam maupun Kristen (Protestan, Katolik Roma, dan
Ortodoks secara umum), namun juga ditemukan dalam sistem
kepercayaan yang sudah ada lebih awal, seperti Sunda Wiwitan,
Kebatinan Jawa, dan sebagainya. (Latif, 2020, him. 95-99;
Magnis-Suseno, t.t., him. 84-121; Yusandi, 2019, him. 1-20)
Demikian juga dalam agama Hindu dan Buddha.

NILAI DAN IDEOLOGI PANCASILA: TINJAUAN
FILOSOFIS

Nilai (values) bisa bermakna harga untuk barang ataupun
uang, taksiran keahlian/kepandaian, kadar kualitas, hal-hal
penting dalam tradisi dan budaya, serta hal-hal yang berkaitan
dengan etika dan moral. Dengan kata lain nilai memiliki
keterkaitan erat dengan sistem etika dan moral. Haryatmoko
(2011, him. 1-3) berpendapat bahwa etika berangkat dari tradisi
yang berbeda dari moral. Kata ‘etika’ berasal dari kata ‘ethos’
yang bermakna cara berpikir, merasakan, bertindak, dan
berperilaku. Adapun kata ‘moral’ berasal dari kata ‘moralis’,
‘moris’, dan ‘mos’, yang bermakna adat atau kebiasaan. Etika
dapat dikatakan sebagai suatu seni dalam menjalani kehidupan,
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yang berpusat pada tujuan hidup. Baik tujuan yang bersifat
individual, komunal, maupun publik. Adapun moral lebih
menekankan pada apa yang wajib dilakukan, boleh dilakukan,
atau yang tidak boleh dilakukan, dan yang sebaiknya dilakukan,
dan banyak lagi.

Para founding fathers sepakat bahwa Pancasila mengandung
beragam nilai, yang berasal dari berbagai pandangan dunia
(worldview). Baik berasal dari ajaran-ajaran agama dan sistem
kepercayaan, maupun dari beragam aliran filsafat dan ideologi
modern yang datang ke, atau lahir di Indonesia/Nusantara.
Berbagai sistem kepercayaan dan aliran filsafat tersebut hadir
dan berkembang di Nusantara melalui berbagai cara. Sebagian
agama dan sistem kepercayaan lahir dari cipta, rasa, dan karsa
penduduk asli Nusantara sendiri, sebagian lainnya datang
melalui jalur perdagangan, misi keagamaan, dan invasi bangsa
asing. Jamak dipahami, bahwa Pancasila merupakan sintesis
pemikiran dan gagasan dari lapis-lapis/saf-saf peradaban yang
ada di Nusantara, selama kurang-lebih dua milenium lamanya.

Sumber: Imadudin (2023, him. 73)
Gambar 8.1. Dua-Lapis Dasar Negara Republik Indonesia

menurut Founding Fathers
Hatta (1966, 1969), sebagaimana juga dalam Panitia Lima

(1977) menyampaikan susunan atau kategorisasi dalam
memahami dasar negara Pancasila. la menyampaikan
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kedudukan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa atau Belief
in the Almighty God, sebagai pokok atau inti Pancasila. Teori
Hatta ini sejalan dengan apa yang disampaikan HAMKA (1951),
bahwa Ketuhanan adalah urat tunggang Pancasila. Dalam Pidato
Kelahiran Pancasila (Kusuma, 2009, him. 150-167; Soekarno,
1947; Yamin, 1971, him. 61-81), Soekarno meletakkan sila
Ketuhanan sebagai bagian paling pokok dan mendasar dari
Pancasila itu sendiri.

Abstraksi Pancasila ke dalam gagasan sosio-religiusitas,
sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi dilakukan oleh
Soekarno sebagai wacana pilihan untuk menjadi dasar negara
Indonesia merdeka. Abstraksi berikutnya adalah gagasan
Gotong-Royong, yang juga masih merupakan hasil sintesis dari
berbagai sistem kepercayaan, aliran filsafat, dan ideologi dunia.
Panitia Lima (1977) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta,
menerangkan adanya dua lapisan dasar negara. la
menyampaikan kedudukan sila Ketuhanan atau Sosio-
Religiusitas sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Adapun sila-sila lainnya berkedudukan sebagai
landasan politik Negara Republik Indonesia (Imadudin, 2023;
Latif, 2020).

Berdasarkan model Dialektika Hegelian (Ali, 2019; Hegel,
1977, 2001, 2010), sintesis berasal dari adanya suatu kontestasi
antara dua gagasan, aliran filsafat (atau pemikiran), dan/atau
teori, yang kemudian berkembang menjadi gagasan, aliran
filsafat atau teori baru. Dalam hal ini, Pancasila merupakan hasil
sintesis dari setidaknya tiga aliran ideologi yang berkontestasi
sepanjang paruh pertama Abad ke-20 di Indonesia. Sebagaimana
dibahas oleh Soekarno (1963), terdapat kelompok atau golongan
ideologi berbasis agama, kelompok ideologi berbasis paham
kebangsaan (nasionalisme), dan kelompok ideologi berbasis
paham internasionalisme atau sosialisme saat itu. Ketiga
golongan tersebut memiliki pandangan yang berbeda dan
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berlawanan satu sama lain, namun juga memiliki beberapa titik
temu. Nilai-nilai Pancasila disarikan dari bertemunya berbagai
sistem kepercayaan dan aliran filsafat/pemikiran tersebut (Adha
& Susanto, 2020; Imadudin, 2023; Kaelan, 2014; Latif, 2020).
Nilai-nilai inilah yang kemudian diharapkan oleh Soekarno,
Hatta, dan founding fathers, serta pejuang pergerakan
kemerdekaan lainnya, dapat menjadi pandangan hidup atau
pandangan dunia (worldview; Weltanschauung) bangsa
Indonesia. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila
diharapkan hadir di ranah empiris kehidupan nyata bangsa
Indonesia. Baik dalam lingkup politik praktis (seperti pemilu,
pengambilan kebijakan, hingga pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik), maupun dalam lingkup kehidupan sehari-hari
pada umumnya. Sila Ketuhanan mengandung nilai-nilai
kesalehan sosial, religiusitas, dan ketakwaan, dsb. yang
mendasari perilaku manusia Indonesia di hadapan dirinya
sendiri, di hadapan Tuhan, di ruang publik, dan sebagai bagian
dari ekosistem lingkungan tempat tinggalnya.

NILAI-NILAI PANCASILA: ANTARA IDEALITAS DAN
REALITAS

Dalam Pancasila, terkandung beberapa nilai fundamental,
sebagai suatu pandangan hidup atau pandangan dunia
(worldview; Weltanschauung). Nilai yang paling awal dan
menjadi inti dari Pancasila berasal dari sila pertama, yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
diterjemahkan sebagai sila atau butir Sosio-Religiusitas dalam
abstraksi pertama Pancasila, sebagaimana disampaikan dalam
Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Sila Ketuhanan
mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam konteks
individual, maupun dalam konteks kehidupan sosial manusia
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(Adha & Susanto, 2020; Imadudin, 2023; Kaelan, 2014; Latif,
2014, 2020).

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
menurut Pancasila amat berkaitan dengan nilai kesalehan sosial,
sebagai modal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang
harmonis. Negara Pancasila yang dicita-citakan membawa nilai
kesalehan sosial ini dalam rangka mewujudkan sebuah negara
kebangsaan yang multikultural, inklusif, dan toleran dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Latif, 2020;
Maarif, 2018; Siradj, 2018). Maka dari itu, nilai-nilai
selanjutnya adalah kemanusiaan, internasionalisme/sosialisme,
inklusivisme, nasionalisme, persatuan, solidaritas nasional,
demokrasi, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai
tersebut terkandung dalam keempat sila berikutnya dalam
Pancasila. Panitia Lima (1977) yang dipimpin oleh Hatta,
menyampaikan bagaimana korelasi dan korespondensi antara
gagasan Pancasila dengan kelima butir/sila, dengan kedua
abstraksinya yang dituturkan oleh Soekarno dalam Pidato
Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Dalam Uraian Pancasila yang
disusun bersama oleh Panitia Lima (1977), paham Gotong-
Royong sebagai abstraksi paling akhir dan paripurna dari
Pancasila dimaknai sebagai paham demokrasi yang
berlandaskan kepada nilai-nilai kekeluargaan, welas asih, dan
kesetaraan (persamaan hak). Uraian tersebut kemudian diikuti
oleh Latif (2020), sebagaimana juga oleh Kaelan (2014), serta
banyak sarjana lainnya.

Persoalan besar yang dihadapi Pancasila sebagai pandangan
hidup/dunia terletak pada implementasi praktisnya. Maraknya
money politics (Mietzner, 2010; Muhtadi, 2018; Pramono, 2019;
Tjandra, 2019), kampanye hitam dan kampanye negatif (Basya,
2019; Nubowo, 2020; Prayitno, 2018; Ramadhanil dkk., 2019;
Sebastian & Nubowo, 2019; Widyawati, 2014), hingga tindakan
intoleran dan ujaran kebencian (Basya, 2019; Budiman, 2021,
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Hadiz, 2016; Saputra & Sutiadi, 2020; Sebastian & Nubowo,
2019) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu;
semuanya menunjukkan adanya gejala degradasi moral di
kalangan anak bangsa. Hal-hal tersebut kontras dengan idealitas
yang dirumuskan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Fakta tersebut menunjukkan perlunya upaya bersama,
untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda,
serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung
sekumpulan  nilai yang dapat digali dalam upaya
menginterpretasikannya. Kontestasi gagasan dalam interpretasi
Pancasila tentu tidak dapat dihindarkan, karena sifat naturalnya.
Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat
digolongkan ke dalam dua lapisan dasar negara. Lapisan
pertama sebagai landasan bagi moralitas dan etika berbangsa,
serta lapisan kedua merupakan landasan kehidupan politik dan
bernegara.

Negara Pancasila berdiri atas dasar nilai-nilai kesalehan
sosial, yang berangkat dari keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Kesalehan sosial berkorespondensi
dengan nilai-nilai kasih sayang atau welas asih, kemanusiaan,
kesetaraan, persatuan, hingga demokrasi, kebijaksanaan, dan
keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
diharapkan mewujudkan praktik demokrasi yang bersifat
kekeluargaan, welas asih, dan beradab. Bukan demokrasi yang
berlandaskan kepada kebebasan tanpa batas, ataupun demokrasi
yang bertendensi totalitarian.

Pada tataran praktis, terdapat berbagai hambatan dan
tantangan bagi implementasi Pancasila secara utuh. Berbagai
penyakit sosial dan politik seperti suburnya oligarki, politik
uang, hingga penggunaan ujaran kebencian berdasarkan
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identitas etnik dan agama dalam kampanye pemilu; kesemuanya
menunjukkan besarnya hambatan dan tantangan yang dihadapi
untuk dapat mengimplementasikan Pancasila di ruang praksis.
Untuk memperbaiki situasi dan menjamin berjalannya
demokrasi Pancasila secara riil di dunia nyata, diperlukan kerja
keras dan kerja cerdas dari seluruh elemen anak bangsa. Tanpa
keterlibatan sektor publik, privat, dan masyarakat sipil yang
kooperatif dan terorganisasi, implementasi nilai-nilai Pancasila
sebagai pandangan hidup/dunia bangsa Indonesia, dapat
dipastikan tidak akan terwujud. Maka dari itu, perlu adanya
kesadaran bersama untuk adanya partisipasi menyeluruh dari
berbagai elemen anak bangsa dalam implementasi Pancasila.
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PENDAHULUAN

Dinamika ideologi Pancasila dan agama menjadi kajian
mendalam oleh berbagai pihak, khususnya bagi tokoh Islam di
Indonesia. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah menjadi salah satu contoh sikap yang dinamis.
Sebelum sekarang kedua organisasi tersebut sepakat bahwa
Pancasila adalah ideologi bangsa, telah terjadi pertentangan
pada masa-masa awal berdirinya negara Indonesia. Para tokoh
NU pada era Presiden Soekarno masih menganggap bahwa
islam sebagai landasan yang lebih komprehensif dibandingkan
Pancasila. Era Presiden Soeharto pertentangan terhadap
Pancasila ditunjukkan dengan afiliasi organisasi NU dengan
partai politik PPP, hingga pada tahun 1983 terselenggaranya
muktamar ke-22 NU di Situbondo dan diputuskan penerimaan
terhadap Pancasila. Sedangkan organisasi Muhammadiyah baru
resmi menerima Pancasila sebagai ideologi negara pada tahun
1985 (Fachrudin, 2017)

Kondisi yang dinamis di atas tidak otomatis merubah
dinamika pertentangan antara Pancasila dan agama. Munculnya
beberapa gerakan radikalisme dan ekstremisme yang mengarah
pada aksi teror di berbagai wilayah di Indonesia merupakan
indikasi belum selesainya pertentangan mengenai Pancasila dan
agama. Setidaknya enam aksi teror bom yang menyita perhatian
internasional, yakni peristiwva Bom Bali tahun 2002, Bom
Marriott dan Ritz Carlton tahun 2009, Bom Sarinah tahun 2016,
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Bom Gereja Surabaya tahun 2018, Bom Markas Polrestabes
Medan tahun 2019 (Wirachmi, 2023). Hal tersebut menjadi
perhatian Bersama bahwa dinamika Pancasila dan agama masih
menjadi isu yang memicu pertentangan.

Tidak hanya aksi teror yang menghantui perjalanan ideologi
Pancasila. Melainkan eksistensi organisasi islam yang terus
menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keselarasan antara
Pancasila dan agama. Pada kepemimpinan Presiden Joko
Widodo telah membubarkan dua organisasi Islam bernama HTI
dan FPI dengan alasan kedua organisasi islam tersebut tidak
berasaskan Pancasila dan UUD 1945 (Yahya & Erdianto, 2021).
Bahkan narasi yang popular tersebar di publik adalah semangat
organisasi dalam mendirikan negara islam.

Sensitivitas dinamika Pancasila dan agama tak pernah
padam. Hal tersebut terbukti ketika Kepala Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi mengeluarkan
pandangannya yang menyebut musuh terbesar Pancasila adalah
agama (Gunawan, 2020). Pernyataan ini kemudian memantik
perdebatan kembali atas Pancasila yang telah disepakati
bersama oleh pendiri bangsa dengan latar belakang yang
berbeda (Manggalatung, 2017).

Pernyataan yang dikeluarkan ketua BPIP mengenai
“Agama adalah musuh Pancasila” adalah respons atas
kekerasan di republik ini yang selalu mengatasnamakan agama,
meskipun alasan tersebut pun dipertanyakan oleh banyak pihak
kenapa disebut musuh (Fathani & Qodir, 2020). Apa yang
dialami oleh Ketua BPIP ini justru menegaskan bahwa ada yang
belum harmonis mengenai hubungan Pancasila dan agama.
Maka pembahasan mengenai Pancasila dan agama menjadi
penting untuk terus dikaji dalam berbagai perspektif dan
perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat Indonesia.
Masyarakat harus diajak terus berdialog untuk mendalami
bagaimana sejatinya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam
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kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai agama
dalam kedudukan, keselarasan, dan harmonisasinya sebagai
landasan dasar warga negara.

Kedudukan, keselarasan, dan harmonisasi dua konsep
antara negara dan agama ditempatkan pada diskusi dan kajian
yang memberi manfaat kepada setiap orang untuk tidak terjebak
pada orang hanya bisa menjadi warga negara yang baik, tidak
harus menjadi taat beragama. Begitu juga sebaliknya, jangan
sampai muncul narasi bahwa menjadi orang yang taat beragama,
tidak cocok menjadi warga negara yang baik. Pembahasan
mengenai kedudukan, keselarasan, dan harmonisasi sebagai
upaya untuk memantik kedua konsep tersebut memperkuat
Pancasila sebagai ideologi bangsa.

KEDUDUKAN PANCASILA DAN AGAMA DALAM
BERBANGSA DAN BERNEGARA

Tidak adanya pemisahan antara agama dan negara dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan BAB
Xl Undang-Undang Dasar 1945 tentang Agama, tentunya
selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Perdebatan
dukungan dan penolakan keselarasan antara agama dan negara
disebabkan agama sering digunakan untuk melakukan tindakan
yang berseberangan dengan pemerintahan  atau sebaliknya.
Negara dalam perspektif Islam (Al-Mawardi, 1950) dijelaskan
sebagai pemerintahan yang di dalam negara terdapat agama
yang dijunjung tinggi, di dalam negara terdapat penguasa yang
berwibawa, dan dalam negara harus ada aspek keadilan,
keamanan, generasi, lalu harus terpenuhinya kebutuhan
masyarakat yang semuanya merupakan ajaran agama.

Agama menjadi salah satu unsur terpenting dalam negara.
Keselarasan agama dengan negara dipahami memiliki kaitan
sangat erat dan saling terhubung dalam berbagai aspek.
Bagi kalangan akademis di Indonesia terjadi kesepakatan
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bahwa agama memiliki fungsi  sebagai  pembimbing dan
pemberi petunjuk pada manusia dalam menjalankan kehidupan,
dan melalui fungsi tersebut maka tujuan  pokok agama
mengandung unsur keselamatan dan kesejahteraan serta
menghasilkan kedamaian bagi pemeluknya (Ishak, 2014).
Pemaknaan pada pola keselarasan agama dan negara melalui
pendekatan Islam pada dasarnya tidak bertujuan sebagai upaya
mendirikan negara agama atau negara Islam, melainkan
berfungsi mengisi ruang-ruang agama yang lebih aplikatif dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara (Hasan, 2015).

Analisis bentuk hubungan agama dan negara telah
menjadi fakta sejarah bahwa kajian tersebut berlangsung sejak
abad pertengahan. Bahkan dalam wawasan politik  dan
ketatanegaraan Islam atau Figh Siyasah menyebut hubungan
agama dan  negara memiliki tiga paradigma (Syamsudin,
2000). Pertama, keduanya menjadi satu kesatuan dan tidak
dapat dipisahkan, khususnya negara sebagai lembaga politik
dan keagamaan sekaligus. Kedaulatan Ilahi (Divine
Sovereignty) menjadi dasar berjalannya pemerintahan. Beberapa
tokoh Islam antara lain, Abu La’la Al-Maududi, Hasan Al-
Banna, dan Sayyid Qutb meyakini bahwa Tuhanlah yang
melahirkan kedaulatan dalam bernegara. Kedua, adanya
hubungan Simbiotik-Interpenden dalam agama dan negara.
Perkembangan ajaran agama memerlukan  Lembaga bernama
negara. Sebaliknya negara dapat menemukan kerangka etika
dan moral karena berkembangnya agama. Hal ini disepakati oleh
Mohammed Husein Haikal, Qamaruddin Khan, Al-Mawardi,
dan Fazlur Rahman. Ketiga, adanya hubungan yang bersifat
sekularistik dalam agama dan negara. Pada paradigma ini
menolak hubungan timbal balik antara agama dan negara.
Pandangan ini menilai kedua pemaknaan tentang agama dan
negara sesuatu yang terpisah dan tidak dapat dihubungkan satu
sama lain. Sehingga pada ketiga paradigma tersebut terdapat
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perbedaan dan analisis dalam memahami sebuah realitas
kaitannya agama dan negara. Pada bagian ini mempengaruhi
eksistensi sistem tata negara sekarang (Fathani & Qodir, 2020).

Max Weber memiliki penjelasan mengenai kekuasaan bisa
berjalan dengan stabil apabila kondisi agama dan negara serta
ekonomi saling berhubungan. Agama dan negara tidak bisa
dilepaskan dari politik dan hukum di sebuah negara. Menurut
Mahfud (2017), hukum menjadi alat untuk mewujudkan cita-
cita bangsa dan tujuan bernegara, maka dalam melaksanakan
rangkaian tersebut berorientasi pada upaya diperhatikannya
politik hukum dan reaksi dari hukum tersebut. Sehingga relasi
agama dan negara menjadi semakin harmonis dan bisa
berdampingan dalam mewujudkan tujuan negara.

Kedudukan Agama yang fundamental sebagai prinsip untuk
mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat dengan berbagali
peraturannya menjadi pergerakan yang vital dan menghadirkan
kepercayaan diri dalam membentuk ideologi. Sedangkan
Pancasila sebagai ideologi merupakan nilai-nilai luhur yang
diperoleh dari budaya bangsa dan memiliki nilai fundamental
yang diakui secara umum dan tidak akan berubah (Octavian,
2018). Nilai religius berkedudukan sebagai staats fundamental
norm, memiliki arti bahwa norma tersebut merupakan hukum
tertinggi yang berkarakter presupposed dan membentuk
landasan filosofis dengan kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan
negara berdasarkan pembukaan UUD 1945. Hal itulah yang
mendasari kemerdekaan Indonesia sesuai alinea ketiga sebagai
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Kedudukan agama dalam fungsinya sebagai pendorong
untuk  mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dengan
menjadikan ajaran agama sebagai landasan dalam bergerak
mengikrarkan pernyataan kemerdekaan. Ajaran Agama yang
digunakan sebagai landasan merespon pernyataan kemerdekaan
telah menjadikannya dasar dan landasan untuk menentukan
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Dasar Negara yang disebut Pancasila. Konteks pada pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, tanpa agama maka Dasar Negara
juga tidak dapat ditetapkan. Hal tersebut berkenaan karena
ajaran Agama menjadi salah satu alasan dari dideklarasikan
kemerdekaan Indonesia. Akhirnya agama memiliki peran
fundamental selain alasan filosofis. Berbagai kondisi tersebutlah
yang akhirnya memunculkan kalimat “Atas Berkat Rahmat
Allah Yang Maha Kuasa” pada alenia tiga di pembukaan UUD
1945 (Nahuddin & Prastyo, 2020).

Agama sebagai ajaran Tuhan kemudian tercermin dalam
Sila Pertama Pancasila termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara
(Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ketentuan tersebut melegitimasi bahwa kehidupan bernegara
dan terlaksananya pemerintahan harus sesuai dengan ajaran
Agama. Sifat religius multikulturalisme menjadi gambaran
bahwa Sila Pertama Pancasila menjadi bagian inti sebuah
gagasan hubungan agama dan negara.

Maka apabila ada yang berpendapat bahwa cukup dengan
ekasila, hal tersebut sejatinya pandangan bahwa Sila Ke-2
sampai dengan Sila Ke-5 sebenarnya terwakili dengan adanya
Sila Pertama Pancasila. Keistimewaan dan pengaturan mengenai
Agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa ditemui dalam
penjabaran Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 28 E ayat (1), Pasal
22D ayat (2) dan (3), Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal
29 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (3),dan (5), pada pokoknya
memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dan berjanji atas
nama agama sebelum memangku jabatan.

2. Setiap warga negara berhak memeluk agama sebagai entitas
nonfisik secara konstitusional.

3. Rancangan Undang-undang berpedoman pada agama.
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4. Agama termuat dalam hak asasi manusia berdasarkan
undang-undang.

5. Hak dan kebebasan konstitusional memasukkan dan
mempertimbangkan komponen nilai-nilai Agama.

6. Ajaran Agama sebagai dasar negara.

7. Jaminan konstitusional atas kemerdekaan setiap warga
negara untuk memeluk agamanya.

8. Agama menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan
pendidikan nasional.

9. Nilai-nilai agama dijunjung tinggi dalam memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pada kondisi di atas, maka kedudukan Pancasila dan agama
bukanlah posisi yang saling mengalahkan aau lebih unggul,
melainkan kedudukan yang saling menguatkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Tidak ada posisi yang saling merasa
unggul atau dinomorduakan. Selayaknya mendudukkan
keduanya dalam kerangka kehidupan satu tubuh manusia. Satu
sisi menjawab kebutuhan jasmani, satu sisi menjawab kebutuhan
jiwa.

KESELARASAN PANCASILA DAN AGAMA SEBAGAI
LANDASAN DASAR

Pertentangan Pancasila dan agama harus mulai diurai pada
aspek nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apalagi bagi
agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.
Apabila Pancasila tidak mampu diselaraskan nilai-nilainya
dalam kajian agama Islam, maka akan terus menemui
pertentangan. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam
ideologi Pancasila selaras dengan Al-quran surat Al-Ikhlas ayat
1 yang menyebut ke-Esa-an Allah. Kedua, sila kemanusiaan dan
keadilan sosial selaras dengan Al-quran surat An-Nisa ayat 58
tentang kepemimpinan yang adil. Ketiga, sila persatuan selaras
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dengan Al-quran surat Al-Hujarat ayat 13 tentang pentingnya
menyadari fakta perbedaan sebagai jalan untung saling
mengenal. Keempat, sila permusyawaratan perwakilan selaras
dengan Al-quran surat Ali-Imran ayat 159 tentang segala
pengambilan keputusan perlu dimusyawarahkan (Nurdin &
Zulaiha, 2020).

Pemahaman mengenai Tuhan adalah unsur yang penting
bagi seorang muslim. Ajaran Islam membawa doktrin ke-Esa-an
Tuhan dengan dijabarkan maksud ajaran tauhid secara akal.
Mazhab Asy’ariyah menjadi salah satu ilmu kalam secara logis
menyebutkan bahwa harus ada Tuhan Yang Esa. Pemaknaan
Tuhan telah mengantarkan ulama kepada pemahaman bahwa
Tuhan adalah wujud hakiki. Al-Ghazali melalui bukunya “/Aya’
Ulum al-Din” menjelaskan bahwa tauhid mempunyai empat
tingkatan. Pertama, adanya pengakuan terhadap ke-Esa-an
Tuhan melalui lisan. Kedua, meyakini ke-Esa-an Tuhan dengan
sungguh-sungguh layaknya sebagian besar masyarakat awam.
Ketiga, bersaksi terhadap ke-Esa-an Tuhan melalui usaha
menemukan kebenaran cahaya ilahi. Keempat, tidak melihat
eksistensi lain kecuali ke-Esa-an Tuhan itu sendiri (Khotimah,
2020).

Egalitarianisme dijunjung tinggi dalam ajaran Islam melalui
konsep terbuka terhadap solidaritas dan ikatan sosial. Eksistensi
manusia sebagai makhluk hidup diakui dalam Islam, seperti hak
mendapatkan kesehatan, pakaian, makanan, tempat tinggal serta
kegiatan bersosial yang diperlukan dengan menjunjung tinggi
perbedaan latar belakang. Ditekankan juga dalam Islam terhadap
hak jaminan sosial ketika mengalami kemalangan tidak bekerja,
cacat, sakit, perceraian, dan kekurangan lainnya. Terwujudnya
ikatan sosial dengan standar hidup pola membentuk tatanan
sosial dapat dilakukan dengan saling memelihara secara kuat
hubungan sosial. Muara dari semua itu menjadikan spirit islam
yang Dbertanggung jawab dan saling berkorban hingga
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terwujudnya masyarakat yang saling tolong menolong, gotong
royong, dan berbagi.

Spirit Islam di atas menegaskan apa yang dipahami oleh
bangsa Indonesia dengan nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Karena nilai tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa
bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Konsep
persatuan yang didasarkan pada persamaan nasib. Makna
persatuan mengandung arti terbentuknya keragaman yang
kemudian dikenal dengan semboyan bhineka tunggal ika.
Semboyan yang dimaksud adalah keberagaman latar belakang
sosial, politik,, agama, suku bangsa, budaya dan ideologi yang
tersebar di Indonesia. Pandangan Islam mengenai konsep
keberagaman tidak hanya pada tafsir atau hasil ijtihad para
ulama, melainkan bersumber langsung dari Kkitab suci.
Keberagaman tersebut tidak hanya dijadikan fitrah, melainkan
diupayakan dalam persatuan. Misalnya ayat al-quran
menyebutkan “dan umat manusia adalah umat yang satu” (QS.
al-Bagarah: 213) dan “semua Muslim adalah bersaudara” (QS.
Yunus : 4). Dua contoh tersebut menjadi gambaran bahwa
antara ayat pertama dan kedua menjelaskan mengenai konsep
bernegara dan agama. Satu sisi Islam mengenal saudara sesama
manusia, satu sisi mengenal saudara sesama umat Islam.

Keselarasan Pancasila dan Agama Islam dapat dijelaskan
dalam perspektif sejarah. Situasi yang ada dalam bangsa
Indonesia menunjukkan kesesuaian dengan situasi pada Kota
Madinah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Prinsip
ketuhanan ditampilkan dalam nuansa bahwa Kota Madinah
terdapat multi-agama yang eksis dan mampu hidup
berdampingan. Nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan menjadi
implementasi kehidupan masyarakat Kota Madinah. Kemudian
inilah yang melatarbelakangi Nabi Muhammad SAW membuat
Piagam Madinah (Tsoraya, Asbari, & Santoso, 2023).
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Konsep keselarasan Negara dan Agama juga ditunjukkan
dalam Agama Kristen. Gereja sebagai bagian integral warga
negara Indonesia memiliki panggilan untuk mencintai
negara. Komitmen Gereja direalisasikan melalui kehadiran
karyanya yang konkret di tengah-tengah masyarakat demi
menjaga, memelihara dan membangun bangsanya. Bagi
Gereja, Indonesia dipahami sebagai anugerah Tuhan bagi setiap
penduduknya, dengan segala keberagaman, baik suku, budaya
maupun bahasa, dan agama, termasuk di dalamnya gereja, ini
yang bisa dijumpai di STT Bethel Indonesia (Pakpahan, dkk,
2021).

Gereja Bethel dalam konteks mengimplementasikan
Pancasila relevan dan bisa menjadi model dalam
mengamalkan  nilai-nilai Pancasila di lingkungannya yang
terdiri dari berbagai lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA,dan
STT Bethel), sehingga Pancasila bisa diimplementasikan secara
khusus oleh warga Bethel, dan secara umum oleh seluruh
lapisan masyarakat dalam menjalankan tugas  dan
kewajibannya. Keberagaman dalam lembaga pendidikan Bethel
bisa menjadi nilai dasar kehidupan bersama yang satukan dalam
implementasi sila demi sila, diaplikasikan dalam realitas hidup
sehari-hari bersama warga bangsa lainnya.

Ajaran Ketuhanan Kristen mendorong penerapan nilai-nilai
Pancasila dalam hidup warga gereja yang tidak memiliki
pertentangan dalam kedudukannya sebagai warga negara, justru
elemen yang penting dan relevan dalam kedudukannya sebagai
warga negara. Ada namanya teologi praksis sebagai kerangka
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada ajaran yang
menyebut bahwa Tuhan memberi kuasa kepada manusia atas
alam semesta untuk dikelola dan diusahakan. Bumi
diamanahkan kepada manusia untuk dieksplorasi dan
dilestarikan demi keberlangsungan hidupnya. Pada bagian inilah
providensia Allah disampaikan, yang memungkinkan manusia
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mengembangkan segala intelegensinya supaya berkarya dengan
maksimal dalam dunia ciptaan-Nya (Pakpahan, dkk, 2021).
Apalagi dalam ajaran Hindu, terdapat ajaran yang menjelaskan
eksistensi Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan
keadilan sosial (Joyo, 2017). Maka keterkaitan tersebut secara
implisit sedang membangun kerangka keselarasan negara dan

agama.
Agama Buddha memiliki sikap toleran kepada agama lain,
melalui teladan tokoh Upali yang berpindah keyakinan

menjadi murid Buddha. Sang Buddha menekankan kepada Upali
supaya tetap menghargai, sekaligus tidak mencela agama
yang dianut sebelumnya. Melengkapi cerita tentang ajaran
Buddha, hal yang sama pun diajarkan oleh agama Konghucu
mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Nabi Kongzi
mengajarkan umatnya untuk tidak mengungguli siapa pun.
Pada Kitab Si Shu (Su Si) dijelaskan supaya jangan
merendahkan umat lain demi menjunjung tinggi martabat
dan keluhuran agama Konghucu. Pesan tersebut sejatinya
agama Konghucu sedang menanamkan nilai bahwa Tuhan yang
memberikan kemerdekaan, oleh sebab itu harus dijaga
(Aritonang, 2021).

Berdasarkan rangkaian penjelasan dari berbagai perspektif
agama Yyang dianut di Indonesia, semakin mengikis
pertentangan Pancasila dan agama. Prinsip-prinsip yang ada
dalam Pancasila merupakan upaya yang berkaitan dengan
prinsip dan pengamalan agama. Nilai Ketuhanan nyatanya
mampu dipahami dengan baik masing-masing ajaran Agama.
Sehingga apabila kehidupan beragama dijalankan dan berjalan
dengan maksimal, maka secara bersamaan telah dijalankannya
dan berjalannya nilai-nilai Pancasila. Berbagai tantangan tafsir
agama yang tekstual harus terus dijelaskan ke dalam konteks
kebangsaan. Supaya kajian tentang agama berada pada kajian
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yang komprehensif memuat nilai-nilai dasar manusia sebagai
makhluk berbangsa.

HARMONISASI PANCASILA DAN AGAMA DALAM
MEWUJUDKAN KETAHANAN IDEOLOGI

Pasca mengkaji kedudukan dan keselarasan Pancasila
dengan agama, maka langkah selanjutnya adalah menjadikan
keduanya harmonis. Makna harmonis ini harus tercermin dalam
segala aspek kehidupan warga negaranya. Apalagi di era media
digital sekarang, tantangannya tidak hanya bagaimana
menjadikan dua landasan tersebut bisa diterima, melainkan bisa
diinterpretasikan dengan baik dalam segala kondisi, terutama
perbincangan di media sosial. Warga negara di era digital perlu
terus diingatkan bahwa apa pun yang dibagikan di media sosial
tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila dan agama.

Eksistensi agama sebagai pedoman hidup yang berkaitan
dengan hubungan vertikal memiliki posisi yang sama penting
dalam kaitannya menjaga kerekatan manusia sebagai warga
negara. Apalagi Al-quran dan Hadits tidak membatasi kondisi
tertentu mengenai bagaimana posisi umat Islam dalam bentuk
negara. Selayaknya teknis dan penyelenggaraan negara, dikelola
kepada manusia dengan berpedoman kepada Al-quran yang
sudah dikaji secara implementatif oleh para ulama. Sebab pada
prinsipnya agama islam tidak pernah menjadikan negara
sebagai tujuan (Irwansyah, Sidik, & Sibawaih, 2022). Namun
negara kedudukannya sebagai jalan untuk menginternalisasikan
ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat
beragama bisa menjalankan agama dengan penuh kedamaian
meskipun tata kelola negara berdasarkan kesepakatan bersama.
Maka sebuah keputusan yang tepat para pendiri  Negara
Indonesia dengan membuat satu nilai universal bernama
pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.
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Tokoh-tokoh bangsa melalui  kompetensi ilmu yang
dimiliki telah melakukan  berbagai  kajian  dan analisis
yang  tajam. Tentu dapat dikatakan bahwa Pancasila
merupakan dari ijtihad yang dilakukan oleh para tokoh
kebanggaan Indonesia. Dan yang terlibat juga para tokoh agama
yang sudah mempelajari berbagai tafsir ajaran agama Islam.
Pemilihan pancasila sebagai dasar negara telah berupaya
menyatukan beragam nilai yang diyakini banyak kalangan, tidak
melahirkan kekecewaan dan bahkan perasaan terdiskriminasi.
Oleh sebab itu tidak  mengherankan kalau kehadiran pancasila
benar-benar memiliki ruh kekuatan yang berkelanjutan dan
tidak lekang oleh berbagai tantangan masa depan bangsa.

Hampir 79 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu
pula Pancasila tetap menjadi petunjuk arah setia merawat rute
dan arah perjalanan negara Indonesia. Berjalannya kehidupan
bangsa dan negara Indonesia dengan kurun waktu tersebut,
telah membuktikan bahwa pancasila terpercaya memiliki ruh
yang militan menghadapi kompleksnya segala tantangan dan
ancaman. Adapun hal-hal yang fundamental dijadikan telaah
dan pemahaman konsep negara pancasila di Indonesia
sekarang. Hal tersebut bisa diamati dari prinsip-prinsip paling
mendasar dalam menginternalisasikan pada penyelenggaraan
sistem ketatanegaraan. Melalui  prinsip-prinsip tersebut sistem
ketatanegaraan Indonesia dijalankan demi mewujudkan cita-
cita kemerdekaan.

Esensi ajaran Islam mencakup dua hal yakni ‘Hablum
Minallah’ dan ‘Hablum Minannas’. Esensi tersebut menjadikan
Islam sebagai agama paripurna. Seperti yang disebutkan di
atas bahwa agama islam merupakan agama paripurna.
Maka nilai-nilai ajaran terbangun dalam Islam menghimpun
segala aspek kehidupan, baik untuk akhirat maupun untuk
dunia. Mendiskusikan tentang Islam, tidak bisa dilepaskan dari
Al-Quran maupun Hadits sebagai  sumber dalam menjalankan
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nilai-nilai ajarannya. Dalam menyebarkan ajaran kecintaan
terhadap Negara misalnya, bisa dilihat bagaimana disebutkan di
dalam Al-Quran dan hadits. Maka tentu tidak terlewatkan
membahas bagaimana membangun kehidupan bernegara.
Konsep Negara pancasila menjadi salah satu produk yang telah
melalui usaha ijtihad yang dilakukan oleh ulama dan tokoh
bangsa Indonesia. Setelah dilakukannya telaah dan pengkajian
secara  mendalam, seperti  yang diutarakan  diuraikan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Negara pancasila
yang diterapkan di Indonesia, tidak bertentangan dengan nilai-
nilai islam. Bertolak dari pada itu, dalam ajaran agama islam
juga terdapat perintah untuk menumbuhkan rasa cinta
terhadap negara.

Piagam Madinah menjadi contoh nyata bagaimana Nabi
Muhammad SAW mengimplementasikan konsep bernegara.
Oleh sebab itu, maka ummat islam juga sejatinya melakukan
hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW. Upaya fundamental untuk menumbuhkan
rasa cinta terhadap negara bisa dilakukan mulai dari keluarga
dan forum-forum kajian agama. Perasaan cinta tanah air tidak
boleh dilepaskan dari pemahaman yang mendalam mengenai
ajaran agama yang diyakini sebagai pedoman individu dengan
Allah Swt. Apabila setiap individu menjaga ketaatan beragama,
secara bersamaan timbul komitmen untuk mencintai tanah air.
Tentunya ini merupakan tugas seluruh komponen rakyat
Indonesia tercinta.

Apabila harmonisasi Pancasila dan agama terus dilakukan
oleh berbagai pihak, maka capaianna adalah ketahanan ideologi
negara. Karena konsep ketahanan ideologi adalah kondisi
mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan
kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan
untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan
nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing
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serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
(Sadewo & Purnasari, 2020). Agama-agama yang telah eksis di
Indonesia secara keseluruhan telah mampu diterima sebagai
pedoman dasar hubungan individu dengan Tuhan. Maka tidak
ada pilihan lain bahwa warga negara yang taat menjalankan
agamanya adalah warga negara yang ideologi bangsanya ikut
tangguh dari ancaman-ancaman dari luar.

KESIMPULAN

Kajian mengenai Pancasila dan agama akan terus
berkembang sesuai dengan dinamika yang ada dalam
masyarakat berbangsa dan bernegara. Dinamisnya interpretasi
mengenai pertentangan dan hubungan antara Pancasila dan
agama perlu dirawat dalam semangat bahwa keduanya
merupakan nilai-nilai yang baik dan mendasar yang harus
dimiliki oleh warga negara. Kedewasaan setiap pemeluk agama
dalam mendudukkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasi
ajaran agama dengan Pancasila menjadi langkah yang
bermanfaat bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara.
Semakin banyaknya upaya untuk terus menerjemahkan ajaran
agama dan Pancasila yang saling mendukung sebagai dasar nilai
dan pedoman hidup tentu akan memperkaya literasi warga
negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selalu ada titik
temu yang semestinya dikampanyekan oleh semua pihak,
terutama orang-orang yang memiliki pengaruh besar di
masyarakat supaya terbentuknya ketahanan ideologi bangsa.
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PENDAHULUAN

Pancasila dapat dikatakan sebagai falsafah bangsa Indonesia
yang di dalamnya mengandung berbagai pengertian dari hasil
kontemplasi the founding fathers saat berupaya mendalami nilai-
nilai dasar dan merumuskan dasar negara Republik Indonesia
(Waruwu et al., 2023). Hasil dari kontemplasi tersebut
menghasilkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia
(Windari & Aziz, 2021). Prinsip yang terkandung di dalam sila-
sila Pancasila merupakan inherensi logis pada bagian-bagian
yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya (Pangestu,
2022). Nilai-nilai tersebut berbasiskan skala horizontal dan
vertikal, sehingga Pancasila memiliki distingsi dengan sistem
falsafah lainnya seperti rasionalisme, idealisme, komunisme,
materialisme, dan lain sebagainya (Ramdhani, 2021).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dapat
digunakan sebagai falsafah hidup bangsa maupun jati diri
bangsa dalam memberikan identitas dan integritasnya dalam
menghadapi peradaban dunia, yang dewasa ini berkembang kian
eksponensial (Aristiawan et al.,, 2023). Urgensi Pancasila
sebagai sistem filsafat menjelaskan makna epistemologi yang
diantaranya (1) Memberikan pertanggungjawaban rasional dan
mendasar  sebagai  prinsip-prinsip  ilmu  politik;  (2)
Menginterpretasikan operasional dalam bidang-bidang kajian
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ilmu yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara; (3)
Menciptakan dialektika dengan berbagai perspektif baru dalam
dialog pada kehidupan berbangsa dan bernegara; dan (4)
Menjadikan kerangka evaluasi terhadap segala macam kegiatan
yang terkoneksi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara
(Prasetyo & Hastangka, 2020).

Problematika yang mencuat pada sumber pengetahuan
terhadap pancasila adalah asal usul sumber pengetahuan yang
menyangkut paham empirisme, rasionalisme, koherensi logis
terhadap kebenaran teori yang diterapkan, korespondensi dan
hal-hal yang pragmatis pada pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut merupakan persoalan
yang secara eksplisit bersumber dan dapat ditinjau melalui
epistemologi pancasila (Surajiyo, 2021). Pancasila yang
merupakan falsafah negara harus dapat diketahui oleh seluruh
warga negara Indonesia agar dapat saling menghargai dan
menjaga serta menjalankan apa yang telah diperjuangkan oleh
para pendahulu bangsa (Syuhada, 2021). Dengan demikian,
pancasila yang sebagai dasar negara dapat meminimalisir
bahkan mengeliminasi setiap keraguan yang ada pada semua lini
guna dapat bersatu memperkuat persatuan dan kesatuan negara
Republik Indonesia.

Filsafat pancasila memuat perspektif dan pemikiran yang
substansial terhadap isi dalam pembentukan ideologi pancasila
(Umarhadi, 2022). Pancasila dapat dikatakan ekuivalen dengan
filsafat khususnya epistemologi dikarenakan dihasilkan dengan
kontemplasi dan internalisasi oleh para pendiri bangsa yang
memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai hakikat dari
pancasila (Pristiwiyanto, 2021). Selain itu pancasila merupakan
suatu sistem yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1)
Suatu kesatuan yang memiliki bagian-bagian di dalamnya; (2)
Bagian di dalam sistem tersebut otonom, namun inter-
connected; (3) Secara holistik bertujuan untuk mencapai tujuan

150



dari sistem yang dirancang; dan (4) Sistem yang dirancang
terdapat pada lingkup yang tidak sederhana. Dengan ketidak
sederhanaan yang ada maka diperlukan kontemplasi yang tajam
dan internalisasi yang mendalam.

Sehingga dari suatu sistem tersebut pancasila merupakan
satu kesatuan terhadap bagian-bagian yang ada, kendati setiap
pancasila fungsional secara otonom, namun setiap silanya tidak
dapat berdiri sendiri dan tidak bertentangan antara satu dengan
yang lainnya (Sabarudin et al., 2023). Kemudian secara
komprehensif sila pancasila tersebut merupakan kesatuan yang
tersistematis atau dengan kata lain majemuk tunggal. Pancasila
bila dikaitkan dengan filsafat maka tidak lepas dari apa yang
dinamakan sebagai epistemologi, dengannya kita dapat
mengetahui dari mana asal-usul atau sumber pengetahuan itu
ada. Namun filsafat sendiri tidak hanya mengkaji epistemologi
sebagai dasar dari pemerolehan ilmu pengetahuan. Filsafat
meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mana
ketiga kajian tersebut dapat dikatakan sebagai makrokosmos di
dalam filsafat (Surono et al., 2021). Dengan demikian kebenaran
pancasila tidak hanya ditujukan kepada bangsa Indonesia,
namun pada seluruh manusia secara universal.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dasar negara secara etimologis maknanya ekuivalen dengan
nilai dan norma, cita-cita negara, maupun dasar filsafat negara.
Sehingga banyak sekali istilah dalam mengungkapkan dasar
negara itu sendiri, maka tidak terkesan eksentrik apabila dasar
negara bersifat universal, dikarenakan setiap negara memiliki
apa yang disebut sebagai dasar negara. Dasar negara secara
terminologi dapat diartikan sebagai landasan di dalam
membentuk dan penyelenggaraan negara, sehingga dasar negara
sebagai sumber dari segala sumber hukum. Terdapat diferensiasi
akan kedudukan peraturan dasar negara dengan peraturan
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perundang-undangan, karena dasar negara yang menjadi sumber
dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kemudian implikasi dari kedudukan dasar negara dengan
undang-undang terletak pada permanen tidaknya kedudukan
tersebut berlangsung. Undang-undang dapat dikatakan bersifat
temporer ataupun fleksibel, dikarenakan undang-undang dapat
direvisi maupun diubah mengingat perkembangan zaman yang
kian berkembang. Perkembangan zaman yang menuntut undang-
undang tersebut untuk disesuaikan dan dikaji kembali
koherensinya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan
zaman yang ada. Sedangkan dasar negara sudah dapat dipastikan
tidak bersifat temporer, melainkan permanen. Sehingga dasar
negara merupakan norma dasar yang menjadi sumber dari segala
sumber hukum sekaligus cta hukum, baik tertulis maupun tidak
tertulis.

Cita hukum tersebut yang sebagai role model dalam
mengarahkan hukum pada tujuan bersama dan merefleksikan
egalitarianisme di dalam kepentingan antara sesama warga
negara. Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan makna
bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila harus
menjadi  pedoman dan landasan dalam  membentuk
penyelenggaraan negara, yang di dalamnya memuat peraturan
perundang-undangan. Dengan kata lain, di dalam
penyelenggaraan negara, pemerintah harus sesuai dengan
perundang-undangan yang merefleksikan nilai-nilai yang
terkandung pada Pancasila. Dikarenakan apabila peraturan
perundang-undangan dapat dijalankan oleh setiap lini warga
negara dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka tak dapat
dielakan bahwa akan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara
secara gradual untuk tiba pada ekuilibrasi.
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LANDASAN EPISTEMOLOGI PANCASILA

Epistemologi  merupakan  cabang  filsafat  yang
menginvestigasi mengenai hakikat, parameter, dan landasan
validitas pengetahuan (Endraswara, 2021; Husaini, 2020;
Rahman, 2020). Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari
aktivitas internal yang dikorelasikan antara subjek yang sadar
dengan objek hasil dari aktivitas kesadaran. Apabila
disimplifikasi maka terdapat korelasi antara subjek dan objek
yang hendak dikenal. Epistemologi mengkaji mengenai sumber
dari mana pengetahuan itu berasal dan apa yang diyakini sebagai
kebenaran. Kebenaran di dalam pengetahuan sendiri dapat
dilihat dari berbagai aliran yang ada, dan setiap aliran dari
pengetahuan itu berasal tentunya akan berbeda pandangan antara
satu dengan yang lainnya. Aliran epistemologi pada Pancasila
lebih mengacu kepada rasionalisme dan empirisme (Santoso &
Habib, 2023).

Aliran  rasionalisme  berpendapat bahwa  sumber
pengetahuan hanya dapat dipercaya apabila bersumber dari rasio
manusia. Karena akal sendiri yang digunakan oleh semua
pengetahuan ilmiah untuk mendapatkan konklusi yang dapat
dipercaya. Sehingga metode yang sering kali dipakai pada aliran
ini adalah deduktif dengan kajian ilmu pasti untuk memperoleh
pengetahuannya. Sumber dari ide di dalam diri manusia dapat
diklasifikasikan menjadi ide bawaan yang dibawa oleh manusia
sejak lahir, ide yang berasal dari faktor eksternal, dan ide yang
diperoleh melalui intuisi internal. Sedangkan aliran empirisme
lebih menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, baik
pengalaman batiniah maupun pengalaman lahiriah. Pada aliran
ini akal dipandang sebagai alat untuk meregulasi pengetahuan
yang diperoleh berdasarkan pengalaman empiris, tidak sebagai
sumber vital di dalam pemerolehan pengetahuan. Oleh
karenanya pada aliran empirisme metode pemerolehan
pengetahuan menggunakan metode induktif.
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Epistemologi  dimaksudkan untuk mencari  sumber
pengetahuan dan kebenaran dari yang terkandung di dalam
Pancasila. Pengetahuan empiris pada Pancasila merupakan hasil
refleksi dari warga negara Indonesia berdasarkan warisan
budaya yang ada sejak lahir. Dengannya bangasa Inndonesia
sejak dahulu berupaya untuk mengekuilibrasi semua unsur
kemanuasiaan dalam manifestasi berketuhanan,
berkemanuasiaan, persatuan, kekeluargaan (kerakyatan), dan
berkeadilan, yang mana seluruhnya menjadi dasar dari rumusan
Pancasila. Pengetahuan rasionalisme pada Pancasila merupakan
hasil kontemplasi dan internalisasi dari pada the founding
fathers untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam
bernegara. Sehingga inti dari kehidupan bangsa Indonesia dalam
bernegara juga secara secara general memuat sifat hakikat
manusia yang terdiri dari berketuhanan, berkemanuasiaan,
persatuan, kekeluargaan (kerakyatan), dan berkeadilan, yang
mana kelima hal tersebut menjadi hakikat yang inheren di dalam
diri manusia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara.

Kemudian kebenaran dari Pancasila dapat ditemukan pada
teori-teori kebenaran di dalam pengetahuan yang diantaranya
teori  koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Teori
kebenaran koherensi berpandangan bahwa pernyataan yang
dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat konsisten dengan
pernyataan sebelumnya yang dianggap benar pula. Pada teori
kebenaran korespondensi berpandangan bahwa pernyataan yang
dianggap benar apabila materi dari pengetahuan yang
terkandung dari pernyataan tersebut memiliki korelasi dengan
objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sedangkan teori
kebenaran pragmatis berpandangan bahwa kebenaran dapat
diukur dengan kriteria proposisi tersebut fungsional tidaknya
terhadap kehidupan praktis yang dengan kata lain dapat
disimplifikasi sebagaimana untuk memudahkan kehidupan
sehari-hari di lingkungan masyarakat.
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Gambar 10.1. Teori Kebenaran Pancasila

Secara esensial, epistemologi pancasila hakikatnya inheren
dengan dasar filosofi pada ranah ontologisnya, sehingga dasar
dari epistemologi yang terdapat pada pancasila sangat korelatif
dengan konsep mendasar mengenai hakikat manusia secara
general. Pancasila yang merupakan objek dari pengetahuan pada
hakikatnya meliputi problematika dari sumber dan susunan
pengetahuan pada pancasila. Sumber pengetahuan pancasila
meliputi eksistensi nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia
dan nilai-nilai tersebut kausa materialistik terhadap pancasila.
Sedangkan susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan
dimaksudkan terhadap pancasila yang memiliki susunan bersifat
formal logis, baik dari susunan sila-sila hingga isi dari arti yang
terdapat pada sila-sila pancasila. Dengan demikian susunan pada
pancasila bersifat hierarkis yang berbentuk piramidal.

Hierarkis piramidal pada pancasila nampak dalam
susunannya yang mana sila pertama mendasari dan menjiwai
nilai-nilai yang terkandung pada sila pancasila lainnya, sila
kedua didasari oleh sila pertama dan menjiwai sila ketiga,
keempat, dan kelima. Sila ketiga didasari oleh sila pertama dan
kedua, dan dijiwai oleh sila keempat dan kelima. Sila keempat
didasari oleh sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga, yang
kemudian dijiwai oleh sila kelima. Kemudian sila kelima
didasari dan dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga,
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dan sila keempat (Savitri et al., 2023). Dengan demikian
susunan hierarki pada pancasila sangat tersistem dengan baik
menyangkut kualitas maupun kuantitas nilai-nilai pancasila yang
berada pada masing-masing sila-sila yang menjadi dasar dan
jiwa di dalam penyusunannya (Disantara et al., 2022).
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Gambar 10.2. Hierarkis Piramidal Pancasila

Susunan isi dari pengertian Pancasila meliputi tiga hal yang
diantaranya bersifat (1) Umum universal; (2) Umum Kolektif;
dan (3) Khusus dan Konkret. Isi arti pancasila pada kajian
umum universal dimaksudkan pada sila-sila pancasila yang
mana sebagai intisari pancasila itu sendiri, sehingga merupakan
pangkal tolak di dalam implementasi pada bidang kenegaraan
dan hukum Indonesia di dalam realisasi pragmatis yang
dikorelasikan pada kehidupan konkret warga negara Indonesia.
Sedangkan isi arti pancasila pada ranah umum kolektif artinya
sebagai pedoman bersama dalam suatu bangsa dan negara
terutama pada tertib hukum Indonesia. Kemudian isi arti
pancasila yang bersifat khusus dan konkret artinya dalam
realisasi pragmatis bidang kehidupan masyarakat memiliki sifat
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yang dinamis di dalam implementasi berbangsa dan bernegara
(Effendi, 2023).

Pancasila mengemukakan secara implisit bahwa hakikat
manusia terdiri dari jiwa dan raga yang merupakan sebagai
unsur primer di dalam susunan kodrat, sehingga hal tersebut
disebut sebagai monopluralis. Hakikat raga yang dimiliki pada
manusia memiliki unsur fisis, animal, dan vegetative. Sedangkan
hakikat jiwa yang dimiliki oleh manusia terdapat unsur rasa,
akal, dan free will yang dapat memungkinkan manusia untuk
berpikir kreatif dan kritis di dalam kehidupan kontekstual (Al
Ayyubi & Rohmatulloh, 2023; Pancawardana et al., 2023).
Dengan demikian, sila pertama pada Pancasila memberikan
landasan kebenaran pengetahuan kepada manusia yang
bersumber berdasarkan intuitif.

Maka sejalan dengan itu epistemologi pada sila pertama
mengakui bahwa kebenaran wahyu bersifat mutlak, dikarenakan
hal ini sebagai tingkat kebenaran tertinggi yang dimiliki oleh
manusia. Kemudian kebenaran dan pengetahuan manusia pada
sila kedua merupakan sintesis antara potensi kejiwaan manusia
dengan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran
tertinggi, sebagaimana asimilasinya terhadap sila pertama.
Selanjutnya epistemologi Pancasila pada sila ketiga hingga
kelima mengakui kebenaran yang disepakati bersama dengan
kaitannya terhadap hakikat sifat kodrat manusia sebagai
makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

HUBUNGAN ANTARA EPISTEMOLOGI DAN
PANCASILA

Pancasila berkedudukan sebagai objek epistemologi dan
pancasila menjadi faktor di dalam memberikan spesifikasi
terhadap epistemologi. Hubungan di antara pancasila dan ilmu
dapat dikatakan tidak termasuk pada medan falsafah maupun
epistemologi dasar yang esensial. Dikarenakan di dalam
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masyarakat dapat terjadi dialektika yang dapat menjadikan
mereka mengetahui mengenai pancasila sebagai dasar negara.
Tidak adanya yang membicarakan bahkan mempertanyakan
problematika mengenai de existencia cognitioncis et veritatis,
sehingga hal tersebut menjadi medan di dalam epistemologi
spesial pada pancasila.

Pancasila merupakan suatu produk dan proses di dalam
pengetahuan, kendati tidak dikemukakan secara eksplisit.
Namun pancasila secara hakikat lebih merupakan dalil-dalil
falsafah yang dalam hal ini berkaitan erat dengan epistemologi
yang terimplikasi secara ontologis. Hubungan antara pancasila
dan ilmu dalam hal ini ialah bangsa Indonesia dapat
merekonstruksi proses epistemologi yang melahirkan pancasila
mengingat perkembangan zaman di era kontemporer yang
bergerak secara eksponensial, dan bangsa Indonesia juga dapat
menelaah kajian epistemologi untuk mengungkapkan substansial
dari ontologi yang terkandung di dalam pancasila.

Terdapat beberapa permasalahan di dalam epistemologi
pancasila yang diantaranya (1) Proses terjadinya pancasila
sebagai dasar negara berdasarkan syarat keilmuan yang
diperoleh kala itu; (2) Masalah Sumber; (3) Masalah Tafsir; (4)
Masalah Pelaksanaan; (5) Masalah Perubahan; (6) Masalah
Perbandingan; dan (7) Posisi Pancasila sebagai Ideologi dan
Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu
perspektif di dalam pemecahan problematika tersebut
sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara,
“Jangan mempersatukan yang tidak dapat disatukan, jangan
mempersatukan yang tidak perlu dipersatukan. Satukanlah yang
memang dapat dan perlu dipersatukan yaitu persatuan di dalam
dasar-dasarnya” (Nugroho, 2023). Dengan kata lain pendekatan
ini disebut sebagai Bhinneka Tunggal lka yang menjadi basis
ontologi dan panduan di dalam proses epistemologi yang
melahirkan Pancasila sebagai dasar negara.
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PANCASILA SEBAGAI OBJEK EPISTEMOLOGI

Pancasila dapat menjadi objek refleksi epistemologi baik
dari aspek pengetahuan melalui penelaahan filsafat maupun
refleksi teologi berdasarkan study ideologi komparatif. Pancasila
dapat memberikan faktor yang spesifik terhadap epistemologi
sebagai konsekuensi logis dari pancasila sebagai perspektif
filsafat. Sehingga filsafat dapat diklasifikasikan pada pondasi
falsafah yang menempatkan eksistensi manusia sebagai basis
ontologis. Manusia sebagai makhluk yang multidimensi
memiliki tugas eksistensi dalam mengekspansikan derajat
kemanusiaan melalui proses aktualisasi diri pada berbagai
bidang di kehidupan kontekstual hingga korelatif pada
kehidupan bernegara. Dikarenakan manusia memiliki sifat
dialektika yang monodualis maupun monopluralis.

Dengan kata lain, pancasila mengimaginerkan pengetahuan
sebagai bahan dari eksistensi dan koeksistensi manusia di dalam
kehidupan. Kebenaran dan kepastian yang dimiliki oleh manusia
merupakan bagian yang terkonstruksi di dalam proses
aktualisasi dirinya sebagai makhluk sosial. Kendati manusia
sebagai sentral di dalam kebudayaan maka epistemologi yang
dijiwai oleh pancasila merupakan epistemologi yang
menempatkan ~ pengetahuannya  sebagai  bagian  dari
perkembangan kebudayaan. Epistemologi pada pancasila
merupakan epistemologi yang menyadari ke-bhinneka tunggal
ika sebagai kompleksitas dan interdependensi yang menekankan
kepada dialektika positif, kendati menyadari adanya negasi dari
dialektika tersebut di dalam proses aktualisasi eksistensi
manusia.

Epistemologi pancasila dapat dikatakan sebagai alternatif
yang dapat dikemukakan sebagai sumbangsih terhadap
perkembangan epistemologi di era kontemporer yang secara
implisit mengalami krisis. Epistemologi yang dijiwai pancasila
merupakan konstrukt atas dasar epistemologi yang harus
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diperkokoh oleh sistem antroposentris di dalam filsafat yang
konkret dan kuat. Namun hal tersebut perlu didukung oleh
kredibilitas pada pancasila di dalam gradasi pelaksanaan
aktualisasinya. Kendati dari semua hal yang menjadi
pertentangan di dalam pancasila dan ilmu, pancasila tetap
merupakan sebuah ideologi eksplisit yang tersistematis di dalam
perspektif filsafat. Dengan demikian aktualisasi pancasila dapat
memperkaya dan memperkuat daya kritis dan reflektif manusia
yang berjalan secara kontinu beriringan dengan ideologi yang
harus diimplementasikan secara paralel dengan perkembangan
zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila dapat digunakan
sebagai falsafah hidup bangsa maupun jati diri bangsa dalam
memberikan identitas dan integritasnya dalam menghadapi
peradaban dunia, yang dewasa ini berkembang secara
eksponensial. Problematika yang muncul pada sumber
pengetahuan Pancasila berkaitan dengan asal-usul sumber
pengetahuan. Dimana epistemologi pancasila hakikatnya
inheren dengan dasar filosofi pada ranah ontologi, sehingga
dasar dari epistemologi yang terdapat pada pancasila korelatif
dengan konsep mendasar mengenai hakikat manusia secara
universal. Kemudian terdapat teori kebenaran di dalam pancasila
yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori
pragmatisme, serta diimunisasi oleh hierarkis piramidal
pancasila yang menginterpretasikan bahwa secara implisit
pancasila dan ilmu bergerak beriringan paralel dengan
perkembangan zaman untuk mencegah dehumanisasi.
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PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin maju, penggunaan media sosial
telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan
(Adhayanto et al., 2021). Media sosial menyediakan platform
yang komprehensif bagi pemuda untuk berinteraksi, berbagi
informasi, dan membangun hubungan sosial. Namun, dampak
penggunaan media sosial terhadap pembentukan karakter
Pancasila di kalangan pemuda menjadi perhatian penting dalam
mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia.

Dalam konteks kewarganegaraan di era kemajuan teknologi
informasi, Ribble dan Bailey dalam (Roza, 2020) menyatakan
bahwa saat ini telah terbentuk warga negara digital (digital
citizen) yang memiliki ciri-ciri perilaku spesifik yang
berhubungan langsung dengan teknologi. (Triyanti (2019)
mengemukakan bahwa globalisasi menyentuh semua bidang
kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan,
iptek, dan hukum. Oleh karena itu globalisasi akan berpengaruh
secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat khususnya
pemuda, bukan hanya lapisan  masyarakat tetapi
penyelenggaraan negara di seluruh dunia, dan tidak jarang
media sosial digunakan untuk ujaran kebencian yang
dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar
golongan (Winarni, 2020).

Pada awal tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak
276,4 juta jiwa. Dari total populasi tersebut, terdapat 212,9 juta
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pengguna internet di seluruh Indonesia pada Januari 2023.
Peningkatan pengguna internet di Indonesia mencapai (+5.2%)
atau 10 juta dari tahun 2022 hingga 2023. Selain itu, penetrasi
internet di Indonesia mencapai 77,0% di awal tahun 2023.
Terdapat 167,0 juta pengguna media sosial di Indonesia pada
Januari 2023. Jumlah penduduk yang terus bertambah
berdampak pada implementasi ldeologi Pancasila di kalangan
pemuda di Indonesia (Naafs & White, 2012). Diikuti dengan
meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia,
implementasi Pancasila sebagai ideologi semakin hari semakin
melemah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devi
Anggraini, dikatakan bahwa globalisasi telah mendorong
ideologi Pancasila menjauh dari kehidupan masyarakat
Indonesia (Anggraini et al., 2020). Paparan media sosial yang
tinggi membuat pemuda rentan terhadap pengaruh yang dapat
mempengaruhi pembentukan karakter mereka (Putri & Andrian,
2020). Media sosial merupakan platform dimana pengguna
dapat bersosialisasi, berbagi dan memperoleh informasi, serta
mengekspresikan diri dengan jangkauan yang tidak terbatas
(Nadrah & Fauziah, 2023).

Dunia digitalisasi telah memainkan peran penting dalam
membentuk pemuda saat ini. Sebagai dasar negara Indonesia,
Pancasila mencakup nilai-nilai keadilan, demokrasi, persatuan,
dan kemanusiaan. Dalam membentuk karakter Pancasila di
kalangan pemuda sangat penting untuk menjaga integritas
bangsa dan menjadikan mereka generasi yang terlibat aktif
dalam mewujudkan visi dan misi Pancasila. Gagasan untuk
memperkuat Pancasila sebagai ideologi di era digital ini
mungkin menjadi sebuah tantangan dimana segala sesuatunya
telah berubah.
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PEMUDA DAN SEJARAH

Dalam sejarah perjuangan seluruh bangsa di dunia, peran
pemuda selalu menjadi bagian tak terpisahkan. Semangat
membara dan idealisme yang masih dijunjung tinggi merupakan
elemen utama yang menjadi senjata utama pergerakan pemuda.
Meskipun terkadang terlihat anarkis, namun kontribusi pemuda
dalam setiap momen tidak dapat diabaikan begitu saja. Anarki
seringkali menjadi bagian dari semangat muda yang berkobar,
bukan karena pesanan atasan dengan imbalan materi atau
jabatan, seperti yang sering terjadi pada kelompok selain
pemuda. Meskipun Indonesia merdeka pada tahun 1945,
gerakan para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan
sudah dimulai jauh sebelumnya.

Perjuangan yang terorganisir dimulai dengan lahirnya Budi
Utomo pada tahun 1908, organisasi yang berusaha
meningkatkan kesadaran bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat
dicapai dengan kekuatan fisik, tetapi juga melalui kecerdasan
intelektual. Setelah Budi Utomo, muncul berbagai organisasi
kepemudaan lain dengan tujuan yang sama, Yaitu mencapai
kemerdekaan Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 28
Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda, sebuah peristiwa yang
dipelopori oleh pemuda-pemudi Indonesia. Apabila Kkita
merenung lebih dalam, Sumpah Pemuda ini merupakan tindakan
yang melampaui batas rasionalitas zamannya, yang hanya dapat
dilakukan oleh individu yang memiliki kesadaran tinggi akan
persatuan dan nasib yang sama sebagai sebuah bangsa.
Bayangkan saja, sumpah yang diucapkan oleh para pemuda ini
sebagai tindakan mengikat diri sebagai satu kesatuan di tengah
penjajahan negara kolonial yang kejam dan menginginkan
imperialisme tanpa batas. Bagaimanapun juga, Sumpah Pemuda
tahun 1928 layak mendapat tempat istimewa di hati para
pemuda sebagai simbol bahwa perjuangan memerlukan
keberanian dan idealisme yang tinggi.
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Tahun 1945, saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan,
memperlihatkan peran vital pemuda dalam partisipasinya sejak
sebelum proklamasi. Dengan merasa bahwa bujukan dan lobi
terhadap Soekarno-Hatta tidak akan berhasil, para pemuda
terpaksa "menculik” keduanya dan mengasingkannya ke
Rengasdengklok. Saat itu, terjadi ketegangan antara golongan
tua, yang ingin proklamasi sesuai dengan keinginan Jepang, dan
golongan muda vyang radikal, menginginkan proklamasi
kemerdekaan secepatnya tanpa menunggu keputusan Jepang,
menganggap Jepang sudah hancur dan kemerdekaan Indonesia
harus diumumkan atas perjuangan rakyat sendiri, bukan atas
pemberian Jepang. Kompromi akhirnya dicapai, dan proklamasi
kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus
1945, dengan mempertimbangkan faktor agama, politik, dan
sosial.

Peran pemuda dalam momen ini menunjukkan kemampuan
mereka untuk menyatukan pandangan yang berbeda demi
meraih kemerdekaan. Pada reformasi tahun 1998, peran
pemuda, terutama mahasiswa, tetap signifikan meskipun tidak
secara langsung terlibat dalam merumuskan Indonesia baru
melalui regulasi. Gerakan pemuda yang dipelopori oleh
mahasiswa menjadi pendorong utama mundurnya Soeharto dari
jabatannya. Pengorbanan dan perjuangan pemuda, yang dimulai
sebelum Indonesia merdeka, mencerminkan semangat idealisme
dan keberanian. Meskipun banyak yang harus dikorbankan,
termasuk nyawa, para pemuda tetap gigih dalam menjaga
idealisme dan memperjuangkan kebenaran.

Peran pemuda dalam menjaga idealisme dan
memperjuangkan kebenaran tidak hanya terjadi di Indonesia,
tetapi juga tercermin dalam berbagai kisah agama. Kisah
Ibrahim yang melawan kesesatan kaumnya dan harus dibakar
hidup-hidup, perjuangan Musa melawan kekejaman raja Fir'aun,
serta keprihatinan Muhammad SAW terhadap kaumnya yang
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hidup dalam kesesatan, menjadi cerminan bagaimana pemuda
dalam sejarah agama telah berjuang untuk membela kebenaran
dan nilai-nilai moral. Dalam konteks Indonesia, pemuda
memegang peran penting dalam mengawal perjalanan bangsa.

Mereka berfungsi sebagai pemberi kontrol dan masukan
untuk menentukan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, pemuda
adalah generasi penerus bangsa yang akan mengisi berbagai pos
pemerintahan di masa depan. Mereka adalah calon pemimpin
masa depan yang memiliki tanggung jawab besar untuk
membawa nasib rakyat dan negara di pundak mereka. Namun,
realitas yang Kkita saksikan saat ini menunjukkan beberapa
ketidaksesuaian dengan harapan tersebut. Beberapa pemuda
yang meraih kesuksesan politik kadang kala terjatuh karena
terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, kondisi sistem
bernegara di Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh
Orde Baru, dan pemimpin yang masih merupakan "peninggalan”
Orde Baru masih memegang posisi penting di birokrasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemuda sebagai generasi
penerus bangsa perlu dibekali dengan integritas. Integritas ini
menjadi pondasi penting agar saat mereka diberikan kesempatan
untuk  memimpin bangsa, mereka dapat menghindari
penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dapat
merugikan masyarakat. Dengan demikian, pemuda dapat
melanjutkan tradisi perjuangan untuk menjaga idealisme dan
memperjuangkan kebenaran, sebagaimana telah dilakukan oleh
generasi-generasi  sebelumnya dalam sejarah agama dan
perjuangan kemerdekaan.

Upaya untuk membentuk integritas para pemuda melibatkan
kembali penanaman nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD
1945 sebagai landasan moral dan karakter. Hal ini bertujuan
agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi ajaran, tetapi juga
mengkristal menjadi bagian integral dari kepribadian setiap
pemuda. Dengan demikian, dalam setiap aktivitas dan

169



pelaksanaan tugas serta tanggung jawab terhadap negara,

pemuda akan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan semangat

pembukaan UUD 1945.

Tanggung jawab pemuda dalam konteks nilai-nilai
Pancasila dan pembukaan UUD 1945 melibatkan pemahaman
dan implementasi dari prinsip-prinsip tersebut. Beberapa
tanggung jawab dan nilai-nilai yang dapat diambil oleh pemuda
dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945 meliputi:

1.) Gotong Royong: Pemuda perlu memahami dan menerapkan
konsep gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab
kolektif terhadap masyarakat dan negara. Kerja sama dan
partisipasi aktif dalam pembangunan merupakan wujud
nyata dari nilai ini.

2.) Keadilan Sosial: Pemuda harus memahami pentingnya
keadilan sosial sebagai landasan untuk menyejahterakan
seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup sikap adil
dalam setiap keputusan dan tindakan, serta partisipasi dalam
upaya mengatasi disparitas sosial.

3.) Ketuhanan Yang Maha Esa: Pemuda  perlu
menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan keagamaan,
menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan panduan
dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan.

4.) Kemerdekaan: Pemuda harus memahami arti sebenarnya
dari kemerdekaan sebagai hak setiap warga negara, dan
berperan aktif dalam menjaga serta memperjuangkan
kebebasan tersebut.

5.) Ketertiban: Pemuda memiliki tanggung jawab untuk
menjaga ketertiban, baik dalam masyarakat maupun dalam
berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Kedisiplinan dan
tanggung jawab terhadap norma-norma sosial adalah nilai-
nilai yang perlu diterapkan.
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Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui
pendidikan  karakter,  pembinaan  kepemudaan, serta
penyelenggaraan kegiatan yang mendorong pemuda untuk
berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan nilai-nilai
Pancasila serta semangat UUD 1945. Dengan demikian, pemuda
dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi
integritas, moralitas, dan tanggung jawab terhadap negara dan
masyarakat.

PEMUDA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia,
memberikan cita-cita yang bersifat instrumental dan praktis
yang membimbing setiap warga Indonesia dalam kehidupan
sehari-hari  (Kurniawan, 2018). Pancasila juga menjadi
pandangan hidup yang mencegah bangsa Indonesia dari
terombang-ambing di era digital modern. Kehidupan setiap
warga negara Indonesia seharusnya bersandar pada cita-cita
Pancasila, dan tindakan semua warga negara harus
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tidak memahami dan
mewujudkan cita-cita Pancasila sama dengan tidak
menunjukkan karakter sebagai warga negara Indonesia. Karakter
dan perilaku masyarakat Indonesia harus mencerminkan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Namun, sifat masyarakat, khususnya pemuda Indonesia,
akhir-akhir ini mengalami penurunan. Hal ini terlihat dalam
perilaku dan tindakan mereka sehari-hari, yang semakin terlihat
tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan praksis dalam
Pancasila. Mereka meninggalkan karakter nilai-nilai Pancasila.
Pemuda Indonesia adalah harapan besar negara ini, memiliki
potensi dan peluang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia
menuju masa depan yang cerah. Untuk mencapai semua tujuan
bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD
1945, anak muda Indonesia tentunya harus mampu
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mempertahankan jati diri bangsa dan karakter yang dijiwai oleh
nilai-nilai Pancasila (Kartini & Dewi, 2021).

Pancasila berasal dari nilai dan karakter bangsa Indonesia
sendiri. Oleh karena itu, pemuda harus menerapkan dan
mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku yang
mereka lakukan. Impian dan cita-cita besar untuk mewujudkan
mimpi negara Indonesia tidak bisa terlepas dari kenyataan
bahwa mereka harus memiliki akhlak yang baik sebagai
generasi penerus bangsa Indonesia. Kemakmuran dan
kedamaian negara yang kita impikan akan lebih baik tercapai
jika warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai
Pancasila secara utuh. Di sisi lain, jika akhlak dan perilaku
pemuda Indonesia sangat buruk bahkan menyimpang dari
prinsip Pancasila, maka cita-cita negara yang diimpikan tidak
akan mungkin tercapai secara efektif. Bila tidak mempraktikkan
Pancasila selaku landasan hidup bersama hingga hendak
memunculkan berbagai permasalahan serta merugikan diri
sendiri dan orang lain (Fadhilah, n.d.).

Teknologi digital telah mengakibatkan sejumlah perubahan
signifikan, salah satunya terkait dengan literasi digital. Literasi
digital menjadi keterampilan esensial yang harus dimiliki oleh
masyarakat Indonesia. Saat ini, mayoritas informasi berasal dari
platform media sosial yang dapat diakses dan dikomentari oleh
semua orang. Selain itu, kemudahan dalam menyebarkan
informasi memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan,
terutama bagi generasi muda.

Era digital dan globalisasi telah membawa dampak yang
beragam terhadap Pemuda Indonesia, baik yang merugikan
maupun mengandung aspek positif. Penurunan nilai-nilai moral
dan karakter di kalangan pemuda Indonesia dapat dianggap
sebagai hasil dari dinamika pertumbuhan dan perubahan zaman
yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Di
tengah era global dan digital, generasi muda nampaknya

172



mendapatkan kebebasan untuk berperilaku sesuai keinginan
mereka, baik dalam kehidupan nyata maupun di media sosial,
tanpa banyak mempertimbangkan apakah tindakan mereka
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak.

Tidak semua pemuda Indonesia secara otomatis memiliki
kemampuan literasi digital. Menurut Douglas A.J. Belshaw
dalam tulisannya yang berjudul "What is 'Digital Literacy?™
terdapat setidaknya delapan aspek yang harus dimiliki untuk
mencapai literasi digital yang baik. Aspek-aspek tersebut
melibatkan dimensi kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif,
kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan tanggung jawab.
Keberadaan ke delapan aspek ini menjadikan pemuda Indonesia
memiliki kecerdasan dalam literasi digital. Tingkat kecerdasan
ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kekacauan dan
perpecahan dalam menjaga integrasi nasional.

Fenomena ini tercermin dalam berbagai kegiatan
kontroversial yang dilakukan oleh pemuda Indonesia, seperti
penggunaan narkoba, seks bebas, penyebaran hoaks, dan
perilaku tidak diinginkan lainnya. Hal yang sama juga
disampaikan oleh (Adisaka, 2023) beberapa contoh kerusuhan
dan perpecahan yang terjadi disebabkan oleh penyebaran
informasi palsu, tindakan cyberbullying, intoleransi, penyebaran
ujaran kebencian, dan perilaku negatif lainnya yang berlangsung
di media sosial. Sebagai pemuda Indonesia, penting bagi kita
untuk berhati-hati dalam menyampaikan dan menerima
informasi. Kita perlu memastikan bahwa semua informasi yang
diterima telah disaring dan diperiksa kebenarannya. Jika ada
informasi yang diragukan kebenarannya, sebaiknya Kita
menyimpannya untuk menghindari terjadinya kekacauan dan
perpecahan. Selalu ingat dan tanamkan nilai-nilai Pancasila
sebagai panduan dalam menjalankan literasi digital

Saat ini, hanya sedikit generasi muda yang benar-benar
memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan
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konsisten. Banyak dari mereka hanya mengakui Pancasila
sebagai dasar dan falsafah negara tanpa sepenuhnya memahami
maknanya serta mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan
sehari-hari. Diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk
memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan
teknologi secara bertanggung jawab dan aman (Rabbani et al.,
n.d.). Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman dan falsafah
hidup pemuda Indonesia, kini menghadapi risiko menjadi
semakin redup tanpa usaha penyelamatan atau penerapan yang
komprehensif. Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan
pandangan hidup, konsep kebangsaan, dan pedoman negara, saat
ini terkesan hanya sebagai slogan belaka. Pemuda, yang
seharusnya menjadi harapan dan pejuang cita-cita Bangsa
Indonesia, terlihat putus asa dan membiarkan karakter identitas
Pancasila memudar.

Meskipun era digital memberikan dampak positif dan
kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia, perkembangan
digitalisasi dan teknologi yang pesat juga membawa tantangan
baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan
masyarakat, khususnya kaum muda di Indonesia. Fitur layanan
dan kemudahan yang disediakan seharusnya menjadi peluang
untuk mendorong generasi muda berinovasi demi kemajuan
Indonesia. Namun, kenyataannya, fasilitas tersebut justru
membuat anak muda Indonesia secara bertahap meninggalkan
karakter dan jati diri bangsa, yakni Pancasila. Beberapa faktor
yang menyebabkan generasi muda kehilangan minat dan
motivasi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah persepsi
bahwa Pancasila dianggap kaku, berat, terlalu filosofis, dan
memiliki banyak interpretasi (Fadhila & Najicha, 2021). Selain
itu, nilai-nilai Pancasila perlu diubah menjadi bentuk yang lebih
konkret dan mudah dipahami agar dapat beradaptasi dan
diterapkan dalam era yang semakin maju.
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Sebagai contoh, di lingkungan keluarga sebagai tempat
utama pendidikan karakter, orang tua dapat menunjukkan dan
memberikan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai
Pancasila, seperti menghormati perbedaan pendapat antar
anggota keluarga dan bersikap adil terhadap anak-anak mereka.
Dengan cara ini, karakter yang sesuai dan berlandaskan nilai-
nilai Pancasila dapat tumbuh pada diri anak. Selain itu, karakter
bangsa yang telah berkembang pada generasi muda perlu terus
dibina dan dipahami.

Oleh Kkarena itu, pendidikan Pancasila dan Karakter
Kewarganegaraan sangat penting di lembaga pendidikan.
Langkah ini sudah diambil oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dengan membuat pendidikan karakter Pancasila
dan kewarganegaraan wajib bagi perguruan tinggi. Namun,
efektivitas pendidikan dan pembentukan karakter masih belum
optimal, terlihat dari banyaknya perilaku generasi muda yang
tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa perilaku
menyimpang tersebut meliputi menyontek saat ujian, korupsi
dana organisasi kemahasiswaan, plagiat karya orang lain,
penyebaran berita palsu, dan sebagainya.

Pemuda memiliki peran kunci dalam mendorong kemajuan
suatu bangsa, dan dalam era digital ini, mereka memiliki
kekuatan besar untuk membangkitkan semangat perjuangan.
Pemuda Indonesia dapat memainkan peran penting dalam
menjaga integrasi nasional, memastikan bahwa upaya penyatuan
berbagai perbedaan tidak menyebabkan konflik dan perpecahan.
Media sosial menjadi wadah bagi pemuda untuk menyatukan
bangsa, mulai dari berkomunikasi dengan masyarakat di
berbagai daerah, berbagi informasi tentang keragaman budaya,
membentuk komunitas untuk saling membantu, hingga
mengorganisir kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
sebagali identitas nasional Kita.
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Pemahaman Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan

ilmu pengetahuan dapat diinterpretasikan melalui beberapa
sudut pandang yaitu:

1)

2)

3)

4.)

Teknologi Tidak Bertentangan dengan Pancasila: Artinya,
setiap teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus
sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip moral dan etika
yang terdapat dalam Pancasila menjadi pedoman untuk
menilai dan mengarahkan pengembangan teknologi.
Pancasila sebagai Bagian dari Pengembangan IPTEK:
Setiap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang
dikembangkan di Indonesia diharapkan memasukkan nilai-
nilai Pancasila sebagai bagian integral dalam proses
pengembangannya. Pancasila dianggap sebagai faktor
internal yang memberikan landasan moral dan etika dalam
setiap langkah perkembangan iptek.

Pancasila sebagai Rambu Normatif: Nilai-nilai Pancasila
dijadikan  sebagai ~ rambu-rambu  normatif  bagi
perkembangan iptek di Indonesia. Pancasila berperan dalam
mengarahkan dan mengontrol perkembangan iptek agar
tidak menyimpang dari jalur berpikir dan bertindak yang
sesuai dengan kebudayaan dan kearifan lokal bangsa
Indonesia.

Akar Budaya dan ldeologi dalam Pengembangan IPTEK:
Setiap pengembangan IPTEK diharapkan berakar pada
budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Budaya dan ideologi
menjadi fondasi dalam proses pengembangan IPTEK,
sehingga teknologi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan
bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pemahaman ini mencerminkan pendekatan holistik yang

mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan
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demikian, teknologi tidak hanya dipandang dari sudut
keberhasilan teknisnya, tetapi juga sebagai sarana untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin
berkembang, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar
untuk mempertahankan karakter Pancasila sebagai pilar utama
nilai moral dan budaya bangsa Indonesia. Globalisasi, dengan
segala dampaknya seperti arus informasi yang cepat dan
penetrasi budaya global, menuntut pemuda untuk tetap teguh
memegang nilai-nilai Pancasila sebagai landasan identitas
bangsa di tengah kompleksitas dunia yang semakin terhubung.

Penting bagi pemuda untuk memahami bahwa globalisasi
bukan alasan untuk mengorbankan nilai-nilai lokal, tetapi
sebaliknya, merupakan kesempatan untuk meresapi dan
memperkaya nilai-nilai Pancasila dalam konteks global. Dalam
menghadapi tantangan global ini, pemuda harus mampu
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika global
tanpa kehilangan jati diri dan karakter budaya bangsa. Pemuda,
sebagai generasi penerus, memiliki peran strategis dalam
membangun dan mempertahankan karakter Pancasila. Melalui
partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, pemuda
dapat menjadi pelaku utama dalam menjalankan dialog lintas
budaya, mempromosikan toleransi, dan membangun kerja sama
internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam menjaga karakter Pancasila di tengah arus
globalisasi, pemuda perlu meningkatkan literasi global dan
memahami berbagai perspektif budaya. Ini tidak hanya
membantu mereka untuk tetap relevan dalam dinamika global,
tetapi juga untuk menjadi agen perubahan positif yang
membawa nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke panggung
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internasional. Tentu saja, tantangan ini memerlukan pemuda
yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian, pemuda tidak hanya menjaga nilai-nilai
Pancasila  sebagai  warisan  berharga, tetapi  juga
mengembangkannya sebagai modal untuk bersaing dan
berkolaborasi secara konstruktif dalam kancah internasional.
Peran pemuda dalam mempertahankan karakter Pancasila di era
globalisasi sangat vital. Pemuda tidak hanya diharapkan untuk
tetap setia pada nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi juga untuk
menjadikannya sebagai kekuatan yang mendorong integrasi
harmonis Indonesia dalam dinamika dunia global. Dengan
demikian, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi pionir
pembangunan dunia yang lebih adil, berkeadilan, dan
berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan gugusan kepulauan
terbesar di dunia. Berdasarkan informasi dari Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Indonesia terdiri
atas 17.504 pulau dengan jumlah penduduk sebesar 278,8 juta
pada tahun 2023 berdasarkan proyeksi dari Biro Pusat Statistik.
Apabila ditinjau secara geografis maka Indonesia berada pada 6
‘LU - 11°LS dan 95°BT - 141°BB. Dengan letak yang demikian
maka Indonesia memiliki iklim tropis yang hanya mengenal dua
musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pulau
terluar di sebelah Indonesia yaitu Pulau We di wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam. Bagian selatan adalah Pulau Rote
di wilayah Nusa Tenggara dan paling barat adalah ujung utara
Pulau Sumatera dan wilayah terluar pada bagian timur adalah
Kota Merauke (Julismin, 2013).

Apabila ditinjau secara geografis Indonesia berada di antara
dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu
Samudera Indonesia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia yang
strategis ini mempengaruhi keadaan lingkungan alam,
kehidupan penduduk dan iklim. Letak geografis yang demikian
ini merupakan posisi silang lintas benua yang juga berpengaruh
terhadap budaya, bahasa dan agama yang memiliki
keanekaragaman suku.

Dengan demikian Indonesia juga memiliki wilayah yang
sangat luas yang dikenal sebagai negara kepulauan atau negara
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maritim dengan luas daratan mencapai kurang lebih 1.922.570

km? dan luas perairan mencapai kurang lebih 3.257.483 km2.

Sehingga Indonesia memiliki beberapa keuntungan dari kondisi

tersebut (Emillia, 2022), di antaranya yaitu:

Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara.

Menjadi jalur lalu lintas perdagangan Internasional.

Memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Meningkatkan penerimaan pajak.

Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi.

6. Mempercepat proses diterimanya budaya asing khususnya
yang sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa.

7. Mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi di antara
negara tetangga.

g s wn e

Disamping dampak yang menguntungkan tersebut bagi
Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Indonesia
juga memiliki dampak yang merugikan terutama pada
masyarakat Indonesia yang dapat dipengaruhi budaya dan
kebiasaan dari negara lain tanpa adanya proses filter sehingga
mengakibatkan budaya tradisional Indonesia lambat laun
menghilang atau terjadi penggabungan budaya Indonesia dengan
budaya asing. Hal ini memengaruhi karakter bangsa Indonesia
menjadi lebih individualistis, konsumtif, dengan lebih bangga
pada style atau gaya yang hidup yang kebarat-baratan. Budaya
seperti ini mengakibatkan sikap hormat menghormati, sopan
santun antar sesama warga negara semakin menghilang apabila
tidak ada usaha untuk mempertahankannya.

UNSUR IKLIM

Terdapat tiga aspek yang memengaruhi kondisi iklim di
Indonesia. Pertama yaitu posisi matahari yang selalu mengalami
perubahan. Pada fase tersebut matahari berada di atas
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permukaan  wilayah  daratan Benua Asia  sehingga
mengakibatkan wilayah ini mempunyai suhu udara yang lebih
tinggi sehingga mengakibatkan tekanan menjadi lebih rendah.
Namun sebaliknya pada fase yang sama di atas permukaan
wilayah daratan Benua Australia memiliki suhu yang relatif
rendah sehingga mengakibatkan tekanan udara menjadi lebih
tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran massa udara dari wilayah
daratan Benua Australia yang lebih kering menuju ke arah
wilayah daratan Benua Asia. Dengan demikian ketika melalui
kepulauan Indonesia menyebabkan musim kemarau Yyang
curahnya hujannya sangat rendah kecuali wilayah Indonesia
yang letaknya tidak berhadapan dengan Benua Australia seperti
Sumatera Utara dan Kalimantan. Dimana di wilayah tersebut
masih memiliki curah hujan yang cukup. Fase tersebut ketika
aliran udara dari Australia dikenal dengan masa angin timur
ketika melalui Indonesia menyebabkan musim kemarau
(Tjasyono, 2004).

Selanjutnya fase posisi matahari berada di atas permukaan
wilayah daratan Benua Australia yang memiliki suhu udara yang
lebih tinggi. Sebaliknya wilayah Benua Asia memiliki suhu
yang relatif lebih rendah, sehingga mengakibatkan aliran massa
udara dari Benua Asia menuju Benua Australia yang cenderung
memiliki kandungan udara yang lebih basah. Dengan demikian
pada fase ini mengakibatkan munculnya musim penghujan. Fase
tersebut ketika aliran massa udara dari Benua Asia menuju
Benua Australia dikenal dengan masa angin barat. Ketika itu
Indonesia menyebabkan turunnya hujan.

Berikutnya aspek yang kedua wilayah Indonesia yang
berbentuk kepulauan sehingga menyebabkan iklim Indonesia
memiliki karakter menengah serta moderat. Aspek yang terakhir
di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua merupakan
wilayah pegunungan yang tinggi. Pegunungan yang tinggi baik
secara vertikal dan horizontal mengakibatkan perbedaan iklim.
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Contohnya suhu udara di atas dataran tinggi akan semakin
rendah dan curah hujan juga semakin tinggi. Hal ini terjadi di
beberapa wilayah yang terletak di lereng pegunungan yang
menghadap ke arah tenggara seperti Jawa Timur dan Jawa
Tengah yang memiliki kapasitas curah hujan yang lebih tinggi.

GLOBAL WARMING DAN ANCAMAN PERUBAHAN
IKLIM

Perubahan iklim baik secara global maupun hanya bersifat
regional mulai terjadi pada pertengahan abad 20 yang ditandai
dengan semakin meningkatnya kandungan unsur karbon
dioksida (CO? pada atmosfer bumi yang disebabkan
penggunaan bahan bakar fosil yang semakin besar. Hal ini
menyebabkan terjadi pemanasan global (Lineman, et al, 2015).
Pemanasan global menunjukan meningkatnya temperatur di atas
permukaan bumi. Sedangkan perubahan iklim merupakan
perubahan jangka panjang pola cuaca secara global dalam suatu
wilayah yang dapat mempengaruhi kegiatan industri dan
masyarakat. Perubahan cuaca mengakibatkan dampak yang
tidak baik seperti mengakibatkan terjadinya perubahan pada
ekosistem dan bencana alam (R. M. Santos dan R.
Bakhshoodeh. , 2021).

Global Warming disebabkan karena kegiatan masyarakat
dalam menggunakan kendaraan bermotor, batu bara, minyak
bumi dan gas. Kendaraan bermotor tersebut akan mengeluarkan
karbondioksida (CO?) disamping gas lainnya seperti uap air
(H20), Chloro Fluoro Carbon (CFC), Nitrous Oxide (N20),
Metana (CH4) dan Ozon (O3) yang biasa disebut sebagai gas
rumah kaca ke atmosfer bumi. Dengan demikian menyebabkan
refleksi sinar matahari tertahan di permukaan bumi yang
menyebabkan efek rumah kaca. Sehingga temperatur permukaan
bumi menjadi meningkat drastis yang menyebabkan terjadinya
pemanasan global.
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Dengan demikian dampak dari perubahan iklim merupakan
ancaman bagi setiap masyarakat terutama bagi kesehatan
manusia. Perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan
terjadinya berbagai macam penyakit seperti DBD, penyakit pada
kulit maupun influenza ataupun diare. Disamping itu perubahan
iklim juga berpengaruh terhadap sektor pertanian sehingga
menyebabkan gagal panen dan industri, menyebabkan berbagai
bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sehingga dapat
menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim juga
dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam seperti
badai yang disebabkan perubahan pola curah hujan dan
kekeringan.

Menurut The Royal Society and US National of Science
menguraikan bahwa persoalan iklim memang mulai terjadi sejak
tahun 1900 an (Nurdin, November 2011). Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) juga menyebutkan bahwa
perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya temperatur
permukaan bumi yang dapat mengakibatkan berbagai spesies
dan sumber hayati kelautan menjadi musnah. Menurut asosiasi
ini secara global temperatur mengalami kenaikan sebesar 1°C
yang mengakibatkan timbulnya potensi bencana alam. Hal
tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan dan musim hujan
yang durasinya jauh lebih singkat (Arifin, 2009) dan
meningkatnya permukaan air laut.

Pada tahun 1899-2005 meningkatnya temperatur secara
global sebesar 0,760°C dan pada tahun 1961-2003 permukaan
air laut mengalami kenaikan secara global sebesar 1,8mm setiap
tahun yang disertai dengan peningkatan curah hujan dan banjir,
peningkatan kekeringan dan tanah longsor dan cuaca ekstrim
yang disebabkan oleh El Nino, La Nina, puting beliung dan
badai siklon. BMKG menyebutkan di Indonesia terdapat
sejumlah 13 wilayah yang mengalami kenaikan curah hujan
setiap tahunnya. Temperatur pada siang hari meningkat menjadi
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0,5 — 1,1°C dan pada malam hari mengalami kenaikan menjadi
0,6 -2,3°C (Sultonulhuda, 2013).

Risiko kenaikan permukaan laut seperti yang telah
disebutkan di atas juga mengakibatkan masyarakat yang
bertempat tinggal pada pesisir dan wilayah dataran rendah yang
mengakibatkan rob (kenaikan/pasang air laut), terkikisnya
permukaan pantai dan tenggelamnya beberapa pulau. Hal ini
tentu saja sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang
berbentuk kepulauan. Dampak yang semakin jauh juga
mengakibatkan bergesernya rentang geografi dan pola migrasi
spesies hewan baik di darat, laut dan udara. Dengan demikian
pemanasan laut dan meningkatnya keasaman air laut
mengakibatkan resiko bagi kelangsungsungan ekosistem laut
dan terumbu karang. Akibat berikutnya dari perubahan iklim
bagi negara kepulauan dapat mengancam kedaulatan negara
dengan naiknya permukaan laut yang mengakibatkan pergeseran
batas negara.

Berdasarkan dampak yang sudah diuraikan tersebut di atas
Indonesia saat ini sedang fokus menata kembali bidang
kelestarian lingkungan hidup dalam menghadapi global
warming dan perubahan iklim. Indonesia telah menggunakan
berbagai strategi untuk mengatasi perubahan iklim dengan
digunakan Biodiesel Indonesia yang saat ini menggunakan B20
dan akan ditingkatkan menjadi B30 dan B100. Indonesia juga
terus mengupayakan digunakannya energi terbarukan yang
diupayakan tercapai sebesar 23 % pada tahun 2025 dengan
jumlah mencapai sebesar 1M US$ sebagai dana yang disiapkan
untuk mengatasi hal ini. Disamping itu pemerintah juga
menerapkan program limbah menjadi energi untuk mengurangi
pemakaian energi fosil disamping mengembangkan sumber
alam lainnya seperti tenaga angin, surya dan arus air.

Dampak dari global warming dan perubahan iklim
mempengaruhi bidang lingkungan hidup dan perekonomian
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yang menyebabkan turunnya ketahanan nasional Indonesia.
Apabila dilihat dari sudut pandang ketahanan nasional maka hal
ini merupakan gangguan dan ancaman yang membahayakan
bagi Indonesia. Digolongkan sebagai gangguan yang
menyebabkan  terganggunya  keadaan negara  yang
mengakibatkan Indonesia dapat dimasuki oleh ancaman lainnya
seperti non state actor. Disamping itu timbulnya bencana alam
karena perubahan iklim dapat mengakibatkan kerusakan
lingkungan secara permanen.

POSISI INDONESIA
PERUBAHAN IKLIM
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjelaskan
bahwa ancaman bagi Indonesia untuk kedepannya adalah
bencana alam yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 12.1. Ancaman Perubahan Iklim

DALAM MENGHADAPI

Ancaman Nyata Ancaman Belum Nyata

Wabah Penyakit
Serangan  Siber  dan
Spionase

e Terorisme dan | e Bentuk ancaman vyang
Radikalisme belum diprioritaskan

e Separatisme dan didasarkan analisis
Pemberontakan strategi.
Bersenjata Ancaman dapat berupa
Bencana Alam konflik  terbuka/perang
Pelanggaran Wilayah konvensional  (konflik
Perbatasan tetap ada namun kecil
Perompakan dan kemungkinan).
Pencurian Kekayaan Berbagai ancaman
Alam lainnya yang berpotensi

terjadi.
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Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ancaman yang terjadi
akibat perubahan iklim dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu
ancaman nyata dan ancaman yang tidak nyata. Dampak
ancaman nyata dapat menimpa setiap saat dan berasal dari
manapun yang dapat mengancam keutuhan wilayah dan bangsa
Indonesia sehingga merupakan prioritas utama yang harus
segera diselesaikan meliputi terorisme, gerakan separatisme,
bencana alam, pelanggaran lintas batas, perompakan kapal laut
dan pencurian kekayaan laut, pandemi penyakit, cyber crime
dan narkotika. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dapat
mengakibatkan terjadinya gangguan lingkungan terutama
bencana alam. Bencana alam yang diakibatkan perubahan iklim
berada diurutan 80% dari total bencana alam yang terjadi di
dunia. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus
memperhatikan bahwa bencana alam merupakan ancaman nyata
bagi letak geografi Indonesia dan sudah barang tentu juga akan
mempengaruhi kelestarian lingkungan Indonesia.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

Dampak perubahan iklim yang paling mengkhawatirkan
terjadi bagi Indonesia adalah kerusakan lingkungan hidup. Hal
ini diakibatkan oleh urbanisasi, pengrusakan hutan, aktivitas
industri, bencana alam seperti gempa bumi, erupsi vulkanik,
perubahan orbit bumi aktivitas matahari dan iklim seperti El
Nino  (Julismin, 2013). Pemerintah harus melakukan
pembangunan dengan memperhatikan pemeliharaan lingkungan
hidup dengan menganalisis dampak pembangunan itu sendiri
terhadap perubahan iklim. Wilayah atmosfer di atas perkotaan
dan kawasan industri temperaturnya akan lebih tinggi dan
kualitas udara cenderung akan lebih kotor karena polusi dari gas
buangan dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri apabila
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dibandingkan dengan kualitas atmosfer di atas alam terbuka
yang tidak ada aktivitas manusianya.

Aktivitas masyarakat perkotaan tersebutlah memberikan
dampak polusi berbentuk gas dan partikel kecil yang dilepaskan
ke atmosfer bumi. Pencemaran terjadi terutama pada lapisan
troposfer bumi yang mengakibatkan radiasi sehingga berdampak
terjadinya perubahan iklim melalui dampak rumah kaca.
Aerosol mengakibatkan radiasi, pemantulan dan penyerapan dan
terbentuknya awan. Akibat dari aerosol sulfat dan nitrat pada
awan mengakibatkan terjadinya hujan asam yang memberikan
dampak bagi turunnya kadar pH dalam tanah dan air. Aerosol ini
terdiri atas dua klasifikasi yaitu aerosol primer seperti garam
laut, debu atau abu vulkanik. Sedangkan aerosol antropogenik
berasal dari partikel buangan proses aktivitas industri atau
aktivitas pembakaran lahan pertanian dan hutan. Aerosol
tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Aerosol
dapat mempengaruhi perubahan iklim melalui hamburan dan
penyerapan radiasi matahari dan emisi radiasi gelombang
panjang.

APLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA  DALAM
MEMELIHARA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam memerhatikan kelestarian lingkungan hidup maka
penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam melakukan pembangunan
merupakan satu kesatuan yang komprehensif sesuai dengan
Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan
negara Indonesia. Hal ini dapat tercapai dengan memperhatikan
keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam membina
hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun
hubungannya dengan manusia beserta alam sekitarnya
(Hardjasoemantri, 2000).
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Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam melakukan kegiatan
aktivitas lingkungan hidup dapat diperinci menjadi sebagai
berikut (Soejadi, 1999) :

Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai
religius yaitu:

1. Percaya dan keimanan akan eksistensi adanya Sang

Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

2. Takwa dan mematuhi semua perintah-Nya untuk beribadah
dan menjauhkan semua larangan-Nya.

Setiap menggunakan karunia Tuhan Yang Maha Esa maka
manusia harus meyakini bahwa semua karunia kekayaan alam
merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya
dengan memperhatikan kepentingan bersama. Dalam kehidupan
sehari-hari manusia harus menjaga dan merawat sumber daya
alam baik hayati maupun hewani serta menjaga kebersihan
lingkungan disekitarnya. Seperti diketahui semua agama juga
menekankan bahwa Sang Pencipta tidak menyukai manusia
yang melakukan kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup
negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
kepada bangsa Indonesia sehingga harus dijaga kelestariannya
sehingga menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia
untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemanusian yang Adil dan Beradab
Dalam Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab
mengandung nilai kemanusian yang wajib diperhatikan dalam
aktivitas sehari-hari yaitu berupa :
1. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia Indonesia
beserta hak dan kewajibannya.
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2. Memiliki tingkah laku yang adil dalam hubungannya
terhadap sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan Sang
Pencipta.

3. Manusia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk
lainnya yaitu kemampuan untuk mencipta, rasa, karsa dan
inovasi.

Penjabaran sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari
diwujudkan dengan cara peduli terhadap hak dan kewajiban
orang lain dalam mendapatkan lingkungan hidup yang lebih
baik. Di samping itu setiap manusia Indonesia juga memiliki
hak untuk memperoleh informasi dalam tata cara melakukan
pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah (Hardjasoemantri, Hukum Tata
Lingkungan, 2000). Dengan demikian aktivitas yang dapat
dilakukan masyarakat dalam pengamalan sila ketiga ini dapat
berupa membantu mengendalikan tingkat polusi udara, menjaga
kelestarian sumber daya alam dan melakukan gerakan
penghijauan.

Persatuan Indonesia
Dalam Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga hal-hal yang

harus diperhatikan yaitu:

1. Persatuan bangsa Indonesia yang mendiami wilayah
Indonesia maka dengan demikian memiliki kewajiban
membela dan menjunjung tinggi tanah air sebagai
perwujudan dari jiwa patriotisme.

2. Mengakui adanya pluralisme dalam budaya, suku, agama,
latar belakang pendidikan dan sosial dari bangsa Indonesia
yang berbeda-beda.

3. Rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara
Indonesia.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penjabaran sila
ketiga ini dapat dilakukan dengan cara menjaga dan
melestarikan nilai budaya tradisional dan mempergunakannya di
dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan dengan cara
pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi dalam pengenalan
nilai tradisional beserta nilai agama untuk menciptakan aktivitas
manusia dalam menjaga sumber daya alam (Burhan Bungin dan
Laely Widjajati, 1992).

Sebetulnya larangan secara adat istiadat ini sudah ada sejak
lama misalnya menebang pohon tanpa izin kepala desa atau
larangan mengkonsumsi hewan tertentu sesuai keyakinan agama
masing-masing. Petunjuk tersebut merupakan ajaran tradisional
dari leluhur yang secara tidak langsung ikut serta menjaga
kelestarian lingkungan di wilayah tertentu dan sudah pasti
merupakan bentuk dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari sejak dulu.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam  Permusyawaratan/Perwakilan  yang
mengandung nilai demokrasi. Perwujudannya dapat terlihat
melalui:
1. Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat.
2. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan
pikiran yang sehat.
3. Setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan terhadap hak
dan kewajiban yang sama.
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Penjabaran sila keempat ini dilakukan dengan aktivitas
sebagai berikut: Menciptakan kesadaran dan tanggung jawab

pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup; Menciptakan
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kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam
mengelola lingkungan hidup; Menciptakan kemitraan antara
masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan dan
pelestarian lingkungan hidup.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

mengandung nilai keadilan sosial yang penjabarannya harus

memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Perlakuan yang adil dalam aspek politik, ekonomi dan
sosial budaya.

2. Penjabaran keadilan sosial diperuntukan bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak milik orang lain.

5. Memiliki cita-cita masyarakat yang adil dan makmur di
segala bidang.

6. Menciptakan kemajuan pembangunan.

Penjabaran sila kelima ini dalam lingkungan hidup diatur
dalam Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara pada bagian H yang mengatur
bidang tata kelola lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber
daya alam yaitu: Mengelola sumber daya alam dan memelihara
daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; Meningkatkan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan
melakukan  konservasi, rehabilitasi dan  penghematan
penggunaan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan;
Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan
sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan
hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur
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dengan undang-undang; Mendayagunakan sumber daya alam
untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat dengan
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi
dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang Yyang
pengaturannya diatur dengan undang-undang; Menerapkan
indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan
keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat
diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

KESIMPULAN

Setiap modernisasi dan kemajuan industri di segala bidang
selain memiliki dampak positif juga menimbulkan dampak
negatif. Pembakaran hutan dan lahan perkebunan, pemakaian
kendaraan bermotor berbahan bakar fosil dan aktivitas industri
menghasilkan gas buangan yang mengandung partikel mikro
yang bersifat aerosol ke udara. Partikel ini dapat merusak
lapisan atmosfer bumi sehingga mengakibatkan efek rumah
kaca. Sehingga dampak dari kerusakan pada lapisan troposfer
bumi akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang kita
alami sekarang. Secara tidak langsung dampak dari perubahan
iklim dapat mengakibatkan bencana alam, kerusakan lingkungan
dan ekosistem, gagal panen, banjir, tanah longsor dan timbulnya
berbagai penyakit. Dengan demikian yang menjadi saran adalah
harus dilakukan pengembangan dan pemakaian sumber energi
terbarukan sehingga tidak perlu lagi bergantung pada bahan
bakar fosil seperti penggunaan kendaraan bermotor yang
menggunakan energi listrik dan juga dicari solusinya akan gas
buangan dari aktivitas industri menjadi lebih ramah lingkungan
dan mengurangi polusi udara. Sehingga kerusakan lingkungan
hidup dan ekosistem dapat dicegah dan masyarakat hidup lebih
sejahtera.
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PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat adanya dinamika
pasang surut terkait pemahaman dan implementasi nilai-nilai
Pancasila. Salah satu contoh dinamika Pancasila dalam sejarah
kita ialah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, presiden
pertama RI tersebut cenderung lebih mempopulerkan konsep
pemikiran ideologis NASAKOM yang berusaha
menggabungkan  ideologi  Nasionalisme, Agama, dan
Komunisme sebagai jalan tengah untuk menyikapi sengitnya
persaingan ideologi dan politik pada era 1950-an sehingga
Pancasila sebagai sebuah ideologi kalah populer.

Sebaliknya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,
Pancasila menjadi sangat populer. Hal tersebut dapat dipahami
karena pada tahun 1965, muncul sebuah gerakan yang berupaya
untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi negara namun
gagal. Kegagalan gerakan tersebut cukup memberikan dampak
pada pemerintahan Soekarno, tak lama berselang peralihan
kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto terjadi.
Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto menempatkan
Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indoktrinasi Pancasila
dalam berbagai aspek kehidupan melalui penataran Ekaprasetia
Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) pada masa itu dipandang sebagai upaya
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pembenaran terhadap berbagai tindakan yang dijalankan oleh
pemerintahan  Soeharto. Sejarah mencatat pemerintahan
Soeharto berakhir dengan adanya gelombang reformasi pada
tahun 1998, gelombang tersebut muncul sebagai efek gunung es
dari semakin merajalelanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) pada pemerintahan yang telah berkuasa selama 32 tahun
tersebut. Pasca turunnya Soeharto pun, banyak kalangan yang
masih mengidentikkan Pancasila sebagai warisan pemerintahan
Soeharto.

Dinamika terakhir tersebut secara tidak langsung
menyebabkan terjadinya penurunan pemahaman Pancasila
terutama di kalangan generasi muda Indonesia pasca Reformasi.
Nilai-nilai luhur Pancasila yang kurang begitu intens
ditanamkan kepada generasi muda Indonesia mengakibatkan
terjadinya degradasi moral di masyarakat. Oleh karena itu,
dirasa penting bagi seluruh komponen bangsa untuk memahami
Pancasila dari Dinamika dan Tantangannya sejak Pancasila
disahkan sebagai ideologi negara ini pada tahun 1945 agar dapat
mengambil hikmah dan pelajaran dalam upaya mempertahankan
ideologi Pancasila di masa kini dan masa yang akan datang,
sebagaimana pernah dikatakan oleh Ir. Soekarno bahwa “Jangan
sekali-kali melupakan sejarah (Jasmerah)” karena seperti yang
dikatakan oleh filsuf Cicero bahwa “Historia Vitae Magistra”
yang artinya Sejarah Merupakan Guru Kehidupan.

ERA PRAKEMERDEKAAN

Pada tanggal 29 Mei 1945 Ketua BPUPK, Dr. Radjiman
Wedyodiningrat meminta kepada peserta sidang pertama
BPUPK untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia
merdeka. Sidang tersebut kemudian menampilkan beberapa
tokoh bangsa sebagai pembicaranya yaitu Mr. Muhammad
Yamin, Ir. Soekarno, Mr. Soepomo, Ki Bagus Hadikusumo dll.
Sejarah bangsa kita kemudian mencatat pemikiran beberapa
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pembicara tersebut sebagai cikal bakal dasar negara Indonesia.
Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945
mengemukakan usulan dasar negara yang terdiri dari Peri
Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri
Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Mr.
Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan rumusan
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin,
Musyawarah, dan Keadilan Rakyat. Terakhir, Ir. Soekarno pada
tanggal 1 Juni mengusulkan lima rumusan yang ia beri nama
“Pancasila” yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau
Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan
Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Ir. Soekarno menjadi salah satu tokoh yang memiliki peran
menonjol pada era itu. Soekarno aktif merintis pemikiran ke
arah dasar filsafat Pancasila dengan gagasannya yang berusaha
untuk menyintesiskan antara “nasionalisme, Islamisme, dan
Marxisme” yang dikonseptualisasikan lebih lanjut ke dalam
prinsip ‘““socio-nationalisme”, dan ‘“socio-democratie”, ia juga
yang menjadi orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar
negara dalam konteks “dasar filsafat” (Philosophische
grondslag) atau “pandangan dunia” (Weltanschauung) dengan
mengkristalisasikannya menjadi lima prinsip dasar yang
kemudian ia sampaikan dalam sidang BPUPK dengan nama
“Pancasila” tersebut. (Latif, 2020)

Salah satu catatan penting dalam sejarah dinamika
perumusan dasar negara ialah disetujuinya naskah “Pembukaan
Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam
Jakarta (Jakarta Charter). Naskah Piagam Jakarta tersebut
menjadi naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada
alinea keempat piagam tersebut terdapat rumusan dasar negara
yang kemudian disepakati diberi nama Pancasila, yakni
Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
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Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan, dan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejarah kemudian mencatat adanya dinamika yang cukup
serius dan melibatkan suasana kebatinan yang mendalam bagi
para pendiri bangsa ini terkait dengan rumusan Pancasila dalam
piagam Jakarta, terutama pada sila pertama. Hal ini terjadi
karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan
masyarakat Indonesia bagian Timur yang menemui Drs. Moh.
Hatta dan mempertanyakan tujuh kata dalam sila pertama yakni
“dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya”, hingga akhirnya Bung Hatta sebagaimana
diceritakan dalam otobiografinya, beliau mendekati tokoh-tokoh
Islam agar bersedia mengganti tujuh kata tersebut dalam
rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat “Ketuhanan Yang
Maha Esa” (Hatta, 1982), Penggantian tujuh kata tersebut
dilakukan demi menjaga persatuan bangsa, mengingat adanya
keberatan dari masyarakat Indonesia bagian timur yang rata-rata
beragama Katolik dan Protestan. (Latif, 2020). Sejarah kita
kemudian mencatat bagaimana kebesaran hati para bapak
bangsa kita dari kalangan ulama/tokoh Islam demi terwujudnya
negara kebangsaan Indonesia, dan demi menjaga persatuan
bangsa maka disepakati untuk menghapus tujuh kata tersebut
dan menggantinya dengan kata-kata “Yang Maha Esa” hingga
sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

ERA KEMERDEKAAN

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,
dinamika dan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara
masih terus berlangsung. Pada Era kemerdekaan ini, Pancasila
melewati masa-masa percobaan demokrasi. Indonesia memasuki
era percobaan penerapan demokrasi multipartai dengan sistem
kabinet parlementer. Pada masa ini, terjadi persaingan politik
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antar partai yang cukup serius sehingga menyebabkan
pemerintahan kabinet jatuh bangun serta adanya segelintir
golongan yang tidak setuju dengan gagasan Pancasila sehingga
menimbulkan berbagai upaya untuk mengganti Pancasila
dengan ideologi lain dan tak jarang berujung pada konflik
bersenjata antar sesama bangsa Indonesia, padahal pada masa
itu, Indonesia masih menghadapi ancaman pendudukan kembali
dari Belanda dengan adanya Agresi Militer Belanda | pada 21
Juli 1947 dan Agresi Militer Belanda Il pada 19 Desember 1948,
alhasil pemerintahan saat itu harus ekstra berjuang dan bertindak
keras untuk mempertahankan Pancasila. Beberapa konflik
bersenjata tersebut diantaranya ialah Pemberontakan Partai
Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 19 September 1948,
Pemberontakan DI/TIlI pada 7 Agustus 1949, Pemberontakan
Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1950,
Pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1957-1958, dan
Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tahun
1949. (Murniaseh, 2023).

Dinamika ketatanegaraan Indonesia pada masa itu sangat
kompleks, bahkan dalam upaya perjuangan melalui diplomasi,
Indonesia pernah berubah dari Negara Kesatuan menjadi Negara
Serikat tepatnya setelah berlangsungnya Konferensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haag Belanda dari tanggal 23 Agustus- 2
November 1949. Salah satu butir kesepakatan yang dicapai
dalam konferensi ini ialah Indonesia menjadi Republik
Indonesia Serikat (RIS) dan Belanda akan menyerahkan
kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Akhirnya
secara resmi Indonesia berubah menjadi RIS pada tanggal 2
November 1949. Perubahan tersebut juga diikuti dengan
perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS.
Dalam sejarahnya, Pancasila memang mengalami beberapa kali
perubahan terkait rumusan redaksionalnya. Meski demikian,
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prinsip-prinsip pokok (kandungan nilai) setiap sila Pancasila
secara substantif tidak mengalami perubahan. (Latif, 2020).
Pada masa itu juga, partai politik tumbuh sangat subur,
berbagai dinamika dan proses politik yang terjadi pada masa itu
memiliki kecenderungan selalu berhasil dalam mengusung dan
mempertahankan kelima sila sebagai dasar negara sehingga pada
masa itu Pancasila dapat dikatakan mengalami masa
kejayaannya hingga kemudian Pancasila tiba pada masa-masa
kelamnya pada akhir tahun 1959 dimana pada saat itu Presiden
Soekarno mulai menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang
menandai era yang kemudian dikenal sebagai era Orde Lama.

ERA ORDE LAMA

Pada masa pemerintahan Orde Lama ini, kehidupan politik
dan pemerintahan seringkali terjadi penyimpangan yang
dilakukan oleh Presiden Soekarno dan juga MPRS yang
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya,
implementasi dan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada
masa itu tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Hal
tersebut terjadi karena pada masa itu pelaksanaan pemerintahan
terpusat pada kekuasaan Presiden yang disertai dengan
lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan lembaga legislatif
yakni DPR terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintahan Soekarno. Dikatakan terpusat, karena pada masa
itu Presiden Soekarno berkuasa seorang diri, tidak disertai
dengan Wakil Presiden karena Drs. Moh. Hatta telah
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada
tahun 1956 karena beliau merasa sudah tidak sejalan lagi dengan
pemikiran Soekarno terutama terkait dengan konsep Demokrasi
Terpimpin (Kusuma, 2021).

Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan begitu
besar kepada Presiden Soekarno memunculkan timbulnya
berbagai kegaduhan dan pertentangan politik serta konflik
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lainnya yang berkepanjangan sehingga menimbulkan semakin
memburuknya situasi dan kondisi politik, keamanan, dan
kehidupan ekonomi. Puncak dari berbagai situasi yang
memburuk tersebut adalah munculnya gerakan pemberontakan
G30S oleh Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965
yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara
Indonesia. Pemberontakan tersebut sekaligus menjadi ujian berat
bagi ideologi Pancasila dalam menghadapi ideologi komunisme,
namun hingga akhirnya Pancasila masih dirahmati oleh Tuhan
YME tetap kokoh di Bumi Nusantara karena pemberontakan
tersebut berhasil digagalkan. Hal tersebut yang kemudian
melatarbelakangi ditetapkannya tanggal 1 Oktober sebagai Hari
Kesaktian Pancasila, bahwa Pancasila telah membuktikan
kesaktiannya dalam menghadapi goncangan dari ideologi lain
yakni Komunisme.

ERA ORDE BARU

Terjadinya G30S pada tahun 1965 menjadi titik awal bagi
kejatuhan pemerintahan Soekarno. Pada 7 Maret 1967, Jenderal
Soeharto ditunjuk menjadi Pejabat Presiden oleh MPRS dan
kemudian resmi menjadi Presiden Indonesia menggantikan
Soekarno pada tanggal 26 Maret 1968 (Pratama & Galih, 2019).
Pada masa pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan masa
Orde Baru ini, Pancasila sangat diagung-agungkan dimana
pemerintahan Orde baru menggalakkan doktrinasi Pancasila
kepada berbagai lapisan dan komponen bangsa. Hal tersebut tak
terlepas dari penegasan dan komitmen Soeharto bahwa
Pancasila sebagai Dasar Negara akan dilaksanakan secara murni
dan konsekuen. Pada Tahun 1968, Presiden Soeharto
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang
menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar
negara, Inpres tersebut menyebabkan pelafalan/penyebutan
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pengucapan Pancasila dan sila-silanya seperti yang kerap kita
dengar saat ini pada saat Upacara Bendera.

Untuk menyukseskan upaya indoktrinasi Pancasila tersebut,
MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor [I/MPR/1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetya Pancakarsa). Tap MPR tersebut menjadi dasar
lahirnya program P4 yang gencar dilaksanakan kepada setiap
lapisan masyarakat serta melahirkan Badan Pembinaan
Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (BP7). Adapun nilai dan norma-norma Yyang
terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan
Pancasila yang ditetapkan berdasarkan Tap MPR tersebut
mencakup 36 butir. Keseluruhan butir tersebut berikut dengan
pengimplementasiannya wajib untuk diketahui dan dipahami
oleh seluruh masyarakat Indonesia pada masa itu.

Dinamika dan Tantangan Pancasila pada masa ini ialah
Pancasila kembali mencapai kejayaannya, Pancasila juga
menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi yang berdiri di
Indonesia pada masa itu, tidak ada ruang tumbuh bagi ideologi-
ideologi lain terutama ideologi komunisme di organisasi-
organisasi di Indonesia. Namun, pemerintahan Soeharto pada
akhirnya pun dianggap mengalami penyimpangan dari Pancasila
dan UUD 1945, Soeharto dianggap cenderung mempraktikkan
ideologi  liberalisme-kapitalisme dalam  penyelenggaraan
negaranya. Selain itu, pada masa pemerintahan Soeharto
berbagai bentuk kritikan terhadap pemerintah dilarang dengan
alasan dapat mengganggu stabilitas nasional. Hal tersebut
merupakan bentuk nyata dari penyelewengan terhadap sila ke-4
Pancasila dimana semestinya pemerintah dapat menjamin dan
menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Adapun beberapa
tindakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap tidak sesuai
dengan Pancasila menurut (Salma, Rosi, Khatir, & Fitriono,
2022) diantaranya Pancasila ditafsirkan secara sepihak melalui
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program P4 yang dijalankan pemerintah; Marak terjadi KKN
(Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) di kalangan pejabat tinggi
negara; Pembatasan pers dan pembentukan Departemen
Penerangan sebagai lembaga sensor agar setiap media yang
dimuat tidak menjatuhkan pemerintah; Diskriminasi terhadap
masyarakat non-pribumi dan golongan minoritas; Pelanggaran
HAM seperti pembunuhan yang terjadi di Timor Timur, Aceh,
Irian Jaya, dan Tanjung Priok.

Berbagai tantangan yang datang dari luar negeri maupun
dalam negeri yang semakin kompleks pada era 1990an membuat
situasi geopolitik makin memanas yang disertai dengan
terjadinya resesi ekonomi global dimana pemerintahan Orde
Baru gagal menanganinya. Hingga pada akhirnya muncul
gerakan reformasi pada tahun 1998 yang memaksa Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia
setelah berkuasa selama 32 tahun.

ERA REFORMASI

Pada awal Reformasi, berbagai hal yang dianggap “berbau”
orde baru dihapuskan, diantaranya dicabutnya Tap MPR No
I[I/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan
Pancasila yang berimbas pada dibubarkannya BP-7 dan
ditiadakannya program P4 oleh pemerintah Indonesia. Tidak
sampai disana, pada awal-awal reformasi pun Pancasila yang
notabene merupakan dasar negara/ideologi bangsa juga
dianggap “berbau” Orde Baru, hal itu tidak terlepas dari
digunakannya Pancasila oleh Pemerintahan Soeharto sebagai
landasan dalam menjalankan kekuasaannya sehingga dianggap
“alat” untuk melanggengkan kekuasaannya.

Penafsiran  Pancasila dan nilai-nilainya cenderung
diserahkan kepada pasar bebas dimana setiap individu/kelompok
dapat dengan bebas tanpa batasan menafsirkan Pancasila sesuali
dengan pemahaman dan kepentingannya masing-masing. Hal
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tersebut terjadi karena tidak adanya lembaga negara yang
memiliki kewenangan terkait dengan ideologi Pancasila
sebagaimana dahulu ada BP7, setelah BP7 dibubarkan maka
terjadi  “kekosongan” lembaga negara yang fokus pada
pembinaan ideologi di Indonesia.

Pada tahun 2004, barulah berkembang gerakan dari para
akademisi serta pemerhati Pancasila yang gigih membumikan
kembali Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai
aktivitas akademik dengan tujuan mengembalikan eksistensi
Pancasila serta menyebarluaskan kembali nilai-nilai Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa serta memberikan penegasan
bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber
hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada era
reformasi, Pancasila memiliki setidaknya dua peran yakni
sebagai paradigma ketatanegaraan dimana sistem ketatanegaraan
Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sebagai
paradigma pembangunan nasional, dimana segala aspek
pembangunan nasional di berbagai bidang harus berlandaskan
pada nilai-nilai Pancasila.

Tantangan Pancasila pada era ini agak berbeda dengan
tantangan yang muncul di era-era sebelumnya, dimana
tantangan pada era sebelumnya dalam bentuk pemerintahan
yang diktator/otoriter serta aksi pemberontakan bersenjata. Pada
era reformasi, seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam fenomena globalisasi
memunculkan tantangan yang benar-benar baru yakni terkait
dengan kemudahan memperoleh informasi yang serba cepat,
bebas, dan tanpa batas. Kemudahan tersebut tanpa disadari
menjadi ancaman yang nyata bagi Pancasila sebagai ideologi
dan pandangan hidup bangsa. Apabila masyarakat Indonesia
tidak mampu selektif dalam memilih setiap informasi yang
masuk, maka nilai-nilai Pancasila lambat laun, disadari atau
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tanpa disadari akan semakin tergerus seiring dengan
perkembangan zaman.

Tantangan tersebut disadari oleh para tokoh bangsa, MPR
Rl pada masa kepemimpinan Alm. Taufig Kiemas sebagai
Ketua MPR mulai melaksanakan upaya sosialisasi nilai-nilai
Pancasila yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi Empat Pilar
Kebangsaan. Dalam perjalanannya, nomenklatur Empat Pilar
Kebangsaan harus diubah seiring dengan keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI1/2013, sehingga
berubah menjadi Empat Pilar MPR. Kemudian Lembaga
Ketahanan Nasional Rl yang notabene merupakan institusi
pendidikan tertinggi bagi calon pemimpin tingkat nasional pun
melaksanakan program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
dengan salah satu komponen utama sebagai Konsensus Dasar
yang menjadi titik penekanannya ialah Nilai-Nilai Kebangsaan
yang bersumber dari Pancasila. Hingga kemudian pada akhirnya
Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk membentuk
suatu institusi yang fokus pada pembinaan ideologi Pancasila
dengan melahirkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
yang dibentuk pada 28 Februari 2018 melalui Perpres No. 7
Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

ARGUMEN DINAMIKA DAN TANTANGAN
PANCASILA

Dinamika proses lahir dan berkembangnya Pancasila telah
dilalui dengan cukup panjang. Dimulai dari proses perumusan
dasar negara pada sidang BPUPK yang dilaksanakan sebelum
Indonesia merdeka, munculnya istilah Pancasila pada tanggal 1
Juni 1945 dalam pidato rumusan dasar negara yang diajukan
oleh Ir. Soekarno, proses kebatinan pada saat Pancasila akan
disahkan menjadi dasar negara, hingga kemudian disahkan
sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18
Agustus 1945. Setelah diberlakukan sebagai dasar negara,
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dinamika pasang surut kewibawaan Pancasila sebagai dasar
negara terjadi, pada era pemerintahan Presiden Soekarno,
Ideologi Pancasila mengalami dinamika yang cukup kompleks
karena harus berhadapan dan kerap dicampur adukkan dengan
ideologi komunisme dalam konsep Nasakom yang dikeluarkan
presiden Soekarno. Namun, Pancasila kembali memperoleh
kejayaannya pada era pemerintahan Soeharto dimana Pancasila
menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik
yang ada di Indonesia serta nilai-nilai Pancasila sangat
digencarkan oleh pemerintah melalui program P4 kepada
seluruh masyarakat Indonesia.

Dari dinamika yang terjadi tersebut perlu ditegaskan bahwa
Pancasila merupakan dasar negara yang merangkul semua
golongan dalam satu sesanti “Bhinneka Tunggal Ika” bukan
untuk menghapus perbedaan. Oleh karena itu Pancasila
merupakan jembatan dalam menyatukan bangsa Indonesia yang
penuh keragaman ini. Memperhatikan dinamika yang terjadi
sepanjang sejarah tersebut membuktikan bahwa perumusan
Pancasila telah melalui berbagai tantangan. Selain sebagai
Ideologi dan Dasar Negara, Pancasila juga merupakan pedoman
hidup dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Soekarno bahwa
“...dan mereka menerima Pancasila bukan hanya sebatas
konsep ideologis, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk
bertindak...” (Soekarno, 1961), sehingga diperlukan suatu upaya
agar implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan secara tepat
sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Notonegoro
mengemukakan bahwa Pancasila merupakan dasar paling sesuai
untuk menjadi patokan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walau demikian, tantangan demi tantangan masih akan
terus dihadapi oleh Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dasar
negara serta sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam
menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks serta
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diiringi oleh kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan
kita sebagai bangsa Indonesia perlu lebih berhati-hati. Kehati-
hatian yang dimaksud adalah dalam hal berperilaku dan sudut
pandang pemikiran agar tidak mudah terpengaruh oleh
kehidupan dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia dengan selalu berpedoman pada Pancasila.
Masyarakat Indonesia harus mampu menyaring budaya dan
pemikiran-pemikiran seperti liberalisme, kapitalisme,
komunisme, sosialisme, sekularisme, pragmatisme, hedonisme,
feminisme, dll. yang dapat dengan mudah diakses berbagai
kontennya melalui internet sebagai pengaruh dari makin
borderless-nya batasan setiap negara akibat kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi.

Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat
Indonesia dapat Kita lihat dari berbagai kejadian/peristiwa yang
menghiasi media massa dalam beberapa waktu terakhir.
Maraknya aksi tawuran yang disebabkan oleh hal sepele, kasus
penistaan agama, kejahatan yang mengatasnamakan agama
seperti terorisme, maraknya pelecehan seksual, korupsi dan
kasus-kasus lainnya menjadi contoh nyata dari akibat pudarnya
nilai-nilai Pancasila (Dewi & Anggraeni, 2021). Ditinjau dari
kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia tersebut, sangat
tepat bila dikaitkan dengan lunturnya karakter bangsa. Karakter
bangsa Indonesia berasal dari hasil internalisasi metode berpikir
dengan ciri khas setiap manusia, dalam konteks ini sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut (Amalia & Najicha, 2023)
terdapat sepuluh ciri perilaku manusia yang menuntun ke arah
kemunduran bangsa, yaitu (1) menurunnya tanggung jawab baik
sebagai individu atau warga negara; (2) membudayanya
ketidakjujuran; (3) rasa tidak hormat pada orang tua, guru, dan
figur pemimpin bertambah tinggi; (4) kekerasan akibat pengaruh
teman sebaya; (5) kecurigaan dan kebencian meningkat; (6)
praktik bahasa semakin buruk; (7) menurunnya budaya dalam
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bekerja; (8) kekerasan semakin mewabah di kalangan generasi
penerus bangsa; (9) perusakan terhadap diri sendiri meningkat;
dan (10) semakin hilangnya pijakan moral.

Kesepuluh ciri tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena-
fenomena yang dapat kita saksikan dalam praktek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga terdapat
beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab lunturnya
Pancasila pada bangsa Indonesia, diantaranya melemahnya
penghayatan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa,
kuatnya pengaruh unsur budaya asing yang turut menggerus
pemakaian bahasa Indonesia, berkurangnya legitimasi agama,
terjadinya dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan, serta
terjadinya perubahan pola perilaku dalam pergaulan sehari-hari
masyarakat. Semua hal tersebut jika dikerucutkan maka akan
menemukan bahwa hal tersebut seluruhnya merupakan dampak
negatif dari globalisasi.

Mengatasi persoalan yang begitu kompleks ini tidak mudah,
perlu suatu komitmen dan andil yang kuat dari seluruh lapisan
masyarakat untuk turut serta bersama-sama mengatasi persoalan
tersebut. Seluruh komponen bangsa dari berbagai lapisan
masyarakat harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri
mereka  yang  kemudian  diimplementasikan  dalam
kehidupannya.

KESIMPULAN

Esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia sendiri
yaitu Pancasila sebagai philosofische grondslag dan
weltanschauung. Dalam mempelajari dinamika serta tantangan
Pancasila dalam konteks sejarah perlu membaginya menjadi
beberapa periodisasi yakni Era Kemerdekaan, Era Orde Lama,
Era Orde Baru, dan Era Reformasi. Era Kemerdekaan, dapat
dikatakan merupakan masa-masa awal berdirinya negara
Indonesia dimana Indonesia masih mencari konsep yang tepat
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dalam menjalankan ketatanegaraannya, berbagai dinamika yang
datang dari dalam dan luar negeri begitu banyak terjadi pada
masa itu. Pancasila pada masa itu benar-benar diuji, dimana
muncul  pemikiran-pemikiran  ideologis yang berusaha
menggeser Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup
bangsa Indonesia, hal tersebut terlihat dari upaya
pemberontakan PKI yang berusaha menancapkan ideologi
komunisme di Indonesia dan mendirikan Negara Soviet
Indonesia serta upaya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam
Indonesia (DI/TII) yang menginginkan berdirinya Negara Islam
Indonesia  dengan  ideologi  berbasis agama  yang
diperjuangkannya. Namun, Pancasila berhasil bertahan,
pemberontakan-pemberontakan tersebut berhasil digagalkan
oleh pemerintah Indonesia yang mau tak mau harus
menggunakan cara tegas dalam menyikapinya. Pada masa itu
juga, partai politik tumbuh subur, seiring dengan
dilaksanakannya Pemilu pertama paling demokratis dalam
sejarah Indonesia pada tahun 1955.

Dilanjutkan dengan Era Orde Lama yang ditandai dengan
mulai munculnya beberapa penyelewengan terhadap Pancasila
dan UUD 1945 yakni dengan penerapan Demokrasi Terpimpin
yang memberikan kekuasaan begitu besar kepada Presiden,
dalam konteks ini dapat dikatakan pemerintahan mulai bergeser
menjadi otoriter, Presiden juga gencar membumikan pemikiran
konsep Nasakom, Pancasila semakin terpinggirkan. Hingga
puncaknya pada 30 September 1965, Pancasila kembali
menghadapi ujian berat dengan adanya pemberontakan G30S
namun lagi-lagi sejarah mencatat Pancasila mampu bertahan.

Era Orde Baru, yang berjalan cukup panjang selama 32
tahun lamanya telah menjadikan Pancasila sebagai doktrin dan
asas tunggal dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Pancasila kerap dijadikan sebagai
landasan untuk melancarkan setiap tindakan yang diambil oleh
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pemerintahan orde baru. Sama seperti pada saat Era Orde Lama,
corak pemerintahan pada Era Orde Baru cenderung otoriter.
Pancasila benar-benar diagungkan posisinya selama Orde Baru
berkuasa, namun sayangnya pasca jatuhnya Orde Baru oleh
Gelombang Reformasi sebagai akibat maraknya KKN dan
dugaan pelanggaran HAM, Pancasila turut terkena getahnya,
Pancasila dianggap sebagai salah satu peninggalan rezim Orde
Baru sehingga hal-hal yang berbau doktrinasi Pancasila dihapus
atau dibubarkan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan globalisasi yang
semakin kompleks dengan berbagai tantangannya membuat
banyak orang mulai menyadari akan pentingnya penanaman dan
penguatan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Indonesia
sebagai penyaring dalam menghadapi berbagai dampak negatif
yang timbul dari kemajuan teknologi dan informasi pada era
globalisasi. Pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada
upaya penanaman nilai-nilai  Pancasila kepada seluruh
komponen masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda.
Biar bagaimanapun juga, generasi muda Indonesia yang
berkarakter Pancasila lah yang akan mewujudkan visi Indonesia
Emas 2045. Oleh karena itu penting kiranya pula untuk Kita
belajar dari dinamika dan tantangan Pancasila dalam perjalanan
sejarahnya sehingga kita dapat mengambil pelajaran untuk
kemudian hal-hal yang buruk dari catatan sejarah, terutama
berkaitan dengan penyelewengan terhadap Pancasila tersebut
dapat kita hindari dan sedapat mungkin tidak terjadi lagi di masa
yang akan datang.
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PENDAHULUAN

Pancasila adalah sumber hukum negara Indonesia. Hal ini
diatur pada Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Secara konstitusional, Pancasila sebagai sumber hukum yang
mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan unsur
negara yakni rakyat, wilayah atau kedaulatan, pemerintahan
negara dan pengakuan negara lain. Pancasila mengandung nilai
dan norma yang sekiranya dijadikan pedoman berpikir dan
berperilaku. Nilai-nilai dalam Pancasila yakni nilai Ketuhanan,
nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai
Keadilan juga dapat diartikan sebagai cita-cita negara. Nilai-
nilai tersebut merupakan representasi dari pandangan hidup
bangsa Indonesia. Bertolak dari hal tersebut, maka makna
Pancasila disebut sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian
bangsa Indonesia dan sebagai sumber hukum negara Indonesia
yang pastinya dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berhubungan dengan dinamika dan tantangan, pengertian
secara harfiah dapat dipahami bahwa, kata dinamika memberi
pengertian bahwa suatu pergerakan atau perubahan yang telah
terjadi terhadap suatu hal yang menyebabkan dampak sebagai
akibat, sedangkan tantangan adalah suatu hal yang tanpa
diadakan akan ada dengan sendirinya dan harus disikapi.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka antara dinamika dan
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tantangan ada pada pengertian yang berbeda. Berhubungan
dengan dinamika Pancasila, kehidupan berbangsa dan bernegara
hari ini diharapkan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai
bentuk pengamalan oleh setiap warga negara dalam kehidupan
sehari-hari.  Sedangkan berhubungan dengan tantangan
Pancasila, telah tergerus oleh tantangan yang datangnya dari
beberapa faktor eksternal semisalnya proses perkembangan ilmu
pengetahuan dan perkembangan teknologi serta globalisasi.

Konteks kontemporer memberikan pengertian tentang
keberadaan Pancasila berada pada situasi dan keadaan yang
berorientasi pada masalah-masalah masa kini. Dengan demikian
maka Pancasila dalam tantangannya selain berhubungan dengan
beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, tantangan
Pancasila juga berhubungan dengan faktor internal yang
mempengaruhinya yakni  warga negara/ rakyat dan
pemerintahan, keduanya merupakan bagian dari unsur negara.
Dua unsur ini saling berkorelasi, karena peran warga negara dan
pemerintahan sangat menentukan keberlangsungan kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Pancasila dalam kedudukannya diharapkan dapat menjadi
pedoman hidup bagi kehidupan setiap manusia Indonesia dalam
lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut
sekiranya menjadi acuan dalam berperilaku dan bersosialisasi
antar sesama manusia, dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Pancasila juga dijadikan pedoman
dalam berbagai aspek kehidupan, yakni pada aspek ekonomi,
sosial, budaya dan aspek lainnya, sehingga segala sesuatu yang
dilakukan, diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah
ditetapkan sesuai dengan Pancasila.
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DINAMIKA PANCASILA DALAM KONTEKS
KONTEMPORER

Pancasila dalam proses penetapannya menjadi dasar negara,
telah melewati banyak tantangan. Hal tersebut dikarenakan
Pancasila akan mengambil posisi sebagai landasan dan pedoman
bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara
Indonesia, kita harus memahami bahwa Pancasila adalah satu-
satunya dasar negara republik Indonesia. Pancasila digunakan
sebagai dasar negara dalam hal mengatur pemerintahan dan juga
sebagai dasar dalam mengatur seluruh pelaksanaan administrasi
kenegaraan. Pancasila juga merupakan ideologi negara yang
mengamanatkan bahwa Pancasila sudah harus ada pada fase
mengaktualisasikan/ mengimplementasikan/ menerapkan nilai-
nilai yang hidup didalamnya. Pancasila pun mengatur setiap
materi dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh saling
berlawanan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan hasil dari
pemikiran yang mencakup nilai, yang kiranya diharapkan dapat
mewujudkan tujuan yang diinginkan yakni memperkuat jati diri
negara republik Indonesia.

Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi
landasan dan pondasi utama bangsa Indonesia dalam hal menata
unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara. Segala bentuk
peraturan yang diterapkan di wilayah hukum Indonesia harus
berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila dinilai
sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila
dapat diartikan sebagai aturan yang mengatur pemerintahan
negara, yang memberikan pengertian bahwa hukum dasar, baik
tertulis maupun tidak tertulis dan semua peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, harus didasarkan pula pada
nilai Pancasila.

Perjalanan panjangnya, Pancasila seringkali mengalami
berbagai penyimpangan dalam mengaktualisasikan nilai-
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nilainya. Penyimpangan dari aktualisasi nilai Pancasila dapat
berupa penambahan, pengurangan dan perubahan makna yang
sebenarnya, dan seringkali diikuti dengan upaya penyesuaian
kembali, yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk
tanggung jawab dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila.
Perwujudan nilai Pancasila bersifat dinamis, artinya selalu
bergerak seperti jarum jam dan menjaga keseimbangannya tanpa
pernah berhenti ditengah.

Pancasila memiliki nilai-nilai  luhur yang dijadikan
pedoman hidup, agar setiap masyarakat dapat menjunjung tinggi
sikap patriotisme dan nasionalismenya. Pentingnya nilai-nilai
luhur dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk serta pedoman
hidup bagi masyarakat dalam segala aspek kegiatannya. Nilai-
nilai yang tercantum dalam Pancasila mencerminkan kehidupan
bangsa Indonesia dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak
dapat terpisahkan. Nilai-nilai utama Pancasila yang dimaksud
adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan. Dalam setiap sila, terkandung burit-butir nilai. Butir-
butir nilai tersebut merupakan bentuk perilaku konkrit dalam
konsep ideal yang dapat dijadikan petunjuk hidup. Butir-butir
sebanyak 45 butir yang terbagi dalam lima sila, berasal dari
pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga makna Pancasila
dapat disebut juga sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa dan
sebagai sumber hukum negara. Agar Pancasila senantiasa
menjadi dasar negara, maka menjadi kewajiban bagi setiap
masyarakat Indonesia untuk terus menjaga, melestarikan dan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Pandangan hidup bangsa memiliki arti yang luas
(Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021). Arti tersebut dapat
diuraikan pada unsur-unsur berikut:
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Pancasila sebagai Landasan Kegiatan Negara

Setiap pelaksanaan pembangunan, selalu ditujukan untuk
kepentingan negara dengan didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dalam peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku, mengatur  setiap
kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan
pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, politik, pertanian,
pendidikan, dan bentuk kepentingan lainnya. Berhubungan
dengan kepentingan tersebut, maka dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara harus memiliki pijakan yang kuat untuk dijadikan
pedoman bersama.

Pancasila Sebagai Penghubung Antarwarga Negara

Dalam era globalisasi saat ini, selalu membuka kesempatan
bagi siapapun dan kelompok manapun yang ingin membina
kerjasama dengan negara lain, harus berdasarkan pada nilai-nilai
prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Latar belakang
masyarakat yang beragam atau sebagai bangsa yang plural,
menjadi pola baru dalam berinteraksi dengan negara lain. Untuk
mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, dapat dilakukan
dengan mempelajari makna sesungguhnya yang terdapat pada
nilai Pancasila. Hal ini dapat berdampak pada hubungan antara
masyarakat Indonesia dan negara lain tidak mengalami
perselisihan.

Pancasila merupakan Cita-Cita dan Tujuan Bangsa
Indonesia

Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita dan
tujuan bangsa yang harus diwujudkan. Butir-butir Pancasila
termuat dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi makna
ideologi, falsafah negara dan tujuan bangsa Indonesia.
Kekuasaan yang melekat pada Pancasila dapat menyatukan
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masyarakat, sehingga setiap terjadinya persoalan dalam bentuk
apapun akan dapat diselesaikan dengan baik.

Pancasila dalam Menyusun Sistem Kehidupan Bangsa
Indonesia

Pelaksanaan sistem yang berkaitan dengan penataan
kehidupan negara, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Seluruh pelaksanaan sistem yang menguntukan negara serta
berdampak pada masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai
luhur Pancasila.

Pancasila Sebagai Kesepakatan Tertinggi

Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang merupakan
hasil pemikiran The Founding Fathers/Bapak Pembina bangsa
dan para pemimpin negara pada masa sebelum Indonesia
merdeka. Para tokoh penting ini, merumuskan Pancasila yang
nilainya harus dijaga, dilestarikan dan diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang dipandang baik,
sehingga nilai dalam Pancasila ini harus dijadikan sebagai
motivasi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Sila dalam Pancasila tidak dapat dijalankan secara
tersendiri, karena sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan
yang utuh dan menyeluruh dan saling berhubungan satu dengan
yang lainnya. Dengan semangat Pancasila, masyarakat
Indonesia harus meyakini dan mengamalkan nilai-nilainya
dengan kesungguhan hati. Segala perbedaan dalam kehidupan
masyarakat, tentu tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus
dihormati dan disyukuri. Sebagaimana amanat konstitusi, setiap
warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama, dan
harus diperlakukan negara sesuai hak dan kewajiban warga
negara. Hak berhubungan dengan hak asasi manusia dan hak
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konstitusi, serta kewajiban merupakan perintah negara kepada
setiap warga negara untuk ditindaklanjuti. Hal ini berlaku pada
setiap aspek kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan
kesepakatan politik para The Founding Fathers, waktu negara
Indonesia  didirikan. Namun dalam perjalanan Panjang
kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering
mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya.
Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan,
pengurangan dan penyimpangan dari makna yang seharusnya,
walaupun seiring dengan keadaan tersebut, selalu terjadi upaya
pelurusan kembali yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam
penerapannya, Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi
tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling
berpengaruh. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan
pula Dberpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham
individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan
berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi
Pancasila inilah yang sedikit lebih  rumit  dalam
mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan praksis
berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila
diibaratkan sebagai pendulum (bandul jam) yang selalu bergerak
ke kanan dan ke Kiri secara seimbang tanpa pernah berhenti
tepat di tengah. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, kita
sepakat dengan mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
kedudukan hukum tertinggi yang menjadi acuan dalam
mengatur dan menjalankan roda kehidupan bernegara.

Dalam konsep kerangka teoritik, menurut Alfred North
Whitehead, (Samaloisa, 2005) berpandangan bahwa semua
realitas atau kenyataan dalam alam mengalami proses atau
perubahan, yaitu kemajuan dan pembaharuan. Realitas itu
dinamik karena berhubungan dengan suatu proses yang terus
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menerus terjadi, walaupun unsur realitas dan identitas diri dalam
perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat pula
dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas
(pengada). Masalahnya, bagaimanakah nilai-nilai Pancasila itu
diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan
bernegara? dan, unsur nilai Pancasila manakah yang mesti harus
kita pertahankan tanpa mengenal perubahan? Untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan ini, Moerdiono (1995/1996) menunjukan
ada tiga tataran nilai dalam ideologi Pancasila.

A

Nilai Dasar

Nilai Instrumental

Nilai Praksis

Bagan 14.1. Tataran nilai dalam ideologi Pancasila.

Penjelasan:
Nilai Dasar

Memberikan pengertian bahwa suatu nilai yang bersifat
sangat abstrak dan tetap, dan yang terlepas dari pengaruh
perubahan waktu. Nilai dasar merupakan hal yang prinsip dan
bersifat sangat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh
perputaran waktu dan tempat dengan kandungan kebenaran.
Dari segi kandungan nilai dasar, maka nilai dasar berkenaan
dengan eksistensi sesuatu hal, yang mencakup cita-cita, tujuan,
tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan
oleh The Founding Fathers. Nilai dasar Pancasila tumbuh sangat
baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan
penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari
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cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi mengenai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan,
persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Nilai Instrumental

Nilai instrumental memberikan pengertian bahwa suatu
nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan
penjabaran dari nilai dasar tersebut, dan merupakan arah
kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi
tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan
tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu
pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa
dilakukan secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk atau
wujud baru untuk membangkitkan semangat yang sama, dalam
batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari
kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan
kebijaksanaan, strategi, organisasi, sitem, rencana, program,
bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar
tersebut. Lembaga negara yang berwenang dalam menyusun
nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden dan DPR.

Nilai Praksis

Nilai praksis memberikan pengertian bahwa nilai yang
terkandung dalam kenyataan sehari-hari, hal ini berupa cara
bagaimana warga negara melaksanakan/ mengaktualisasikan
nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud
penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun
tidak tertulis, baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif,
oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi
kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan
kemasyarakatan bahkan oleh warga negara secara perseorangan
maupun secara berkelompok. Dari segi kandungan nilainya,
nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara
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idealisme dan realitas, Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai
yang dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksis lah
ditentukan tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental
itu. Ringkasnya bukan pada rumusan abstrak dan bukan juga
pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek itu
sendiri terletak dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas
pelaksanaannya.

Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti atau
bentuk  pengamalannya/aktualisasinya  dalam  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu ideologi dapat
mempunyai rumusan yang amat ideal dan ulasan yang amat
logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai
instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan
tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut
akan kehilangan kredibilitasnya. Menurut Moerdiono, tantangan
terbesar bagi suatu ideologi adalah menjaga konsistensi antara
nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksisnya. Sudah
menjadi mutlak jika konsistensi ketiga nilai itu dapat
ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan ada masalah.
Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi dalam tiga
tataran nilai tersebut. Maka dalam hal menjaga konsistensi
dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam praktik hidup
berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang
abstrak, umum, universal yang kemudian ditransformasikan
menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan
menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya, Pancasila
menjadi sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga
menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya.

Operasionalisasi  nilai  Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah diupayakan
secara kreatif dan dinamik. Sebab Pancasila sebagai ideologi
bersifat futuralistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan yang
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ingin diwujudnyatakan. Untuk menghadapi tantangan masa
depan dalam  konteks kontemporer, perlu didorong
pengembangan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan dinamik.
Kreatifitas dalam konteks ini dapat diartikan sebagai
kemampuan untuk menyelesaikan nilai-nilai baru dan mencari
alternatif bagi pemecahan masalah-masalah politik, sosial,
buaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. ldeologi Pancasila
tidak apriori yakni menolak bentukan baru dan kebudayaan
asing, melainkan mampu menyerap nilai-nilai yang dapat
dipertimbangkan untuk dapat memperkaya dan
memperkembangkan kebudayaan sendiri, serta mempertinggi
derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Menurut Hardono Hadi
(1994) (Wartoyo, 2020), Bangsa Indonesia sebagai pengemban
ideologi Pancasila, tidak defensive dan tertutup sehingga sesuatu
yang berbau asing harus ditangkal dan dihindari karena
dianggap bersifat negatif. Sebaliknya tidak diharapkan bahwa
bangsa Indonesia menjadi begitu parno, sehingga segala sesuatu
yang menimpa dapat diterima secara buta tanpa pedoman untuk
menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas
untuk diintegrasikan dalam pengembangan yang menyesuaikan
dengan nilai-nilai Pancasila.

ARGUMEN TANTANGAN PANCASILA DALAM
KONTEKS KONTEMPORER

Salah satu problem yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini
yaitu lunturnya semangat kebangsaan serta patriotisme pada
kalangan generasi milenial maupun generasi Z. Selain itu,
persoalan mendasar bangsa Indonesia adalah krisis moral. Krisis
moral adalah hilangnya sikap, watak serta sikap seseorang yang
berhubungan dengan ihwal kebaikan. Harus diakui bahwa yang
berhubungan dengan moral adalah kepribadian orang, sehingga
penilaian terhadap integritas individu selalu dihubungkan
dengan moralitasnya. Kepribadian orang menentukan sikap
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orang tersebut, dan sikap orang secara individu dapat
mempengaruhi orang lain, termasuk kelompok masyarakat baik
itu untuk hal positif maupun hal negatif. Kelompok masyarakat
yang tergerus oleh pengaruh negatif, secara tidak langsung akan
membias dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat itu
sendiri. Persoalan ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi
eksistensi Pancasila. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi
sebagai ideologi dalam gelombang revolusi industri 4.0 bisa saja
terjadi, jika pemerintah selaku penyelenggara negara dan
masyarakat pada umumnya tidak bekerjasama untuk saling
menumbuhkembangkankan kesadaran mengenai pentingnya
nilai-nilai  Pancasila bagi kehidupan bersama di masa
mendatang.

Pancasila merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia,
merupakan suatu kepercayaan yang dianggap bahwa Pancasila
adalah satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalan
sistem kenegaraan republik Indonesia. Pancasila merupakan
science of ideas dari The Founding Fathers kita yakni Ir.
Soekarno, Soepomo, M. Yamin, dan KH. Bagus Hadikusumo
dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan
Ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila yang memiliki
lima nilai dasar disepakati bersama oleh pendiri bangsa
Indonesia melalui proses yang Panjang. Jika berdasarkan sejarah
pembentukan Pancasila, maka pembentukannya ada pada tiga
tahapan yakni tahap pengusulan, tahap pembahasan dan tahan
penetapan. Hasil dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara
dan sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa, meliputi lima
sila yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
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5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan lima dasar inilah yang kemudian menjadi landasan
kita bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan terhadap
eksistensi ideologi Pancasila dari berbagai terjangan ideologi
dunia dan kebudayaan global. Tantangan dimaksud seperti
contoh berikut, yakni menghadapi penganut atheisme, penganut
individualisme, penganut kapitalisme, dan sebagainya. Pancasila
menghadapi tantangan dalam mengubah sikap dan perilaku
kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat
umum. Contoh tantangan terbesar pada masa sekarang untuk
bangsa Indonesia secara khusus adalah tantangan NAPZA
(narkoba, narkotika, psikotropika dan zat adiktif), kelompok
terorisme dan korupsi (Taufiqurrahman, 2018).

Magnis Suseno (2021) menegaskan bahwa pelaksanaan
ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu
orientasi kehidupan konstitusional. Artinya ideologi Pancasila
dijabarkan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Ada dua unsur penting kedudukan Pancasila sebagai orientasi
kehidupan konstitusional: 1) Kesediaan untuk saling menghargai
dalam kekhasan masing-masing, dan pluralisme merupakan nilai
dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhineka Tunggal lka. Hal
ini Pancasila diletakkan ke dalam ideologi terbuka; 2)
Aktualisasi lima sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan
dalam kehidupan bernegara. Proses terbentuknya Pancasila
adalah melalui suatu proses dengan kualitas tinggi. Artinya,
sebelum disahkan menjadi dasar negara, baik sebagai pandangan
hidup maupun falsafah hidup bangsa Indonesia, fungsi lain dari
nilai Pancasila adalah sebagai motor penggerak atas tindakan
dan perbuatan dalam mencapai tujuan bersama.

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk
memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam
kehidupan bebangsa dan bernegara sehingga tantangan
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Pancasila dalam konteks kontemporer sekalipun dapat dicegah
dengan cepat dan tepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi
terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Dengan demikian
maka apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman,
khususnya dalam konteks kontemporer, harus sesuai dengan
kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar nilai Pancasila.
Syafruddin Amir, dalam penelitiannya yang berjudul Pancasila
as Integration Philosophy of Education and National Character,
menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus
menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat
sekaligus mempunyai peranan dalam kegiatan yang
berhubungan dengan amanat konstitusional. Hal ini karena
Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-
macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik,
sosial, dan bahkan ekonomi (Fadilah, 2019).

Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis
pandang bagi setiap warga negara dalam menghadapi segala
bentuk fenomena yang terjadi baik dalam negeri maupun luar
negeri. Dalam proses membumikan Pancasila terdapat lima hal
pokok yang menjadi tantangan menurut anggota BPIP yaitu
Pemahaman Pancasila; Eksklusivisme Sosial; Kesenjangan
Sosial; Pelembagaan Pancasila; dan Keteladanan Pancasila.

Keseluruhan proses membumikan Pancasila yang diuraikan
diatas, merupakan pokok yang harus dimiliki setiap warga
negara maupun penyelenggara negara dalam menghadapi era
revolusi. Dengan perkembangan era revolusi, tantangan ideologi
Pancasila semakin kompleks jika mengikuti perkembangan dan
perubahan zaman. Tantangan Pancasila terjadi dalam berbagai
bentuk, berikut ini dapat dikelompokan bentuk-bentuk
tantangan:

1. Pengaruh Ideologi Asing. Ideologi yang dimaksud adalah
ideologi liberalism yakni paham yang memprioritaskan
kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek;
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ideologi komunisme yang tujuan utamanya menciptakan
masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan
kepemilikan bersama alat produksi yang tidak ada kelas
sosial, uang dan negara; ideologi individualism yakni
paham yang mementingkan hak perseorangan di samping
kepentingan masyarakat atau negara dan menganggap diri
sendiri lebih penting dari orang lain; paham atheism yakni
paham yang tidak mengakui adanya Tuhan; ideologi
kapitalisme yakni mementingkan kepentingan individu atau
diri sendiri dibandingkan kepentingan negara sehingga
memunculkan sikap individualis yang sangat tinggi; paham
khilafah Islamiyah yang berhubungan dengan paham-paham
radikalisme dan ekstremis, ideologi sekularisme yakni
pergerakan menuju pemisahan antara agama dan
pemerintahan. Paham-paham ideologi tersebut mudah untuk
dipelajari dan berpotensi untuk ditiru dalam bersikap
maupun berdalil untuk kepentingan diri sendiri maupun
kepentingan kelompok.

Lingkup Sosial. Tantangannya dalam bentuk aktivitas
pengedar dan pemakai narkoba, terorisme, separatis
(pemberontakan negara, seperti GAM (Gerakan Aceh
Merdeka), OPM  (Organisasi  Papua  Merdeka)-
KKB(Kelompok Kriminal Bersenjata)), perilaku korupsi
(berhubungan dengan moral individu) serta kebudayaan
global, eksklusivisme sosial (menguatnya individualisme)
yakni perilaku yang cenderung memisahkan diri dari
lingkungan sosial dan masyarakat, maraknya intoleransi
(diskriminasi dan intimidasi kepada kelompok minoritas),
konflik sosial (konflik suku, ras, agama, budaya, golongan),
ujaran kebencian (secara langsung maupun melalui media
elektronik).

Perkembangan Teknologi. Tantangan Pancasila pada sisi
yang lain adalah kehadiran internet yang telah merubah
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banyak hal. Salah satunya adalah perkembangan internet
sendiri yang berevolusi dari tahun ke tahun. Seperti yang
kita ketahui bahwa dulunya internet sebatas digunakan
sebagai media informasi dan berkirim pesan singkat, namun
seiring berkembangnya waktu internet telah berubah
menjadi Internet of Things (IoT) yang diibaratkan seperti
pedang bermata dua yang memberikan nilai positif maupun
negatif. Tidak dapat juga dipungkiri, perkembangan
teknologi salah satunya ditunjukan dengan diciptakannya
Artificial Intelligence (Al) atau robot yang mirip dengan
manusia sudah banyak digunakan oleh perusahan-perusahan
besar sehingga menggeser peran manusia dalam melakukan
pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini
pastinya menguntungkan dunia namun juga memberikan
dampak yang cukup signifikan terhadap pasar tenaga kerja.
Hal ini disebabkan karena teknologi dirasa lebih efisien dan
efektif dibanding tenaga atau kompetensi manusia yang
terbatas serta untuk memangkas beban sumber daya
manusia yang menuntut kenaikan upah buruh tetapi tidak
diikuti dengan kenaikan produktivitasnya. Akhirnya,
banyak perusahan yang melakukan PHK secara besar-
besaran dan menyebabkan terjadinya pengangguran
teknologi.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Dalam bentuk tidak
menjadikan  Nilai-Nilai ~ Pancasila  sebagai  dasar
pengembangan ilmu dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila
sebagai obyek ilmu pengetahuan khusus pada lingkup
lembaga pendidikan yakni dari taman kanak-kanak hingga
pada perguruan tinggi.

Tantangan Pancasila yang semakin kompleks yang
diuraikan tersebut memiliki kemiripan dengan lima hal pokok

yang menjadi tantangan dalam membumikan Pancasila.
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Tantangan-tantangan tersebut merupakan gabungan dari
tantangan klasik atau yang sering terjadi maupun tantangan
dalam konteks kontemporer yang berhubungan dengan
permasalahan masa Kini.

Perkembangan dunia saat ini memberikan tantangan baru
dalam pengembangan ideologi Pancasila. Hal ini disebabkan
olen karena Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai
ideologi terbuka, dinamis dan aktual. Banyak tantangan dalam
mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, namun sejauh
keberlangsungan  kehidupan berbangsa, Pancasila telah
membuktikan bahwa penerapan nilai Pancasila bukan
merupakan milik golongan tertentu atau representasi dari suku,
ras, golongan tertentu. Nilai Pancasila itu netral dan akan selalu
hidup di segala zaman seperti yang telah dilewati pada tahun-
tahun sebelumnya. Tantangan Pancasila dalam konteks
kontemporer  mengisyaratkan  perlu  adanya  peranan
penyelenggara negara dan warga negara dalam mempertahankan
eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar didunia yang
digunakan oleh Indonesia. Hal ini menjadi penting, karena
menjaga eksistensi Pancasila perlu juga dengan menggunakan
metode dan strategi yang tepat dalam mempertahankan
Pancasila sebagai ideologi negara.

Pancasila pada dasarnya merupakan produk asli Indonesia
yang lahir dari banyaknya perbedaan, sudah seharusnya menjadi
nilai dasar yang senantiasa disanjung dan dijunjung oleh
segenap masyarakat Indonesia. Namun saat ini, tantangan dalam
kontek kontemporer harus dihadapi oleh ideologi Pancasila
untuk mempertahankan kesatuan negara dari lajunya peradaban,
terutama dalam penggunaan teknologi dan perkembangan
pendidikan. Teknologi dan pendidikan pada dasarnya diciptakan
untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
Meskipun demikian, teknologi juga bisa menjadi alat yang
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mampu membahayakan kehidupan manusia apabila tidak
digunakan secara bijaksana.

Menghadapi tantangan ini, Pancasila lah yang menjadi
jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil
pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian
kalimat dengan mengandung satu pemikiran yang bermakna
untuk dijadikan dasar, asas, pedoman hidup dan kehidupan
bersama dalam negara Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai
sumber etika dan moral, sekaligus sebagai pendukung sumber
daya manusia Indonesia harus menjadi ruh utama yang melekat
dan terpatri dalam setiap sanubari warga negara Indonesia.
Dengan begitu, sumber daya manusia Indonesia akan memiliki
kekhasan sebagai manusia yang adaptif terhadap teknologi dan
memiliki keunggulan karakter dan integritas yang ber-Pancasila.

KESIMPULAN

Dinamika dan tantangan Pancasila dalam konteks
kontemporer merupakan situasi dan keadaan yang harus
dihadapi dan disikapi. Pancasila pada hakikatnya merupakan
produk asli Indonesia yang lahir dari banyaknya perbedaan,
seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa disanjung dan
dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia. Pada tataran ini,
eksistensi nilai-nilai Pancasila dipertaruhkan, karena nilai-nilai
Pancasila bukan saja sebagai tameng tetapi juga dapat memfilter
segala bentuk tantangan masa kini yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Pancasila yang merupakan jati diri bangsa Indonesia,
yang kiranya jika terpatri dalam sanubari setiap warga negara
Indonesia dan juga pemerintahan selaku penyelenggara negara,
yang selalu berkomitmen untuk menempatkan nilai-nilai
Pancasila dalam segala bidang dan aspek, maka dapat dipastikan
bahwa bangsa Indonesia akan tidak mudah terpengaruh atau
dipengaruhi oleh tantangan dalam berbagai bentuk.
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PANCASILA

Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi

Pancasila memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari
warga negara Indonesia pada berbagai aspek atau bidang. Buku "Pancasila:
Kontekstualisasi, Rasionalisasi dan Aktualisasi" menguraikan dengan mendalam
tentang nilai-nilai, konsep, dan aplikasi dari Pancasila dalam berbagai aspek
kehidupan. Buku ini terbagi menjadi 14 bab yang mencakup beragam topik yang
relevan dengan pemahaman Pancasila dalam konteks sejarah dan kontemporer.
Bab pertama membahas hakikat dan sejarah Pancasila, menyajikan latar belakang
dan evolusi pemikiran di balik lahirnya ideologi tersebut. Bab-bab berikutnya
menyoroti simbol, nilai, dan implementasi Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dipahami dalam berbaga
dimensi, seperti dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, dan
bahkan sebagai sistem ekonomi. Setiap bab memberikan penjelasan yang
mendalam tentang bagaimana Pancasila memengaruhi berbagai aspek kehidupan
masyarakat Indonesia.

Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi hubungan antara Pancasila dengan
agama, ilmu pengetahuan, pemuda, dan bahkan tantangan global seperti
perubahan iklim. Pembaca diajak untuk memahami peran Pancasila dalam
menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat
Indonesia, baik dalam konteks sejarah maupun kontemporer. Dengan
menguraikan berbagai konsep dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-
hari, buku ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca tentang
ideologi dasar negara Indonesia dan relevansinya dalam menghadapi berbagai
perubahan zaman.
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